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RINGKASAN

Pelaksanaan masa bakti bagi dokter gigi sudah diberlakukan mulai tahun 1961
yang dahulu biasa disebut Wajib Kerja Sarjana. Seiring dengan berjalannya waktu dan
perkembangan situasi kondisi di Negara ini maka istilah Wajib Kerja Sarjana diganti
dengan masa bakti. Pada tahun 1993 oleh karena keadaan ekonomi Negara ini sudah
tidak sanggup mengangkat setiap lulusan dokter gigi menjadi Pegawai Negen Sipil
maka dokter gig tetap harus menjalankan masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap.
Dengan pemberlakuan otonomi daerah maka ditetapkan Keputusan Menten
Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / X1l / 2002 tentang Penempatan Tenaga Medis
melalui Masa Bakti dan Cara Lain. Masalah yang ditemukan adalah rendahnya
dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur yang
melaksanakan masa bakti tahun 2003. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan
evaluasi Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540 / Menkes / SK / XII / 2002 dan
pelaksanaannya. sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi penyempurnaan
kebijakan masa bakti bagi dokter gigi.

Rancangan penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan dan review Keputusan
Menteri Kesehatan Rl No. 1540 / Menkes / 8K / X11 / 2002. Sasaran penelitian adalah
Lulusan dokter gigi tahun 2003 dan Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa
Timur, Dinas Kesehatan Propinst Jawa Timur, Fakultas Kedokteran Gigi di Propmsi
Jawa Timur Responden lulusan dokter gigi sebanyak 88 orang, Dinas Kesehatan
Propinst Jawa Timur sebanvak 3 orang yang terdin dari Kepala Sekst Peningkatan
Mutu Nakes dan Akreditasi, Sub Bagian Kepegawaian, dan Sub Bagian Hukum dan
Tata Laksana, Pembantu Dekan 1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga,
Universitas fember dan Universitas Hang Tuah. Metode pengumpulan data dilakukan
secara mailing system, sedangkan untuk Dinas Kesehatan Propinsi adalah wawancara
vang dipandu dengan kuesioner. Waktu pengumpulan data pada bulan Jumi sampat
dengan Agustus 2004. Tekmik analisis data dilakukan secara diskniptif yang
ditampitkan dalam bentuk tabel distribust frekuenst.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) Ada beberapa pasal vang
bermasalah pada Keputusan Menteni Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / XII /
2002 ; 2) Dinas Kesehatan Propinsi membuat kebijakan pelaksanaan berupa alur,
prosedur dan persyaratan pelaksanaan masa bakti dokter gign yang sulit ditempuh dan
dilengkapi . 3) Sosialisasi sudah dilakukan dengan baik oleh instansi terkait; 4)
Koordinasi belum dilakukan dengan baik oleh instansi terkait, 5) Pengetahuan
Fakultas Kedokteran Gigi baik, tetapi perhatiannya masih kurang: 6) Pengetahuan
lulusan dokter gign mengenai masa bakti baik, yang didapat dan kakak kelas atau
alumni, lulusan dokter gign tidak pernah mendapat sosialisasi mengenal masa bakti
dan Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas Kesehatan Propinsi maupun PDGI, lulusan
dokter @i wanita lebih banyak vang melaksanakan masa bakti, mencari tempat masa
bakti sulit dan prosedur, prasyarat sulit; 7) Dinas Kesehatan Kab./Kota 79 % belum
melaksanakan kebijakan tersebut. 8) Organisasi Profesi (PDGI) 50 % sudah
melaksanakan kebijakan tersebut; 9) Rumah Sakit Umum 13,6 % mengontrak dan
mengangkat dokter gigi untuk menjalankan masa bak.

Dari hasil penelitan, Focus Group Discussion dan telaah pakar dihasilkan
kesimpulan sebagai berikut :

I. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/X11/2002 di
dalamnya ada pasal yang bermasalah dan belum jelas maksudnya,
implementasinya sulit ditempuh dan prediksi keberhasilan pelaksanaan
kebijakan tersebut kecil.

vii
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2. Kebijakan pelaksanaan Keputusan Menteri  Kesehatan RI  No.
1540/Menkes/SK/ X11/2002 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Propinsi
Jawa Timur berupa prosedur dan prasyarat untuk melaksanakan masa bakti
sulit untuk ditempuh dan dilengkapi oleh lulusan dokter gigi, kendala
terutama untuk memperoleh Surat Penugasan karena harus ada tempat
melaksanakan masa bakti terlebih dahulu. Kebijakan pelaksanaan tersebut
tidak tertulis dan disvahkan oleh yang berwenang,

3. Sosialisasi Keputusan Menter1 Kesehatan RI No.  1540Menkes/SK/
XI2002 dilihat dar sis1 ulusan dokter gigi yang dilaksanakan oleh
Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur serta
Persatuan Dokier Gign Indonesia belum dilaksanakan. Tetapi sosialisasi
untuk mstansi terkar sudah dilaksanakan.

4. Koordinasi yang dalam hal ini adalah komunikasi dan informasi antara

Dinas Kesehatan Propims) Jawa Timur dengan I'akultas Kedokteran Gigi.

Dinas Kesehatan Kabupaten - Kota di Propinsi Jawa Timur belum berjalan

dengan baik. demikian juga antara Dinas Kesehatan Kabupaien ¢ Kota

dengan Organisas1 Profes (PDGI) dan Rumah Sakit Umum,

Pengetahuan iulusan dokter gigi mengenai Keputusan Menteri Kesehatan

RT No. 1540/Menkes/SK/X11:2002 baik, oleh karena peran kakak kelas

atau alumni. Lulusan dokier gigi yang tidak melaksanakan wajib lapor dan

registras: dikarenakan tidak tabu adanya peraturan tersebut. Pelaksanaan
masa bakt dokter gig tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin wanita.

Lulusan dokter gtgn banvak vang memilih masa bakii PTTD dan Cara

Lain, tetapr kesulitan mencari tempat untuk melaksanakan masa bakti cara

tersebut, sehingga banyak yang tidak mempunyai Surat Penugasan dan

tidak melaksanakan masa bakti
6. Dinas Kesehatan Kabupaten / Korta, Fakultas Kedokteran Gigi, Organisasi
Profesi (PDGI), dan Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur belum
melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540/Menkes/SK/XH/2002 dengan baik.
Sedangkan rekomendasi dan sarannya adalah sebagai berikat -
Rekomendasi
l. Departemen Kesehatan RI hendaknya meninjau kembali Keputusan

Mentert  Kesehalan Rl No.  1540/Menkes/SK/XH?2002,  tentang

penempatan {enaga medis melalu masa bakti dan cara lain.

Dwnas  Kesehatan Propinsi Jawa Timw meninjau kembali kebijakan

pelaksanaan yang tetah dibuat terutama mengenai prosedur dan prasvarat

untuk mendapatkan Surat Penugasan.

3. Fakultas Kedokteran Gigi memberikan sosialisasi yang internsif mengenai
Keputusan Menten Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ XI11/2002 kepada
lulusan dokter gigi pada momen penyuimpahan lulusan dokter pigi.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Fakultas Kedokteran Gigi. Organisasi
Profesi (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) dan Rumah Sakit Umum di
Propins: Jawa Timur melaksanakan Keputusan Menteri kesehatan RI No.
1540/Menkes/SK/ X11/2000 sesuai dengan isi kebijakan tersebut.

5. Koordinasi vang baik dalam hal ini adalah komunikasi dan informas;
antara Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan Fakultas Kedokteran
Gigi, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur dalam
melaksanakan Keputusan Menterl Kesehatan R No. 1540\ enkes - SK/

Lh
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XI1/2000, demikian juga antara Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan
Organisasi Profesi, dan Rumah Sakit Umum.

Saran :

1. Untuk Departemen Kesehatan RI hendaknya dalam waktu dekat
menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan tersebut

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur membuat kebijakan pelaksanaan

secara tertuhs mengenai Surat Penugasan dapat diperoleh setelah

mendapatkan tempat masa bakti.

3. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Fakultas
Kedokteran Gigi memberkan sosialisasi kepada mahasiswa FKG
mengenai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan masa bakti dokter
gigi,

4. Pada ningkat Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mau
memfasilitasi tempat masa bakn dokter gigi baik untuk PTTD atau Cara
Lain.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota mengupayakan untuk meningkatkan
peran dan komitmen organisasai profesi {PDGI), dengan cara selalu
mengajak organisasi profest dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan terhadap dokter vang melaksanakan masa bakti dan praknk
mandiri.

6. Rumal Sakit batk pemenntah maupun swasta di Kabupaten / Kota
dshimbau untuk mau menenma dokter gign melak sanakan masa bakti.

2
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SUMMARY

Evaluation on the Policy of the Repubiic of Indonesia Health Minister
Legisiation(Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1540/Menkes/SK/X11/2602)
on the Implementation of Dentist Internship-Term

Formerly designated as Graduate Obligatory lutemship, dentist internship-
term has been implemented since 1961. Along with the recent State developments,
the term Graduate Obligatory Intemship was replaced by Intemship-Term. As of
1993, given economic conditions, the State can no-further afford to initiate all
dentistry graduates into service as State Civil Servants; effecting in dentists
serving their mternship-terms as Temporary Employees. With the implementation
of regional-autonomy, im 2002, the Republic of Indonesia [Health Minister
Legislaion on Medical-Professional Employment via Intemship-Term and Other
Means (Keputusan Menteri Keschatan BRI No.i340 Menkes SK XIT 20002) was
passed. The 1ssue of the low-number of graduates of Dentistry Schools 1 the
East-fava Province who fulfili their 2003 internship-term, was observable. The
objective of this research was 1o perform an evaluation on the above legislation as
well as its implementation, as a toundation on which to ground a recommendation
for improvements on the policy of dentist internship-term.

This research was an operational evalvation and a review on the 2002
Legslation on Medical-Professional Employment via Internship-Term and Other
Means passed by the Republic of Indonesia Health Minister (Kepunusan Menteri
Kesehatan RI No.i3+40  Menkes  SK - X1 2i#i2). The targel respondents of this
research were 2003 dentistty graduates out of the East-lava Province, the East-
Java Provincial Health Office, and Dentistry Schools in the East-Java Province.
The respondents were: 88 dentistry graduates; three East-Java Provincial Health
Office officials comprising of a Health-Care Professional Quality Improvement
and Accreditation Section Head, a Personnel Affairs Sub-Division Head, and a
Rules and Regulations and Legal Affairs Sub-Diviston Head; and first vice-deans
of Dentistry Schools at Airlangga University, Jember University, and Hang Tuah
University. A mailing system was utilized as the data-collection method, while
questionnaire-guided interviews were utilized at the Provincial Health Office.
Data collection was performed starting in the month of June untit August 2004,

A descriptive data analysis techmique with a frequency distribution table was
utihized.

The research found: 1) that several articles in the 2002 Legislation on
Medical-Professional  Employment wvia Internsiap-Terms and Other Means
{Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1340 Menkes SK X1 2(602) passed by
the Repubhc of Indonesia Health Minister were conflicting; 2) that operational
policies mn the form of procedures and requisites, formulated by the East-Java
Provincial Heailth Office, caused difficuities in implementation; 3) that the
socialization was properly executed by integrated offices; 4) that coordination was
not properly performed by mitegrated offices; 5) that Denntistry Schools’
knowledge of Internship-Terms was sufficient, but attention was niot sufficient; 6)
that dentistry graduates knowledge of latemship-Tenns was sufficiem obtained
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from seniors or alumnus, that dentistry graduates had never accepted any
socialization about Internship-Terms from the Dentistry School, nor from the
Provincial Heaith Office neither from the Indonesian Dentist Association {IDA),
that more female than maie graduates fuifilled their Imtemship-Tenms, tha
Internship placements was ditticult, and that procedures and prerequisites were
compiicated: 7) that Municipal Healih Offices, at a rato of 79%, did not
implement the 2002 Lewslauon; 8) that the professional organization of
indonesian Denust Association, a1 a rato of 50%, did not impiement the 2002
Legisiation: and 9) that in 2003 ai a ratio of 13.6%, General Hospuals
emplioyed/lired denusts to fulfill their Internship-Temms.

The conclusions were as tollows:

1. The 2002 Repubhic of Indonesta Health Mmister Legislaion on
Medicai-Protessional  Employment via Intemnship-Term and Other
Means (Kepretusan Memenikesehaian RI No {540 Menkes SK XTT
2002y, had conflictimg articies, unclear intention, ditficult
mplementation and tow prediction of successiul accomphishment.

The operational policies of the 2002 Repubiic of lindonesia iHealh
Mmster Legslation on Medical-Professional Employment via
Intemship-Term and Uther Means (Repurusun Menerikesehatun Ki
NoJ3Hy Menkes SN AH O 2002p, formuated by Easi-Java
Provincital Health Ottice in the forms ot procedures and prerequisites
to fulfiil the Intemship-Term, were ditficult 10 execute and unfeasible
to be compiied by the graduates, with 2 major obstacle ot a defimite
post of Intemship prior to acqumng a Lenier of Assignment. This
spectfic policy was not wnnien and neither rattfied by the authorises.
3. No sociahzauion of the 2002 Republic of Indonesia Heaith Minister
Legisiation on Medicai-Professional Employment via intemship-Term
and Other Means (Aeputusan Memerihesehaian R No. 154)  Menkes
MK XY 2002) was done by the School of Dentistry, the East-Java
Provmaial Health Office and by the Indonesian Dentist Association
viewed by the dentistry graduates, but there was a socialization by
interrelated mstinutions from central to province and from province 1o
mumncipaiity/regency heaith mstitutions.
4. Coordination (communicanon and informanon) according to staff-and-
iine from Easi-Java Provincial Health Office to the Dentistry School
and 1o the Mumcipal/Regency Health Office was not working well,
ditto trom the Municipal Health Office o the protessional organizarnon
{Indonesian Dentist Association) was not running well either.
Graduate's knowiedge of the 2002 Republic of indonesia Health
Nanister Legisianon on  Medical-Professionai  Emplovment  via
Internship-Term and Other Means (Repunsan MemeriKesehatan i
No 30 Menkes SN NI 2002) was good due to the role of
sentors-afumnus. The graduates did not report or register sunply
because they were not aware of the legistauon. The fulfillment of
Intemship-tenn was not infuenced by gender (temale dentist) The
graduates chose more to do their intemship Tenn at mumepahty or
regency { lemporary Employed by municipality or regency) or other
means (private or civil servants), and yet thev found difficuliies 10 find

!\J
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placement for doing the term, resulting i not obtaming Letter of
Assignment and did not fulfill the Imernship-Term.

6. The Municipal/Regency Health Office, the Dentistry School, tie
Indonesian Dentist Association and the General Hospitals in East Java
province had not well executed the 2002 Republic of indonesia Health
Minister Legisiation on  Medical-Professional  Employment  via
Internship-Term and Other Means (Kepurusan AeneriKeseiaan Ri
Mo d340 Menkes SK XH 2007

This research result, the Focus Giroup Discussion, and the researcher
observation resulied i recommendations as follows:

1. The Ministry of Heaith should review the 2002 Republic of indonesia
Health Mimister Legislauion on Medical-Professional Emplovment via
Intemship-Tenn and Other Means (Kepuisan Aleniert Keselwtan Ki
No f340r Menkes SK X 2002).

2. The East-Java Provincial Health Offtce should review the
implementation  policy of procedures and requisiies for acquining a
Lerter of Assignment

3. At the time of taking dentist professional oath, the Denustry School

was expecled w0 socialize the 2002 Repubiic of indonesia Health
Minister  Legistauon  on Medical-Professional  Employment  via
Internship-Term and Other Means (Acputusan Meniterr Keschaian Ri
No 1340 Menkes SN X/ 2002).
4. The Mumcipal/Regency Health Offices, the Dentismy School, the
Indonesian Dentist Association and East-Java General Hospitals to
execute the 2002 Republic of Indonesia Health Minister Legstation on
Medical-Professional Employment via Internship-Term and Other
Means (Kepurusan Menrerifeseharan fi No 1340 Menkes SK AN
2002, according to tts policy content.
In an effort 1o implement the 2002 Republic of Indonesia Healih
Minister Legislation on Medical-Professional Employinent via
Intemship-Tenin and Other Means (Kepumusan MenteriKesehatan Rl
No. 1540 Menkes  SK X 2002), a good coordination
(communicatton and informanon) among the East-lava Provincial
Health Office, the Dentistry School, Mumcipal/iRegency Health
Offices, the Indonesian Denust Association and East-Java General
Hospitals should be maintained.
‘The suggestions:

I. For the Ministry ot Health to publish in very short titne, a manual tor
technical operational policies of the 2002 Republic of indonesia Healih
Minster  Legslaton  on Medical-Professional  Employment  via
Intemship-Term and Other NMeans (Aepuiiesai Menrernikesehatan Ri
No f340 Menkes SR NiE 20025,

2. For Easi-Java Provincial Health Office w0 tormulate a writien
operational pohcy about Letier ot Assignment witich could be obtained
after acquining ihe hwiemship placement.

3. The East-java Provinciai Heaith Oftice along with the Denusuy
School 10 do a sociahzation to Denuistry students about the Legisiaton
of Intemnship-Term.

Ly

Xil
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4. The Municipal/Regency Health Office provided a facihnation for
graduate’s intemship-Term both for Temporary Emplyee or other
means.

5. The Municipai/Regency Health Offuce to do constant attempt to
enhance the role and commitment of the professional organization
{Indonestan Dentist Association) by mvolving tiie organization to do
supervision and surveillance towards dentists who are doing their tetm
and private practice.

6. An appeal to private or government-owned Hospitals to receive
graduates 10 do thewr Internship-Term.

N H]
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ABSTRACT

Evaluation en the Policy of the Republic of Indonesia Health Minister
Legislation(Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1540/Menkes/SK/X11/2002)
on the Implementation of Dentist Internship-Term

The objective of this research was o perform an evaluaton on the 2002
Legisiation on Medical-Professional Employment via Intemship-Term and Other
Means passed by the Republic of Indonesia Health Minister (Keputusan Menieri
Kesehatan Rf No. 134 - Menkes - SK XH  2002) as well as 11s implemeniation,
as a tfoundation on which to ground a recommendation for improvements on the
policy of dentist internship-terin.

This research was an operational evaluation and a review on the above
legislation. The targetl respondents were 2003 dentistry graduates out of the East-
Java Province, the East-Java Provincial Health Oftice, and Denustry Schools in
the East-Java Province The respondents were: 88 denustry graduates; three East-
Java Provincial Health Office officials and first vice-deans of Dentistry Schools at
Airlangga University, Jember University, and Hang Tuah Umiversity. A mailing
system was utilized as the data-coilection method, while questionnaire-guided
mterviews were utilized at the Provincial Health Office. Data collection was
carried out from June until August 2004. A descriptive data analysis technique
with a frequency distnbution table was utihzed.

The research found: 1) that several articles in the 2002 Legislation on
Medical-Professiona!l Employment via Intemship-Term and Other Means
(Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1540 . Menkes . SK X7l 2002) passed by
the Republic of Indonesia Health Minister were conflicing; and 2) that the
operational implementation of the Legistation by the Provincial Health Office, the
Dentisiry School, the Municipal/Regency Health Office and by the Indonesian
Dentist Association was not optimal.

The conclusion showed that: 1) the implementation of the Legisiaton was
difficult due to conflicting articles, unclear intention and low accomplishment
prediction; 2) acquirmg a Letter of Assignment was difficult due to a major
obstacie of a definite post of Internship; 3) no socialization for the implementation
of the Legislation; and 4) coordination was not running well and the knowledge of
the Legislation was simply because of senior’s/alumnus™ notification.

Key words: policy implementation evaluation, policy review
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu didukung antara lain olch
sumber daya tenaga kesehatan. Yang terrnasuk Tcnaga Keschatan salah satunya
adalah Tenaga Medis. Tenaga Medis melipun dokter dan dokter gipr. Pemcrintah
vang dalam hal ini adalah Departemen Keschatan RI untuk mengakomodir visi, mis
dan strategi “Indonesia Sehat 2010”7 perlu suatu kebijakan untuk melakukan
pencatatan  resmi (registrasi) dan legislasi dalam rangka memberikan perlindungan
hukum baik kepada tenaga medis maupun pasiennya. Sedangkan dalam rangka
pemerataan pelayanan kesehatan perlu juga mengatur penempatan tenaga medis.

Pengaturan tenaga medis tu pertamma kali diatur di Undang-undang No. 8
tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. Wajib Kerja untuk tenaga medis kemudian
istilahnya diganti menjadr masa bakt! tenaga medis dengan Peraturan Pemenntah No.
I tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokier gigi. Oleh karena
keadaan ekonomr negara i1 tidak sanggup lagi untuk mengangkat setiap lufusan
tenaga medis yaitu dokter dan dokter gigi menjadi pegawai negeni sipil maka dokter
dan dokter migm tetap harus menjalani masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)
dengan adanya Keputusan Presiden RI No. 37 tahun 1991 temtang Pengangkatan
Pegawar Tidak Tetap selama Masa Bakti,

Untuk lebih mempersjelas Keputusan Presiden tersebut maka diterbitkan
Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tectap selama
masa bakti, dengan Keputusan Menteri Kesehatan R1 No. 702 / Menkes / SK / VI /
1993 yang  menggantikan  Keputusan  Menteri  Kesehalan Rl nomor

08/MENKES/SK/1992 dan Surat  Kepotusan Menter: Keschatan Rl nomor

N
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88/MENKES/SK/1/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Dokter sebagai

Pegawai Tidak Tetap.

Selanjutnya pendayagunaan tenaga medis dalam rangka pemerataan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu ditinjav kembali dan disesuaikan
dengan arah kebijaksanaan pembangunan kesehatan maka perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan RI No. 1170.A / Menkes / Per / X / 1999 tentang Masa Bakti

Tenaga Medis.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi maka Peraturan
Menteri Keschatan No. 1170A/Menkes/Per/X./ 1999 tentang Masa Bakti Tenaga
Medis perlu segera disesuaikan dengan arah kebijakan desentralisasi saat ini, maka
untuk mengganti peraturan tersebut ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540 / Menkes / SK / XII / 2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa

Bakti dan Cara Lain.

Bersamaan dengan pemberlakuan peraturan ini, Sekretariat. Jenderal
Departemen Kesehatan R1 mengeluarkan Surat Edaran nomor : KP.01.02.1.2.8247
tanggal 17 Pebruari 2003 perihal : Propinsi Peminatan Dokter PTT, bahwa Propinsi
untuk pelaksanaan masa bakti dokter gigi PTT Pusat untuk pulau Jawa dan Bali
tertutup. Padahal selama ini banyak daerah di wilayah tersebut yang selalu menjadi
pilihan bagi dokter gigi. Dengan harapan untuk daerah tertutup tersebut dapat
dilakukan masa bakti dengan PTT Daerah dan Cara Lain. Dokter gigi yang
merupakan tenaga medis tentunya juga wajib melakukan masa bakti dan

melaksanakan peraturan tersebut,
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Setelah bernjalan selama satu tahun Keputusan Mentenn Kesehatan Rl No.
1540 / Menkes / SK / X11 / 2002 dan data vang dapat dilihat di Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Timur Sub Dinas Pemberdayaan Sumber Daya Seksi Peningkatan Mutu
Tenaga Keschatan dan Akreditasi terlihat bahwa lulusan dokter gign dan Instrtusi
Pendidikan vang dalam hal im adalah Fakultas Kedokteran Gign pada tahun 2000 -
2003 belum semua imclaksanakan kebijakan tcrsebut vang salah satunya adalah
kegiatan wanb lapor dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah int sebagai  benkut :
Tabel 1.1 Jumiah lulusan dokter gigi, jumlah lulusan dokter gign vg dilaporkan

Instttusi dan jumlah lulusan dokter gigi vang melapor di Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Timur tahun 2000 - 2003

PTh ¢ x* | Lulusanyp | Lutosan yvang melapor*®  Tahun 2000 - 2003
P lulus | Lul |E difaporkan l :
i - W B 2, _n :
1 I an nsliysi** gl ] | 200 | 20412 203 Jumlah |
f ' x o, ¥ o5 3 % T % v % s gl |
P00 TS ] Asd T 92 esd | 29T 200f 27 4] 2] 4251 Red
000 | 127 6] 362§ - | - 977641 18] 14.2 51 391 120 945
2001 | 147 96| 6761 - | - | - 1T U 91| 61,9 4 {163 115 782
B, | TSR |- | e - - 9 | 5551 96 355
- — Jumlah Y2 126 | il 127 :

Sumber : * =Instiusi Pendidikan { Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur }
** = Buku Repister tenaga medis vang lapor dan registrasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur th. 2000 — 2003

Pada tabel 1.1 dapat dihhat bahwa dokter gigi yang lapor pada tahun dokter
gigi tersebut lulus mulai tahun 2000 — 2003 tidak mencapai 100 % . Pada saat
melaksanakan wajb lapor di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur mereka langsung
di regmstrast dan ditanya untuk peminatan masa bakti. Mulai tahun 2003 masa bakti
ada 3 cara vaitu inenjadi : Pegawar Tidak Tetap Pusat (PTTP), Pepawai Tidak Tetap
Daerah (PTTD) dan Cara Lain (CL). Tetapr apabila yang bersangkutan akan
melanjutkan sekolah baik dibidang spesialisasi maupun inaster, maka yang
bersangkutan disebut dengan menunda masa bakti. Tabel 1.2 menunjukan peminatan

dokrter ggi untuk masa bakti dan menunda masa bakti, mulai tahun 2000 — 2003.
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Tabel 1.2 Jumlah lutusan dokter gigi vang lapor & dipilah berdasarkan peminatannya
di Dinas Keschatan Propinsi Jawa Timur tahun 2000 - 2003

( Tahun Tahun Lapor | Jumiah
lulus 2000 ! _2u00d 2002 2003 __5 Lulusan |

[ PTT | PTT | Penun | PTT | Penun = PTTP | PTTD | Cara | Penun i

s e jdaan [ dean f_ftaw }odwn |

2000 927 26 3 2 - s i - - 125
2001 -1 93 4 131 3 - - 5T 10
2002 f -0 -} -1 86 ST, N | 2 g, WL)S
2003 - - a ] . 57 22 9] X 96

Sumber - Buku Register tenaga medis vang fapor dan registr‘zi; Dinas Kesehatan Pfopinsi Jawa Timur
1ahun 2000 — 2(%)3

Darn tabel diatas kemudian dicocokkan dengan data dart Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Propinsi lawa Timur, lulusan dokter gig
vang melaksanakan masa bakti dapat dilihat dan tabel 1.3.

Tabel 1.3 Jumtah lulusan dokter ggi tahun 2000 — 2003 vang melaksanakan masa
baktt mular tahun 2000 - 2003

Tahun z Tahun melaksanakan masa bakti T{ B ot
lulus ; Lolusan | 2000 [ 2001 [ 2002 2003 ;
= " l'prr | PTT } PTT | PTTP | PTID | CL | A
2000 145 33 70 5 | -{ -1 w8 745]
2000 §  127] -1 40| & 3 - by lod - 819
| 2002 | 147 - o83} 28, -] 4] 8 579
:L__EQ‘E_.&_H_J 3 S .-_L,_m__:_.___._;_,._!if — e _,4+ 20 156 |
1 { | 1

Sumber : Dokumen Sub Bagiém Kepegé'\\-a_ién ‘Dinas Kesehatan Prépiir_si Jawa Timur tahun 2000 -
2003

Dan tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah lulusan dokter gign tahun 2000 - 2003
belum semua melaksanakan masa bakti pada tahun 2000 - 2003, maka masalah yang
diajukan dalam peneilifian ini adalah * Rendahnya dokter gigi lulusan Institusi
Pendidikan (Fakultas Kedokteran Gigi} di Propinst Jawa Timur yang melaksanakan

masa bakt tahun 2003%.

1.2 Kajian Masalah

Dan beberapa data yang ada. diperoleh beberapa penyebab yang
kemungkinan dapat mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Keputusan Menten
Kesehatan Rl No. 1540 / Menkes / SK / X117/ 2002 tentang Penempatan Tenaga Medis

melalui Masa Bakti dan Cara Lain, sehingga timbul masalah dimana rendahnya
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Julusan dokter gigi vang melaksanakan masa bakti tahun 2003 terlihat pada gambar

1.1

Pemenntah

}. Kebijakan Depkes R]
kepmenkes RI No. 1540:
Menkes ‘SK/XI1/2002
Kebiakan Pelaksanaan
Dinkes Prop. Jatim

3 Sosiahsasi

4 Koordinasi

_i'J

- = 2 Perhatan

Institust Pendidikan
| Penuetahuan

W 1. Pengetahuan
a Wajib lapor

Pelaksanaan Kebyakan di
Dinas Kesehatan Kab ./
Kota -

1.PTTD

2.Caralain

Lulusan dokter gig

¢ Surat Inn Praktik
1. Menunda masa

b. Registras!

¢ Sural Penugasan bakn

d Masa baku 1. Peluang

e. PTTD ] Hak & Kewajthan
t Caralamn

2. Karakteristik (Jenis Kelamin)

3. Tempat untuk melaksanakan masa baku

4. Prosedur dan prasyarat pengurusan
pelaksanaan masa bakt

Rendahnya dokter
gigl yang
melaksanakan 1
| masa bakn |

Gambar 1.1 Identifikasi Penyebab Masalah
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1.2.1 Pemerintah
1. Kebijakan Departemen Keschatan RI

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 15340 / Menkes / SK /X117 2002
tentany Penempatan Tenaga Medis melalur Masa Bakti dan Cara Lamn diberlakukan.
untuk  menggant Peraturan Menteri Kesehatan No.o 11O A/Menkes/Per X/ 109G
tentang Masa Bakn Tenaga Medis. dalam rangka menvesvatkan dengan  arah
kebnakan desemtralisasi saat ant. Kedua kebijakan im pada dasamya memuat
ketentitan vang sama kecuali hanva pada pelaksanaan PTT Daerah dunana di
Peraturan Menteri Kesehatan No. 1170/A ' Menkes/Per/X/1999 ndak ada. Pelaksanaan
PTT Daerah mi terkait dengan pelaksanaan otononn daerah dumana Propinsi,
Kabupaten dan Kota berwenang mengangkat dokter sebagai Pepawar Tidak Tetap
intuk melaksanakan masa baktinya di wilayahnya,

Meskipun Keputusan Menter: Kesehatan RI No. 1540/Menkes /SK/X11/2002
baru berjalan kurang lebih 1 (satu) taliun tetapi diharapkan akan lebih dapat menjaring
lulusan dokter gign untuk melaksanakan masa bakt. dengan memperluas tempat
pelaksanaan masa bakn vaitu Cara Lain dan PTT Daerah Jadi Keputusan Menten
Kesehatan tni diharapkan lebih dapat dilaksanakan karena sudah disempuisakan dari
Peraturan Menterni Kesehatan No. 1170/AMenkesPer/X/1999. dengan membuka
peluang lebih banvak untuk tempat pelaksanaan masa bakti.

Kebijakan pubhk adalah suatu arah tindakan vang bertujuan. vang
dilaksanakan oleh pelaku atau pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah
atau urusan vang bersangkutan {Supnyanto, 2002). Soenarko (2003), menjeiaskan
bahwa kebyaksanaan pemenintah harusiah baik, atau karena keinginan. pendapat dan
kehendak dalam masvarakat 1tu berbeda-beda. maka pengambilan keputusannva

haruslah sebaik mungkin,
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Kemungkinan Keputusan Menteri Keschatan Rl No. 1540/Menkes
/SK/X11/2002 isinya kurang baik, kurang jelas, membingungkan atau pada saat
pembuatannya kurang mendengarkan kehendak masyarakat sehingga menyebabkan
rendahnya dokter gigi yang melaksanakan masa bakt.

2. Kebijakan Pelaksanaan Dinas Kesehatan Propins: Jawa Timur

Dalam melaksanakan Keputusan Menten Kesehatan RI No. 1540 / Menkes /
SK / XI1I / 2002 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur untuk lebih memperjelas
pelaksanaan kebijakan tersebut dan mempermudah tenaga medis memahaminya
dengan membuat kebijakan pelaksanaan.

Penjabaran Keputusan Menten Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / Xil /
2002 oleh Dinas Keschatan Propinsi Jawa Timur dengan membuat kebijjakan
pelaksanaan yang berupa alur Registrast, alur untuk mendapatkan Surat Penugasan,
dan persyaratan vang harus dipenuhi untuk wajib lapor, registrasi, Surat Penugasan,
dan pemilihan tempat untuk Cara Lain. Kemungkinan prosedur dan prasyarat tersebut
belum ditenma secara jelas oleh Ivlusan dokter gigi sehingga menyebabkan
rendahnya dokter gigi yang melaksanakan masa bakt.

3. Sosialisast

Sosialisasi menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk
mengubah milik perseorangan / pribadi menjadi milik umum. Sosialisasi dapat
dilakukan melalui media cetak, media elektronik maupun langsung bertatap muka.

Suatu kebijakan yang baru membutuhkan sosialisasi dalam penerapannya.
Dalam hal ini yang melaksanakan sosialisasi adalah aparat pemerintah baik
pemerintah pusat maupun daerah yang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan
RI. Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota demtkian juga

dengan Institusi Pendidikan yang terkait di dalamnya. Kegiatan sosialisasi bisa
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dilaksanakan dengan melalui surat, media cetak, media elektronik maupun langsung
bertatap muka dengan semua masyarakat yang terkait dengan kebijakan tersebut di
wilayah kerja instansi masing-masing.

Kemungkinan pelaksanaan sosialisasi kebijakan ini tidak optimal sehingga
menyebabkan kurangnya mformasi mengenai kebijakan im yang diketahui oleh
lutusan dokter gigi, dan akhimya menyebabkan rendahnya dokter gigi yang
melaksanakan imasa bakti.

4. Koordinasi

Menurut Wijono (1997), koordinasi menipakan suatu proses atau kegiatan
untuk menyatukan tujuan-tupuan atau kegiatan-kegiatan dan berbagar unit organisasi
kearah pencapaian tujuan utama atau fujuan bersama supaya efisien dan efektif.
Koordinasi adalah proses menyatukan aktivitas dari departemen yang terpisah untuk
mencapai sasaran organisasi secara efektif, tanpa koordinasi orang akan kehilangan
pandangan terhadap perannya dalam organisasi secara total dan tergoda untuk
mendahulukan kepentingan departemen mereka sendii dengan mengorbankan
sasaran organisasi (Stoner, Freeman, Gilbert Jr. 1995)

Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / X1l / 2002 harus tetap
berkoordinasi dengan institusi pendidikan vang dalam hal ini adalah Fakultas
Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur, dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di
seluruh Jawa Timur.

Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berkaitan
dengan pelaksanaan pengangkatan Juiusan dokter ggi sebagai PTT Daerah,
rekomendasi lulusan dokter gigt untuk melaksanakan PTT dengan cara lain,

penerbitan Surat 1zin Praktik bagi dokter gigi dan penyampaian informasi mengenai
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kebijakan tersebut kepada instansi-instansi terkait diwilayah kerja masing-masing.
Sedangkan koordinasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi adalah berkaitan dengan
laporan Fakultas Kedokteran Gigi mengenai data lulusan dokter gigi setiap periode
kelulusan dan penyampaian infonnasi mengenai  kebijakan tersebut kepada
mahasiswa.

Kurangnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
kemungkinan  menyebabkan belum dilaksanakannya pengangkatan dokter gig
sebagai PTT daerah, tidak diberikannya rekomendasi kepada dokter gigi yang
melaksanakan PTT dengan Cara Lain dan tidak disampatkannya informasi kebijakan
ini kepada instansi terkait terutama pengguna fulusan dokter gigi. Sedangkan
kurangnya koordinasi dengan institusi pendidikan kemungkinan menyebabkan
kurangnya informasi mengenai kebijakan ini bagt para mahasiswa sehingga

meyebabkan rendahnya dokter gigi yang melaksanakan masa bakti.

1.2.2 Institusi Pendidikan (Fakuitas Kedokteran Gigi)
1. Pengetahuan

Pengetahuai: diperoleh dari pengalaman, selain itu juga dan guru, orang tua,
teman, buku dan media masa (WHQ, 1992). Pengetahuan dikumpulkan dengan tujuan
untuk menjawab permasalahan kehidupan yang sehari-hari dihadapi manusia dan
vntuk digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan kepadanya (Supriyanto,
2002).

Pengetahuan pada intinya berada pada kepala sedangkan ketrampilan terliliat
pada perniiakunya. Dalam kaitan ini taraf pengetahuvan mempunyai tujuh tingkatan
vang melipuri: mengetahui, mengingat Kembali, memahami, menggunakan,

mengarahkan, menyimpulkan dan mengevaluasi (Thoha, 1996).
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Kurangnya pengetahuan akan sesuatu informasi dapat memicu seseorang
untuk bertindak tidak sesuai dengan ketentuan vang ada. Dalam hal ini Institusi
pendidikan, kadang kala dengan adanya peralihan jabatan maka pejabat baru tidak
tahu mengenai kebijakan yang berlaku saat ini, sehingga kemungkinan kebijakan
masa bakti bélum dapat dipahami dengan baik oleh pejabat yang baru. Hal tersebut
kemungkinan merupakan penyebab rendahnya lulusan dokter gigt yang melaksanakan
masa bakti, oleh karena dalam penyampaian mengenai kebijakan masa bakti kepada
mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi belum semua disampaikan.

2. Perhatian

Sebagai salah satu program pemerintah dalam rangka pendayagunaan tenaga
keschatan, pemerataan tenaga kesehatan serta perlindungan hukum bagi tenaga
kesehatan maka Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan tersebut. Diharapkan semua
aktor yang terkait dimana salah satunya adalah institusi pendidikan dapat berperan
aktif metaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Su’adah dan Lendriyono (2003), perhatian adalah merupakan
pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada
sesuatu atau sekumpulan objek.

Diharapkan institusi pendidikan memberikan perhatian terhadap nasib
lulusannya, oleh karena pelaksanaan kebijakan tersebut berkaitan dengan langkah
selanjutnya vang harus diambil bagi mahasiswa apabila mereka sudah lulus. Selain itu
karena ini merupakan program pemerintah maka semua yang terkait di dalamnya
harus ikut aktif berpartisipasi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemungkinan
institusi pendidikan kurang perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut yang
salah satunya adalah tidak melaksanakan sosialisasi atau melaksanakan sosialisasi

tetapi kurang jelas mengenai kebijakan masa bakti vang berlaku saat ini kepada
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mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi sehingga menyebabkan rendahnya dokter gigi

yang melaksanakan masa bakti.

1.2.3 Lulusan dokter gigi
1. Pengetahuan
Menurut Notoatmojo (1993) pengetahuan imerupakan hasil tahu yang berasal
dari proses penginderaan manusia terhadap suatu objek tertentu dan pengetahuan
seseorang biasanya diperoleh dan pengalaman dan bermacam-macam sumber
misalnya : media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, media
poster, kerabat dekat dan sebagainya.
Untuk melaksanakan kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 /
Menkes / SK / XII / 2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan
Cara Lain diharapakan lulusan dokter gigi tahu mengenai :
a. Wajib lapor
Dokter gigi setelah lulus dan dilaporkan secara kolektif oleh institusi
pendidikan segera menindakianjuti dengan melengkapi persyaratan
administrasi dan disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Dinas Keschatan
Propinsi setempat dimana Fakultas Kedokteran Gigi berada selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima ijazah ash atau surat keterangan

lulus.
b. Registrasi

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga medis vyang telah
mempunyai kualifikasi dan diakui secara hukum untuk melakukan tindakan

profesionalnya.

Skripsi EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI... SHINTA SAWITRI



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 12

Dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana
diatas poin a langsung diregistrasi secara otomatis dan diberikan nomor
registrasi serta bukti lapor.

¢. Surat Penugasan
Surat Penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan kepada tenaga
medis untuk melakuakan pekerjaan sebagai tenaga medis.
Gubemur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinst Jawa Tunur menetapkan surat
penugasan atas nama Menten Kesehatan mencantumkan nomor registrasi dan
menyampaikan kepada dokter gigt yang bersangkutan.

d. Masa Bakti
Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat
dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suati sarana pelayanan
kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh Pemerintah dalam kedudukan
sebagai Pegawai Tidak Tetap.

¢. Masa Baktt Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)
Masa bakti Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) adalah masa pengabdian
profesi medis kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas profesi
pada suatu sarana pelayanan kesehatan atau sarana lain yang ditentukan oleh
pemenintah daerah untuk jangka waktu tertentu dan tidak berkedudukan
sebagai Pegawai Negeri.
Jangka waktu pelaksanaan masa bakti dokter gigi sebagai Pegawai Tidak
Tetap Daerah sekurang-kurannya sebagai berikut : penempatan di daerah
biasa 3 (tiga) tahun, penempatan di daerah terpencil dan daerah sangat

terpencil serta daerah rawan konflik 2 (dua) tahun.

A AL
Wi";ﬂmﬁ Y
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f  Surat Izin Praktik (SIP)
Surat Izin Praktik (S1P) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter gigi
yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan
kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
Dokter gigi yang sedang menjalankan masa bakti atau cara lain dapat
diberikan Surat Izin Praktik. Dokter gigi yang telah menyelesaikan masa bakti
dan cara lain yang berminat untuk melaksanakan tugas profesinya di sarana
pelavanan kesehatan atau praktik mandin atau keluarga wajib memiliki Surat
{zin Prakuk.

g Cara lain
Cara lain adalah masa pengabdian profesi dokter gign kepada masyarakat
dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan
kesehatan atau sarana lain dalam kedudukan sebagai pegawai negen atau
karyawan swasta.
Karyawan swasta disini yang boleh adalah karyawan pelayanan kesehatan
swasta yang bersifat sosial yang berada diluar ibukota negara dan atau ibukota
propinsi dan sarana pelayanan keschatan milik pesantren atau lembaga
keagamaan lainnya, untuk dapat merekrut dan atau mengangkat dokter gigi
sebagai karyawan swasta terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan
Bupati / Walikota up. Kepala Dinas Keschatan Kabupaten / Kota.

h. Menunda masa bakti
Dokter gigi yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan spesialis dan
magister dapat menunda masa bakti. Untuk melaksanakan itu wajib lapor
kepada Dinas Kesehatan Propinsi untuk diterbitkan surat persetujuan

penundaan masa bakii dengan melampirkan bukti diterima sebagai peserta
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didik spesialis dari Fakultas Kedokteran Gigi atau Pasca Sarjana. Setelah
selesai mengikuti pendidikan diwajibkan mengikuti masa bakti sebagai
pegawai tidak tetap pusat atau daerah atau cara lain di instansi yang
membutuhkan.

1. Peluang
Peluang disim adalah peluang lulusan dokter gigi untuk melaksanakan masa
bakti dan Cara Lain sesuai ketentuan. Jadi selain dokier gigi bisa
melaksanakan masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap Pusat, Pegawai Tidak
Tetap Daerah maka bisa bekerja sebagal pegawai negeri sipil TNI dan POLRI,
Depkes ataupun Departemen lainnya, sebagai pegawar BUMN maupun
sebagai karyawan swasta ataupun bisa bekerja sebagai dosen FK dan FKG di
perguruan tinggi pemerintah maupun swasta. Jadi dengan adanya kebijakan imi
peluang dokter gigi untuk melaksanakan masa bakti lebih banyak. Dalam arti
yang lebih luas adalah peluang tempat masa bakti untuk dokter gigi menjadi
luas sekali sehingga tidak ada alasan untuk dokter gigi tidak melaksanakan
masa bakti.

J. Kewaijtban dan Hak
Sesual dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / XII
/ 2002 pasal 28 dan 29 seorang dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap
mempunyai kewajiban dan hak sebagai berkut :
Kewajiban dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap.
i)  Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD "45, Negara dan

Pemerintah.

) Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan yang ditetapkan oleh

pejabat vang berwenang.
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iii) Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk ketentuan kedinasan bagi Pegawai Negen Sipil.

iv) Melaksanakan masa bakti selama ketentuan yang berlaku.

v)  Melaksanakan program kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah.

vi) Menjadi peserta PT. Asuransi Kesehatan dan wajib membayar iuran
sebesar 2 % dan gaji pokok.

vii) Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

viii} Mengikuti latihan pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas pada
wilayah kerjanya.

Dokter gigi sebagai pegawai tidak tetap berhak ;

i} Memperoleh penghasilan berupa : Gaji pokok, tunjangan pegawai tidak
tetap, tunjangan bagi dokter yang ditempatkan di daerah terpencil dan
sangant terpencil, tunjangan pajak penghasilan, insentif dan tunjangan
tain,

it) Memperoleh biaya perjalanan dari ibukota propinsi lutusan ke propinsi /
kabupaten/ kota penempatan.

ili) Besarnya biaya perjalanan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku bagi Pengawai Negeri Sipil.

iv} Dokter gigi apabila meninggal dunia dalam melaksankan masa bakti,
memperoleh bigya pemakaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
meliputi antara lain : peti jenazah, angkutan jenazah dan biaya perjalanan
keluarga ahli waris sebanyak-banyaknya 3 orang,

v) Sebagai pegawai tidak tetap yang meninggal dunia pada waktu
melaksanakan masa bakti kepada ahli warisnya diberikan uang duka

wafat sebesar 6 kali penghasilan terakhir,
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vi} Sebagai pegawai tidak tetap yang meninggal dunia karena dan dalam
melaksanakan tugas selama masa bakti kepada ahli wansnya vang duka
tewas sebesar 12 kali penghasilan terakhir.

vii) Berhak mendapatkan cutr.

viii) Selama masa bakti dapat melakukan praktik perorangan diluar jam kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ix) Dapat mengajukan usul sebagai Tim Kesehatan Haji Indonesia melalwi
propinst setempat.

x) Yang ditempatkan didaerah terpencil dan sangat terpencil diberikan
bonus nilai pada saat seleksi penerimaan CPNS.

xi) Mendapatkan pelatihan yang sama dengan PNS/ karyawan lainnya untuk
memngkatkan 1lmu pengetahuan.

xii) Dapat dipilih sebagai tenaga medis teladan.

Kemungkinan lulusan dokter gigi kurang tahu mengenat 1s1 kebijakan im,
dikarenakan tidak pemah mendapatkan sosialisasi maka menyebabkan rendahnya
dokter gigi yang melaksanakan masa bakti.

2. Karakteristik (Jenis Kelamin)

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi sebagian besar adalah wanita kurang
lebih 1 dibanding 4, jadi jumlah mahasiswa pria hanva 25 % dari jumlah seluruh
mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Seorang dokter gigi wanita kemungkinan
kurang bisa atau kurang mempunyai kesempatan untuk bekerja jauh dan keluarga.
Apalagi seorang dokter gigi wanita tersebut sudah menikah akan sulit apabila akan
melaksanakan masa bakti jauh dan keluarganya. Sehingga menyebabkan rendahnya

dokter gigi yang melaksanakan masa bakti.
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3. Tempat untuk melaksanakan masa bakti

Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran
nomor : KP.01.02.1.2.8247 tanggal 17 Pebruari 2003 perihal : Propinst Peminatan
Dokter PTT, bahwa Propinsi untuk pelaksanaan masa baktt dokter gigi PTT Pusat
untuk pufau Jawa dan Bali tertutup. Padabal selama imt banvak daerak-daerah di
wilayab tersebut vang selalu menjad: pilithan bag dokter gigi. Dengan harapan untuk
daerah terfutup tersebut dapat dilakukan masa bakti dengan PTT Daerah dan Cara
Lain.

Dengan adanya surat edaran tersebut maka peluang kerja lulusan dokter gigi
untuk wilayah Pulau Jawa dan Ball melalui PTT Pusat sudah tidak ada. Diharapkan
peluang itu dilakukan melalui PTT Daerah dan Cara Lain. Jelas hal ini akan
menyulitkan lulusan dokter gigi karena mereka harus mencan sendin peluang kerja
tersebut ke Kabupaten / Kota yang membutuhkan demikian pula dengan sarana
pelayanan kesehatan swasta maupun pemenntah, serta perguruan tinggi negen
maupun swasta.

Melihat begitu sulithya mencari tempat untuk melaksanakan masa baku
maka menyebabkan rendahnya dokter gigi yang melaksanakan masa bakti.

4. Prosedur dan prasyarat pengurusan pelaksanaan masa bakti

Kegiatan mulai wapib lapor, registrasi dan untuk mendapatkan Surat
Penugasan dilaksanakan oleh Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Keschatan dan
Akreditast Sub Dhnas Pemberdayaan Sumber Daya. Kemudian setelah iu apabila
Surat Keputusan Masa Bakti turun untuk Pegawai Tidak Tetap Pusat dan telah
dipenuhinya persyaratan masa bakti untuk Pegawai Tidak Tetap Daerah dan cara lain
maka semua kegratan administrasi dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian Dinas

Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
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Untuk melaksanakan masa bakti dokter gigi harus memenuht beberapa
persyaratan. Terutama pada saat mengurus Surat Penugasan, sulitnya persyaratan
lulusan dokter gigi untuk mendapatkan surat penugasan, membuat mereka malas
untuk mengurus. Tervtama disim untuk yang memilih masa baktt melalau PTT
Daerah dan Cara Lain. Karena mereka harus bolak-baiik ke Dinas Kesehatan Propinsi
Jawa Timur untuk mendapatkan Surat Penugasan tersebut. Kesulitan-kesulitan
tersebut kemungkinan menyebabkan rendahnya dokter gign yang melaksanakan masa

bakt.

1.2.4 Pelaksanaan kebijakan (Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 /

Menkes / SK / X1/ 2002) di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
1. Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berperan dalam pelaksanaan masa bakti
melalw PTT Daerah. Tetapi selama im terkesan agak sulit menembus dan apabila ada
penerimaan tidak secara terbuka. Karena banyak masukan, dimana Dinas Kesehatan

menerima bukan karena profesi tapt karena ada permintaan dari Pemerintah Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur, Pemerintah
Daeralinya memang ada yang tidak mampu mengontrak ataupun mengangkat dokter
gigi. sebagai Pegawai Tidak Tetap Daecrah. Padahal mereka membutuhkan karena
banyak Puskesmas yang tidak ada dokter giginya. Seperti diketahui, apabila
Kabupaten / Kota mnenggantungkan kebutuhan dokter gigi melalwi Pegawai Tidak
Tetap Pusat maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi, karena saat ini daerah Jawa sudah
dinvatakan sebagai daerah tertutup untuk masa bakti melalui Surat Edaran Setjen

Departemen Kesehatan RI.
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Dengan adanya kewenangan daerah untuk mengangkat dokter gigi sebagai
Pegawai Tidak Tetap scharusnya peluang dokter gigi lebth banyak tetapi karena
banyak daerah yang belum melaksanakan kebijakan tersebut maka peluang kerja
dokter gigi makin sempit sehingga menyebabkan rendahnya dokter gigi yang
melaksanakan masa bakti.

2. Cara Lain

Cara Lain adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat
dalam rangka menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan keschatan atau
sarana Jain dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau karyawan swasta. Setelah
mendapatkan sosialisasi kebijakan yang berlaku saat ini oleh Dinas Kesehatan
Propinsi diharapkan Dinas Keschatan Kabupaten /Kota bisa meneruskan sosialisasi
int diwilayahnya, terutama kepada sarana pelayanan kesehatan dan institusi
pendidikan tenaga kesechatan baik milik pemerintah maupun swasta untuk
pelaksanaan Cara Lain ini.

Pelaksanaan Cara Lain ini dapat dilaksanakan apabila mendapatkan
rekomendasi dary Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Saat ini mungkin belum banyak
sarana keséhatan dan institusi pendidikan yang tahu mengenai pelaksanaan Cara Lain
ini sehingga mereka tidak mau menerima dokter gigi yang belum melaksanakan masa

bakti. Hal im1 menyebabkan rendahnya dokter gigi vang melaksanakan masa bakti.
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1.3 Rumusan Masalah

Dari masalah dan identifikasi penycbab masalah, maka rumusan masalah
penelitian i adalah :
1. Apakah pada Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540 / Menkes / SK / XII /

2002 terdapat pasal yang bennasalah ?

Tl

Bagaimanakah kebijakan pelaksanaan untuk mengabarkan Keputusan Menten
Kesehatan Rl No. 1540 / Menkes / SK 7 X11 / 2002 vang dibuat oleh Dinas
Keschatan Propinsi Jawa Timur ?

3. Bagaimanakah sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Keputusan Mentern:
Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK 7 XI1 / 2002 di Propinsi Jawa Timur yang
berkaitan dengan masa baktt dokter gigi ?

4. Bagaimanakah pengetahuan dan perhatian institusi pendidikan (Fakultas
Kedokteran Gigr} di Propinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan kebijakan
tersebut ?

5. Apakah pengetahuan, karakferistik (jenis kelamin), tempat masa bakti dan
prosedur dan prasyarat pengurusan peclaksanaan masa bakti mempengaruhi
pelaksanaan kebijakan tersebut yang berkaitan dengan masa bakti dokter gigi?

6. Bagaimanakah pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes

/' SK /7 XII / 2002 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota, organisasi profesi

(PDGI) dan Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur berkaitan dengan masa

bakti dokier gigi ?
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1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum
Menyusun rekomendasi penyempurnaan kebijakan masa baka bagi dokter
gigi berdasarkan evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan R1 No. 1540 /

Menkes / SK / X11 /2002 .

1.4.2 Tujuan Khusus

I. Menganalisis Keputusan Menteri Kesehatan R1 No. 1540 / Menkes / SK / XII /
2002

2. Menganalisis kebijakan pelaksanaan untuk inenjabarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Rl No. 1540 / Menkes / SK / XII / 2002 yang dibuat oleh Dinas
Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

3. Menganalisis pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi Keputusan Menteri
Kesechatan Rl No. 1540 / Menkes / SK / XII / 2002 yang berkaitan dengan
pelaksanaan masa bakti dokter gigi

4. Menganalisis pengetaliuan dan perhatian  institusi pendidikan (Fakultas
Kedokteran Gigi) di Propinsi Jawa Timur terhadap pelaksanaan Keputusan
Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / X11 / 2002.

5. Menganalists pengaruh pengetahuan, karakteristik (jenis kelamin), tempat masa
bakti dan prosedur dan prasyarat pengurusan pelaksanaan masa bakti terhadap
pelaksanaan Keputusan Mentert Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK 7/ XIi /
2002 yang berkanan dengan masa bakti dokter gigi.

6. Menganalisis pelaksanaan Keputusan Menten Keschatan RI No. 1540 / Menkes /

SK / X1I / 2002 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota, organisasi profesi
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(PDGI) dan Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur, berkaitan dengan masa
bakti dokter gigi.

Menyusun rekomendasi penyempurnaan Keputusan Menten Kesehatan Rl No.
1540 / Menkes / SK / X11 / 2002 berkaitan denpan pelaksanaan masa bakti bagi

dokter gign

1.5 Manfaat Penelitian

5.1 Manfaat aplikatif (probiem solving)

Sebagar bahan masukan kepada Pemerintah yang dalam hal ini adalah Menten
Kesehatan RI, untuk menyusun suatu kebijakan vang berkaitan dengan masalah

masa bakn dokter gigi.

. Sebagai bahan masukan Kepala Dinas Keschatan Propinsi dan Kepala Dinas

Kesehatan Kab./Kota dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

1540 / Menkes / SK / X117 2002.

. Membuka wawasan dokter gigi untuk lebih peduli kepada masyarakat dan mau

terjun ke masyarakat untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperolehnya

melalui penempatan dokter gig.

1.5.2 Manfaa¢ teori (pengembangan itlmu)

Hasil penebtian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai riset

kebijakan dimasa mendatang
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Kebijakan Publik
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah hal-hal vang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan
dan hal-hal vang diputuskan pemenintah untuk tidak dikerjakan atau dibtarkan.
Kebijakan Publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.
Kebijakan Publik yang terbaik adalah kebjjakan yang mendorong setiap warga
masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin
menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan. Tujuan Kebijakan Publik untuk
mengatur kehidupan bersama, untuk mencapai vist dan misi yang telah disepakati
(Dwyowijoto, 2003}

Kebtjakan adatah sebuah distplin tlmu sosial terapan untuk menyelesaikan
masalah dan mengantisipasi masalah (Haksama, 2003) Secdangkan menurut Umited
Nation Kebtjakan adalah suatuo aturan yang tertuits dan merupakan keputusan resmi /
formal / organisasi, yang mengatur nilai dan penilaku seluruh komponen dalam
organisasi, vang bersifat mengikat untuk mencapai suatu tata nilai baru,

Kebijakan Publik menurut Dunn (2000) adalah pola ketergantungan yang
kompleks dan pilihan-pihhan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-

keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
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2.1.2 Pengertian Analisis Kebijakan

Patton dan Savicky (1993} menjelaskan bahwa analisis kcbijakan adalah
tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan. batk kebijakan vang
baru sama sekah. atau Kebijakan vang baru sebaval konsckuensi dan kebijakan vang
ada.

Analisis Kebijakan adalah disiphin ilmu sosial terapan vang menggunakan
berbagai metode pengkajian mulupel dalam konteks argumentasi dan debat pohtik
untuk menciptakan. secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuvan vang
relevan dengan kebijakan (Dunn_ 2000

Menurut Samtoro {{988) yang dikutip oieh Ermawaty (2001 ) menvebutkan
bahwa analisis kebijakan mempunyas tiga aspek anahisis, vanu sebagai berikur
1. Analisis perumusan kebijakan.

Adalah analisis yang membahas hubungan antara agen pemenntai: dimana
kebyakan dirumuskan dan hubungan antara badan cksekutit dan legisiatif selama
proses peumusan kebijakan berlangsung. Dalamn analisis i diperiukan gambaran
lengkap keiompok yang memerintah dan imteraksi amtar anggota kelompok
tersebut.
2. Analisis pelaksanaan kebtjakan

Mencoba mempelajar sebab keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik meialui
pembahasan mengenai faktor yang mempenganin pelaksanaan Kebijakan seperti

masalah kepemimpinan dan interaksi politik diantara pelaksana kebijakarn.

T

Analisis evaluasi atau dampak kehijakan
l'elaah mengena evaluasi atau dampak kebijakan mengkajt akibat suatu kebiyakan

dan membahas hubungan antara cara vang dizunakan dan hasii vang dicapan.
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2.1.3 Siklus Kebijakan (Policy Cycle )

Menurut Mustopadidjaja (1992) bahwa siklus kebijaksanaan (Poficy Cycle)
secara sederhana dapat digambarkan sebagai terdin dan 3 kelompok kegiatan
kelompok, vattu :

1. Perumusan Kebijaksanaan
Termasuk kegatan pengambifan keputusan dan pengesahan kebijaksanaan
schingga merupakan formai / organisasional yang mempunvat kekuatan hukum
atau bersifat mengikat baik obyek maupun subyek dant keputusan atau
kebijaksanaan tersebut.

2. {Pengendalian) Pelak sanaan Kebijaksanaan
Kegiatan pengendalian dapat terjadi pada seluruh siklus kebijaksanaan.

3. Pengawasan dan peniiaian perkembangan hasil pelaksanaan kebijaksanaan
Sedangkan penilaian dan pengawasan dapat dilakukan secara pre - fakto (pre
audit), expost - fakto {post-audit). ataupun pada waktu pelaksanaan berlangsung
{operasional audit).

Memirut Dunn (2000). analisis kebijakan menggunakan berbagai metode
pengkajran untuk menghasikan tnformasi. ada 3 (hma} tipe mformasi vang relevan
dengan kebijakan :

a. Masalah kebnakan adalah mnitai. kebutuhan atau kesempatan vang belm
terpenuhi. vang dapat dudentifikasi. unink kemudian diperbaiki atau dicapai
melalui tindakan publik, Penvediaan informasi mengenai masalah-masatah
kebijakan merupakan tugas analisis kebijakan vang paling kritis, karena cara suaty
masalah didefinisikan mengarahkan kemampuan kita untuk mencari dan

mengidentifikasi pemecahan vang tepat.
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b. Masa depan kebijakan, adalal: konsekvensi dari serangkaian tindakan untuk
pencapaian nilai-nilai dan karena itu merupakan penyelesatan terhadap suatu
masaiah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah
adalah sangat penting dalam mengidentifikasi masa depan kebijakan. Namun
mformas: semacam i biasanya tidak memadai; masa lalu tidak dapat terulang
kembali, dan nilai sendiri setiap saat berubah. Untuk itu, analis harus memusatkan
perhatianniva pada penciptaan mformasi tentang masa depan vang bukan
merupakan “pemberian” dan  situasi vang sekarang. Untek menghasilikan
informasi semacam ini diperlukan kreativitas, wawasan dan apa vang banyak

disebut sebagat "intuist”, “pandangan” atau “pengetahuan yang samara’.

c. Aksi kebijakan adalah suatu gerakan atau serangkatan gerakan vang diruntun oieh
altematif kebijjakan vang dirancang untuk mencapal hasil di masa depan vang
bernilat.  Untuk merckomendasikan suatu aksi kebijakan. penttng uniuk
mempunyai informas: tentang konsekuensi positif maupun negatif dari tindakan
pada berbagal altemmanf yang berbeda. tenmasuk informasi mengenai hambatan-
hambatan politis. legal, dan ekonomis dan suatu tindakan. Juga merupakan suatu
hal yang esensial untuk mengetahwt altenatif tindakan / aksi mana yang sesua:
dengan dasar evaluasi, yagn memertukan informas: mengenai alternative
kebtjakan vang mana vang bernilai dan mengapa. Oleh karena im, informasi
tentang tindakan kebijakan dihasitkan dengan meramalkan dan mengevaiuasi
konsekuensi dari tindakan yang diharapkan. Pendeknva. rekomendasi kebijakan

mensyaratkan peramalan dan evaluasi.

d. Hasit kebitakan merupakan konsekuensi vang teramati dan aksi kebijakan.
Konsekuensi darm aksi kebyakan tidak dapat secara penuh dinvatakan atau

diketahw kettka tindakan-tindakan sedang berjalan: juga udak semua konsekuensi
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tindakan yang teramati dungmkan atau terantisipasl. Analisis Kebijakan dengan
begitu menghasidkan mformas tentang tindakan-tindakan baik sebelum maupun
sesudah ierjadi. Dengan kata lam. informas: mengenai konsekuensi darn
scrangkaian aiternatf tindakan bersifat ke depan (ex awie) atau ke belakang (ex
PN,

e. Kinerja kebijakan merupakan derajat di mana hasii kebijakan vang ada, membert
komtribusi terhadap pencapatan mifai-ntlai. Dalam reaiitas. masalah-masalah
kKebyakan jarang “terpecahkan™. sebagan masalah perlu dipecahkan ulang:
dirumruskan kembah. atan hahkan “tak terpecahkan™ Untuk mengetahw apakai
suatu masalah telah tcratasi. teratasi ulang. atau tidak teratasi tidak hanva
memerivkan mformasi tentang hasil kebijakan: juga penting sekali uniuk
diketalw: apakah hasil kebizakan i telah member: kontnbust terhadap
pencapaian nilai-nilay vang ditentukan. Informasi mengenai kinerja kebijakan
dapat digunakan untuk meramalkan masa depan kebijakan atau menyusun ulang
masalah-masalah kebsjakan.

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkapan vang
meliputi ltma komponen informasi kebijakan (policy-mformational compaonent) yang
dritransformasikan dan saiu ke lainnva dengan menggunakan ltma prosedur analisis
kebtjakan (policv-analviic procedural) seperti digambarkan dalam kerangka kerja
vang disapikan dalam gambar 2.1 di bawab ini.

Penggunaan prosedur anaiisis kebijaksanaan (seperti perumusan masalah,
peramalan,  pemantauan.  evaluast.  rekomendasiy  memungkinkan  analis
mentransformasikan satu tipe informasi ke tipe informasi lamnyva. Informasi dan
proscdur  bersifat  saling tergantung. mercka tlerkait di dalam proses dinams

ransiormasi informast kebnakan (podicy idormational transformaions). Oleh karena
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it komponen-komponen informasi-kebijakan ditransformasikan dan satu ke yang
lainnya dengan menggunakan prosedur analisis-kebijakan. Seluruh proses diatur

meiali perumusan masalah vang diletakkan pada pusat kerangka kerja.

Ranerja
Kebijakan [

& Masatah
LS /\

Hasil _ Masalah | ‘ ‘2
Kebijakan ' ‘ H

o

[N

Nl

] Masa depan

iebijakan

=

] Kebrjakan
sl

& .

Yemsipy
TTESET

Kebijakan

Pemaniauan -

Gambar 2.1 Analisis Kebijakan vang beronentast pada masalah.

Prosedur analisis kebijakan terdin dan 3 tahap vaiu
1. Perumusan masatah (defims)) menghaéiikan informasi mengenal kondisi-kondasi
vang menimboikan masalah Kebijakan., Penumnusan masalah dapat memasok
pengetahuan vang relevan dengan kebijakan vang mempersoalkan asumsi-asuinsi
vang mendasan definisi masatah dan memasukt proses pembuatan kebijakan
melalui  penvusuman  agenda (wwenda  sermg) Perumusan  masalah  dapat
membantu  menemukan asumsi-asumst  vang tersembunyi.  mendiagnosis
pennvebab-penvebabnva.  memetakan  tjuan-tjuan - vang  memungkinkan.
memadukan pandangan-pandangan vang berientangan. dan merancang peluang-

neluang kebijakan baru,
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2. Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa
mendatang dan penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.
Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebyjakan. Peramalan dapat menguji masa
depan vang plausible, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat
dari kebijakan yang ada atay yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang
mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimast kelayakan

politik (dukungan dan oposisi) ;iaﬁ berbagai pilihan.

3. Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan
relatif dan konsekuensi di masa depan dart suatu pemecaban masalah. Dengan
kata lain rekomendast membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
tentang manfaat atau biava dari berbagai altermatif yang akibamya di masa
mendatang telah diestimastkan melatui peramalan. Ini membantu pengambil
kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi
tingkat risiko dan ketidak pastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda,
menentukan  kritena  dalam  pembuatan  pilihan, dan  menentukan

pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan {deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang
dan masa lalu dan diterapkannya alternatif kebijakan. Ini membantu pengambil
kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak badan secara teratur
memantau hastl dan dampak Kebijakan dengan menggunakan berbagai indikator
kebijakan di  bidang Kkesehatan, pendidikan, penmnahan, kesejahteraan,
knminalitas dan ilmu dan teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat
kepatuhan. menemukan akibat-akibat vang tidak dunginkan dan kebijakan dan

program. mengidentifikast hambalan dan rnntangan  implememasi,  dan
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menemukan ietak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap
kebijakan.

5. Evaluasi, menvediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi
pemecahan atau pengatasan masalah. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang
relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang
diharapkan dengan yang benar-benar dihasitkan. Jadt im membantu pengambilan
kebijakan pada 1ahap penilaian kebrnakan terhadap proses pembuatan kebijakan.
Evaluasi nnidak hanya menghasiikan keshmpulan mengenat seberapa jauh masaiah
telah terselesaikan; tetapi juga menvumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap
nilai-mlar  yang mendasari kebijakan. membantu dalam penvesuatan dan
perumusan kembali masalah.

Prosedur analisis kebitakan im diakukan untuk menciptakan, secara kritis menila:,

dan mengkomunikasikan pengetahuan vang relevan dengan kebijakan dalam satu atau

lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Dimana proses pembuatan kebrjakan ini
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap vang saling bergantung yang diatur
menurut urttan wakiu yaitu ;

I. Penyusunan agenda.

2. Formulasi kebijakan

S..a-)

Adopsi kebijakan

4. Implementasi kebijakan

Ly

Penilaian kebijakan

Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas vang terus berlangsung vang terjadi
sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap benkutnya, dan tahap
terakhir (pentlaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda).

Hal tersebui diatas dapat digambarkan sebagai berikui ;
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Penyusunan
Agenda

Formulasi
Kebijakan

Adopsi

Nebijakait

Implementasi
Kebijakan

Penilai
Kebijakan

Gainbar 2.2 Kedekatan prosedur anaiisis kebijakan dengan tipe-tipe pembuatan
kebijakan

2.1.4 Evaluasi Kebijakan

Menurut Dwijowioto (2003 ) scbuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu
saja. Kebnjakan harus diawasi dan salah satn mekanisime pengawasan tersebut disebut
sebagar  “evaluast Kebyakan™. kvaluast biasanya ditwjukan untuk memlal sejaub
mana keefekufan  kebyakan publik  guna  dipertanggungjawabkan  kepada
konstituennva. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara ** harapan * dan
* kenvataan . Tujuan pokok evaluast bukanlah untuk menvalah-nyaiahkan melainkan
untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu

kebiakan publik. Jadi cvaluas: kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang
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bersifat positif. FEvaluasi bertujuan untuk mencari kckurangan dan  menutup

kekurangan

Scsungguhnya cvaluast kebijakan publik mempunvai nga lingkup makna.
vasiu evaluasi perwmusan kebijakan, cvaluast implementasi kebijakan dan evaluasi
imgkungan kebyakan. Oleh karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan
apakah kebijakan akan berhasitpuna atau tidak. Namun demikian, konsep di dalam
konsep ~ cvaluasi © sendiri sclalu ferikut konsep * kinerja™. schingga cvaluasi
Kebrjakan publik pada ketipa wilavah benmakna ~ kegiatan pasca™

Oleh karena 1u. evaluasi kebijakan pubiik berkenaan tidak hanva dengan
implementasinya. melainkan  berkenaan dengan pervmusan, implementasi  dan
lingkungan  kebyjakan pubhik. Mengikuti Dunn (2000). astilah evaluasi dapat
disamakan dengan penaksiran {appraisaly, pemberian angka (ratting), dan penilaian
(assextient). Evaluast membert informasi vang valid dan dapat dipercaya mengenai
kineria kebijakan, vaitu seberapa jauh kebutuhan. nilai dan Kesempatan telah dapat
dicapar mclafw tindakan publik: evaluasi memberi sumbangan pada kiaritikasi dan
kritik terhadap nilai-nilal vang mendasari pemiiihan twjuan dan target. dan evaluasi
memberi sumbangan pada apiikasi metode-metode analisis kebijakan lamnva.

termasuk perumusan masaiah dan rekomendasi ( Dwijowijoto. 2003 ).
Langkah-langkah dalam cvaluast kebygakan menurut Edward A Suchman
vanyg ditulis oieh Dwipowioto {2003 terdn dari yaitu

I Mengidentifikasi tujuan program vang akan dievaiuasi

Anahsis terivadap masalab

Ta

Deskripst dan standansas kegiatan

4 Pensukwran terbadap tingRatan perubaban vang terjadi
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5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dan kegiatan
terscbut atau karena penycbab yang lain

6. Beberapa idikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

2.2 Riset Kebijakan (Policy Research)
2.2.1 Definisi Riset Kebijakan (Policy Research)
Menurut Majchrzak (1990). definisi Poiicy Research adalah sebagai berikut
The process of conducting rexearch on, or analvsis of | a
Sfindamental sociad probien i order to provide poicy makers with
pragmativ, action-oriented  recommendations for alleviating  the
problem
Artinya adalah sebagat berikut : suatu proses yang mengarahkan penelitian pada , atau
menganalisis, suatu permasalahan sosial pokok dalam rangka untuk menyediakan
pembuat kebijakan sarana yang bersifat pragmatis dan berguna bagi kepentingan
umum, yang berorieniasi pada tindakan uniuk mengurang masalal.

Sedangkan menurut Danim (2000) penehtian kebijakan memusatkan perhatian
kepada dua hal utama, yaitn beronentasi tingg) pada tindakan dan concern pada
masalah-masalal: sostal yang bersifat fundamental. Pada hakikatnya penelitian
kebijakan merupakan penggabungan dan dua jems penelitian vang berbeda. Penelitian
kebijakan setara dengan penggabungan antara penelitian sosiai dasar dengan analisis

kebijakan.
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2.2.2 Jenis Riset Kebijakan (Policy Research)

[~

Jenis riset kebijakan menurut Majchrzak (1990) ada 4 macam yaiu :
Policy research varies as to whether the finding source is or isnot study user.
Riset kebijakan bervariasi seperti pada sumber pembiayaan. Riset kebijakan
mungkin dibiayai oleh pihak manapun juga batk yang berkepentingan maupun
tidak, atau dari scjumlak sumber vang berbeda, seperti oleh pemerintah, daerah
pemilihan atau kelompok yang benninat, atau suatt orgamsasi pribadi.
Pafrcy research varies as to whether tie focus on problen defontion or sofidion.
Riset kebijakan bervariasi seperti focus pada definrst masalah atau solusi.
Walaupun riset kebijakan adalah suatu penyelidikan untuk soiusi kebijakan yang
terkait untuk masalah sosial, tidak semua masalah sosial didefinistkan yang
manapun dengan tepat atau sewajamya, cukup unfuk mengijinkan suatu pencarian
baga solust dan penyebab.
Daolicy rexearcht varies as 10 the orgamizational setting.
Riset kebijakan bervartasi pada penpaturan orgamsasi. Riset kebijakan mungkin
diselenggarakan dengan berbagai pengaturan organisasi. Grganisasi kemungkinan
ditempatkan sebagat sumber pembiayaan. seperti kantor untuk membuat
perencanaan, evaluasi, anahsis kebijakan, penelitian atau pengembangan.
Policy resarch vartes as 1o the acadenne discipiine of the rescacher.
Riset kebijakan bervariasi tergantung Kepada disiplin iimu dan peneliti. Peneliti
kebizakan datang dar berbagai disiplin ilimu yang mencakup psikologi. sosiologi.
hukum. Jimu pengetahuan politis, timu antropotogl, ekonomi dan administrasi
pemerintahan. Seperti pendckatan yang diambil oleh penchiti kepada studi

permasaiahan sosial tergantung pada pelatnan akademis mereka. usaha riset
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[ 4]

kebijakan cenderung untuk mencerminkan pelatihan int di dalam metoda dan
asumsi vang digunakan.
223 Proses Riset Kebijakan {The Policy Research Process)
Proses riset kebijakan menurut Majchrzak (1990 terdin dan 3 kegiatan vang
utama vamu

I Prepararion alau persiapan

[

{ ‘casepinalizarion

L

fechmreal analyses
4 Recommendations anaivsis
. Communication

Informasi vang berkenaan dengan persiapan tentang masalah di lingkungan
sosial dan sosiopohitik harus ditadikan satu: hngkungan masalah sosial dan pertanvaan
penelitian harus dif buat konsep: pendekatan vang analink harus dirancang dan
diterapkan: rekomendasi harus dianalisa untuk kelavakan mereka dan dimodifikasi:

jtka perlu ;. dan hasil studi harus sewajarmyva dikomunikasikan.

2.3 Evatuasi
2.3.1 Pengertian Evaluasi

Pemlatan (evatuast) adalah kegratan untuk membandingkan antara hasil vang
telah dicapat dengan rencana vany 1elah driemmnkan. Pentlaian meripakan alat penting
untuk membantu pengambilan kepwusan scjak tingkar peninnnsan kebijakan maupun
pada tingkat pelaksanaan program. Menurut WHO pengertian Pentlatan (evaluast)
adajah suaty cara vang sistematis untuk mempelajan berdasarkan pengalaman dan

mempergimakan pelajaran vang dipelajart uniuk memperbaiky kegratan-kegiatan vang
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sedang berjalan serta meningkatkan perencanaan yang lebih batk dengan seleksi yang
seksama untuk kegiatan masa datang { Wijono, 2000)

Sedangkan menurut Suprivanto, (2003) pengertran cvaluasi atan penilaian
adalah merupakan bagian integral dar fungst manajemen dan didasarkan pada sosiem
mformasi manajemen. Evaluasi dilaksanakan karena adanya dorongan atau kemnginan
untuk mengukur pencapaan hasil kerja atau kegiatan pelaksanaan program terhadap
tujuan yang telah ditetapkan. Etvaluast dimaksudkan untuk mendapatkan reicvan

imnformasi guna pengambitan keputusan.

2.3.2 Macam Evaluasi
Secara umum evaluasi dapat dibedakan atas dua jenis. vaitu evaiusi formative
dan evaluast summative (Suprivanto, 2003 ) yaitu :

i. Evaluasi formative : Evaluasi vang dilakukan pada tahap pelaksanaan program
dengan tujoan untuk mengubah atau memperbaiki program. Evaluasi i dilakukan
untuk memperbaiki program vang sedang berjalan dan didasarkan atas kegratan
sehan-hari. minggu, bulan bahkan fahun. atau wakm relatf pendek. Manfaat
cvaluasi formative terutama untuk membertkan umpan balik kepada manajer
program tentang Kemajuan hasil vang dicapai beserta hambatan-hambatan yang
dihadapi. Evajuasi formative scring discbut sebagai evaluasi proses atau
MONROTING,

2. Evaluasi summanve : Evaluas! vang dilakukan unwik mehhat hasi keseluruhan
dari suatu program vang ieiah seicsai dilaksanakan. Evaluasi ini ditakukan pada
akhir kegiatan atau bcherapa kurun waktu sctaiah program, guna menilai
keberhastan program. tiastl cvaluast dapat membenkan jawaban atas pertanvaan .

apakah tnuan program dapat iercapai atau udak dan alasan-alasan mengapa
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demikian. Karena v output program berupa owlcome dan dampak sangat

diperlukan.

2.3.3 Tujuan Evaluasi

Tujuan diadakan evalvas) suatu program biasanya bervartasi, tergantung dan

pihak yang memerlukan informasi hasil tersebut. Pimpinan tingkat atas memerlukan

mformasi hasi evalusi berbeda dengan ptmpinan tingkat menengah alau pimpinan

tngkat peiaksana. Walaupun demikian pada dasamya evaluas dilakukan dengan

tujuan sebagat berkut

Tad

Sebagar alat untuk memperbatki kebyaksanaan pelaksanaan program dan
perencanaan program vang akan datang. Hasil evaluasi akan memberikan
pengaiaman mengenai hambatan atau pelaksanaan program vang lalu seianjutnya
dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijaksanaan dan pelaksanaan program
vang akan datang.

Sebagal alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, dava dan manjemen
(resources) saat i serta dimasa-masa mendatang, tanpa adanya evaluasi akan
terjadi pemborosan penggunaan sumber dana dan daya yang sebenarnya dapat
diadakan penghematan serta penggunaan untuk program-program lain.
Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Sehubungan
dengan ini perlu adanva kegatan-kegiatan vang dilakukan antara iain | mengecek
relevansi dan program dalam hal perubahan-perubahan keil vang terus-menerus.
mengikur kemajuan terhadap terget vang direncanakan, menentukan sebab dan

faktor didalam maupun diluar vang mempengaruhi pelaksanaan program.
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2.4 Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 1540/ MENKES /SK/ X1172002
tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bhakti dan Cara Lain

2.4.1 Tenaga Kesehatan

Didalam Peraturan Pemcrintah nomor 32 tahun 1996 vang dimaksud tenaga
kesehatan adalah settap orang yang mengabdikan din dalam bidang kesehatan serta
menulike pengetahuan dan/atae keterampilan melalul pendedikan di bidang kesehatan
vang uniwk jents tememu  memerlukan kewenangan untuk  melakukan upaya
keseharan.

Jenis tenaga kesehatan terdin dan ;

I, Tenaga medis vang terdin dan dokter dan dokter gigi

1~J

Tenaga keperawatan meliput perawat dan bidan

3. Tenaga kefarmasian meliputt apoteker, analis farmasi dan asisten apotcker.

4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputt epidemiolog kesehatan, entomolog
kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator keschatan
dan sanitarian.

53 Tenaga gizi meliputi nuiTisionis dan dietisien

6. Tenaga keterapman fisik meliputi fisioterapis, akupasi terapis dan terapis wicara

7. Tenaga keteknsian medis meliputt radiografer, radioterapis, teknisi grgi. teknisi

elekiromedss. anahs kesehatan, refrakstonis optisien, motonk prosteiik, 1eknisi

iransfusi dan perekam medis.

2.4.2 Penempatan Tenaga Medis
Penempatan tenaga medis sebagal Pegawar lidak letap (P171) dalam rangka
pemeraraan pelavanan kesehatan menurur Keputusan Menteni Keseharan R1 nomaor -

PS40 NIENKESSKONTT2002 ditetapkan sebaga) berikun -
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1. Pusat Kesehatan Masyarakat

b

Rumah sakit umum daerah Kabupaten / Kota
3. Rumah sakit wmum daerah Propinsi
4. Rumah sakit tertentn sebagai tenaga medis BSB { Brigade Siaga
Bencana }

5. Sarana kesehatan tertentu lainnya

Pengangkatan tenaga medis sebagar Pegawar Tidak Teiap Pusat (PTTP)
ditetapkan secara koiektif oleh Kepala Biro KNepegawaian atas nama Mentert
Kesehatan dan penempatan dikirim kepada Gubenur up. Kepala Dinas Kesehatan
Propinst dengan tembusan lufusan.

Pengangkatan tenaga medis sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)
Propinsi / Kabupaten / Kota dapat dilakukan pada :

a_ Daerah terpencil / sangat terpencii

b. Daerah biasa

Penempatan tenaga medis melalui cara lain dilaksanakan dalam rangka
pemerataan pelayanan kesehatan sebagai :

a. Prajurit TNI dan Anggota POLRI

b. PNS TNI dan Anggota POLRI

¢. PNS Depariemen Kesehatan

d. PNS Departemen lan / Lembaga Pemerintah Non Departemen { LPND )

e. PNS daerah propinsi / kabupaten / Kota

£ Staf pengajar pada Fakultas Kedokteran/ Fakuitas Kedokteran Gigi negeri

atay swasia.
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Karyawan sarana pelayanan kesehatan milik Badan Usaha Milik Negara /

Hadan Usaha Milik Daerah ( BEAMD )

Naryawan sarana pelavanan kesehatan swasta vang bersifat sosial vang
berada di KabupatensKota diluar thokota Negara dan atau diluar ibukota
Propmms! dan Karvawan sarana pelavanan kesehatan milik pesantren atao
lembaga keagamaan lamnyva dengan persetujuan dan Bupati - Walikota ap.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  Kota.

2.4.3 Pendavagunaan Tenaga Kesehatan

Menurut Sistem  Kesehatan Nasional tahun 2004 pendavagunaan icnaga

kesehatan meliputt

i

e

Penempatan tenava keschatan dr sarana pelavanan Keschatan mibik
pemenntah diiakukan dengan sistem Kontrak kema. sema penempatan

sebagai pegawai neger: sipil sesuat dengan keburuhan.

Penemnatan  tenaga  Reschatan  dengan  sistem  kotrak  kerja
diselengearakan atas dasar Kesepakatan secara suka rela antara kedua
beiah pihak.

FeaCippitap MENaEn Wegelifindscbadln Tk digblenBeaiilan  dalam
rangka mengs) formasy pevawai pusat dan pegawai daerah serta formasi
tenraga kesehatan straegms, vakni pegawat pusat vane dipekeriakan di
daerah,

Penempatan lenaga kesehatan disarana pelavanan kesehatan nmilik swasta
dy dalam negert. diselengearakan oleh sarana pelavanar keschatan milik

swasta vang Dersanckiotan melabin koordinast dengan pemermain,
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5. Penempatan tenaga kesehatan di sarana pclayan.an keschatan di luar
neger: diselenggarakan oleh suatu lembaga vang dibentuk Khusus dengan
tugas mengoordimasikan pendavagunaan ienaga kesehatan ke luar negeri.

6. Pendavagunaan tenaga Keschatan warga negara Indonesia lulusan fuar
negeri. didahului dengan program adaptasi vang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan vang tclah diakreditast oleh organisasi profest vang

bersangkuian.

el

Pendavagunaan tenaga Keschatan asing i dalam negen  dilakukan
seteiah tenaga Kesehatan asing lersebut memenuhi persvaratan vang
ditetapkan oleh organtsasi protesi vang bersangkutan,

8. Pembinaan dan pengawasan praktik profesi dilakukan melalus sertifikasi.
registrasi. uji kompetensi dan pemberian liscnsi. Sertifikas1 diiakukan
oleh institust pendidikan; registrast difakukan oleh komite registrasi
tenaga keschatan: wi  kompetens: dilakukan oleh masmg-masing
orgamsasi  profes:  sedangkan pemberian hisensi  dilakukan oich
pemermtah.

9 Dalam pembinaan dan pengawasan tenaga keschatan diberfakukan
peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, serta etika profest.

0.  Pendavagunaan tenaga masvarakat di bidang kesehatan diiakukan secara

serasi dan rerpadu oieh pemerintalh dan masvarakar.  Pemberian

kewenganan dalam  teknis  Kesehatan Repada tenaga masvarakat

ditakukan sesuar keperivan dan komnetensinya.
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2.8 Focus Group Discussion {(FGD)
2.5.1 Pengertian Focus Group Discussion

Focus Crowp Discussion merupakan salah satu teknik riser ekspiorarorn vang
banvak digunakan dalam nset pemasaran. Meourut Qomaruddin (i998) FGD
merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data kualitanf, dimana sekelompok
orang berdiskust dengan pengarahan dar scorang moderator atau fasilitator.

Datam FGD diadakan diskusi dan branr storsing atau curah pendapat antar
para peserta ¢ anggota grup tentang suatu topik dalam suasana wformai. santa dan
tidak tersiruktur dipsnpin seorang moderator.

Diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion {(FGD) adalah snatu
proses pengumpuian mfornmasi suaty masalah terienty vang sapgat spesifik melalus
diskusi kefompok tirwanto, 1998) Menurut Henning dan Cotoumbia (1990), diskusi
kelompok terarab adalah wawancara dan sekelompok kecii orang vang dipimpin oleh
scorang narasumber atau mnoderator vang sccara halus mendorong peserta untuk
beram berbicara 1erbuka dan spontan temiang hal vang diangpap pennng yang
berhubungan dengan topik diskust saat ite. interaksi diantara peserta merupakan dasar
untuk memperolely informasi. Peserta mempimyar kesempatan vang sama untuk
mengajukan  dan  memberikan  permvataan,  menganggapl.  komentar  maupun

mengajukan perianvaan.

2.5.2 Tujuan Focus Groap Discussion (FGD)
Tujuan Focus Group [hascussion  (FGDY adalah untuk memperoieh masukan
maupun tformasi mengenai suatu permasalabian. Penvelesatan tentang masalah m

ditemukan oleir pihak Jan sercial masukan diperoleh dan dianaiisa.
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2.5.3 Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

Focus Ciroup {iscussion dilaksanakan dalam tempo sekitar 2 jam. lanya
fawab dan diskusi direkam nntuk memudabkan anaiisis. Perckaman dilakukan atas
persetujuan peserta. Selain ttu juga dibuat notnien untuk lampiran laporan. Jumiah
peserta biasanva & sampal |2 orang  Terlalu sediki atau terialu banvak peserta tidak
ciektf. Scbaiknva peserta mempunyvar karaktenistk demografi dan sosio ekonomi
vang homogen agar hasil vang diperolel mencerminan  pendapar  kelompok
masyarakat vang mempunval karakteristik  tersebui.  Peserra vang  homogen

menghilangkan rasa sungkan diantara meraka dalam berdiskusi (Purwad:. 2000).

2.5.4 Keuntungan dan kerugian Focuy Group Discussion
Keunningan tehnik 1m adaiah
i fachness of data
Informasi vang tergali lebth banvak dan mendalam dibandimgkan dengan
wawancara lersiruktur. Pendapat seorang peserta dikomentan dan diperkava oleh

peserta vang lain.

bt

Keterithatan wsers

Para manajer scbagar pengeuna hasil riset dapat tkut menvaksrkan pelaksanaan
fokus group. menganabsis hasil riset dan mengambil kesimpulan sendini di
samping mendengarkan anaiisis dan kestmpuian vang dibuat perusahaan jasa riset.
Neterlibatan im lebth menambah mformasi dibanding dengan hanva membaca

Japaran nset kuantitait vang penub tabel dan statistik
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Kelemahan Focns Group Discussion -

t. Tidak dapat digeneralisasikan
Hasil dan FGD bersifat renanve bukan kesimpulan final. Jumiah peserta vang
sedikit dan homogen tidak dapar mewakili popuiasi. Apalagi kemungkinan
terdapat peserta yang pandai bersilat lidah, tidak menyatakan apa vang sebenarnva
dtrasakan / dipikirkan.

2. Bisa disalahgunakan
Moderator hanya mendengarkan dan memperhatikan jawaban dan pendapa
peserta yang sesuar dengan pesan sponsor atau pendapat pribadinya. Uintuk
mempertahankan reputasinya manager produksi akan mempengaruhi mederator

agar hasi fokus group menvalakan bahwa produk barunva markeradic.

)
th

.5 Alasan dipergunakan Focus Group Discussion
Ada beberapa alasan diperpunakannva FGD vaituy -

a. Adanva keyakinan bahwa masalah yang diteliti tidak dapat dipahami dengan
metode survey alau wawancara.

b. Untuk mempercieh data kualitatif vane bernutu daiam wakitu yvang relatif
singkat.

€. Sebagal metode yang dirasa cocok bagi permasaiahan vang hersifat sangat
iokal dan spestitk oleh karena itu FGD vang meiibatkan masvarakat serempat
dipandanp sebagal pendekatan vang paiing serasi,

d. Untuk menumbuhkan peranan memitih dan masvrakat vang diteliti, sehingga
pada penehitt membenkan rekomendasi. dengan mudah masvarakat mau

menerima rekomendasi tersebin
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL

Pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI dalam rangka
pelaksanaan kebijakan masa bakti tenaga medis perlu disesuaikan dengan arah
kebijakan desentralisasi saat ini. Untuk mengatur penempatan tenaga medis dalam
rangka pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dilakukan melalm
masa bakti dan cara lain. Maka ditetapkanlah Keputusan Menteri Kesehatan Ri No.
1540/Menkes/SK/X11/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalhu Masa Bakti
dan Cara Lain.

Dalam penjabaran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/
X11/2002 Dinas Kesehatan Propinsi yang dalam hal im adalah Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Timur membuat kebijakan pelaksanaan untuk panduan pelaksanaan
kebijakan tersebut di lapangan. Kebijakan tersebut berupa prosedur dan persyaratan
vang harus dilaksanakan oleh seorang dokter gigi setelah mereka lulus dari Fakultas
Kedokteran Gigi.

Sebagai suatu kebijakan pemenntah Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540/Menkes/ SK/X11/2002 perlu untuk di sosialisasikan kepada stake holder, untuk
selanjutnya supaya dilaksanakan. Agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan
dengan lancar perlu adanya koordinasi antar instansi terkait.

Institusi pendidikan yang dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran Gigi
diharapkan tahu mengenai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/
SK/XI1/2002 untuk selanjutnya memberikan perhatian terhadap pelaksanaannva. Ini
semua berkaitan dengan kesempatan mahasiswa FKG setelah lulus. Apabila ingin
bekerja sebagai dokter gigi, ada beberapa peraturan yang hams diketahui dan

dilaksanakan.

45
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Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dengan adanya otonomi daerah mempunyai

kewenangan untuk mengangkat dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah

(PTTD) dan memberikan rekomendasi kepada dokfer gigi yang akan melaksanakan

Cara Lain di wilavahnya. Sebagai aparat pemerintah diharapkan juga memberikan

informasi kepada Rumah Sakit Umum dan Organisasi Profesi (PDGI) terkait dengan

pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan masa bakti dokter gigi dipengaruln oleh peran pemerintah dan

Fakultas Kedokteran Gigi. Juga dipengaruhi oieh pengetahuan, karaktenstuk (jenis

kelamin) lulusan dokter gigi, dan tempat untuk melaksanakan masa bakti serta

prosedur dan prasvarat pengurusan pelaksanaan masa bakt.

Adapun kerangka konsepfual penehtian vang diajukan seperti tercantum pada

gambar 3.1 dibawah ini.

Instttusi Pendidikan

Pemerintah (FKG) -
! Kebijakan Depkes RI — > 1. Péngetahuan
Kepmenkes Ri No. 1540/ o D
Menkes /SK/XI1/2002
2. Kebijakan peiaksanaan Dhnkes ‘|'
Propinsi
. 3.051a11.5351. —*| Lulusan dokter gigt -
4. Koordinasi , 1. Pengetahuan
l a. Wajib lapor g. Surat 1zin Praktik
b. Registrasi h. Menunda
Pelaksanaan Kepmenkes R1 No. 1540/ ¢ Surat Penugasan masa bakti
Menkes /SK/XI1/2002 oleh : i d Masa bakti i. Peluang
e. PTTD 1. Hak & kewajiban
2. Organisasi 1. Dinas F @ral ain
Profest - Kesehatan 2 Karakteristik (jenis kefamin)
(PDGD) iy Kab “Kota: 3 Tempat untuk melaksanakan masa bakn
a PTTD 4 Prosedur dan prasyarat pengurusan
3. Rumah b Cara lain pelaksanaan masa baki
Sakit Umum |+
Gambar 3.1 Nerangka Konseptual Penelitian
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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan tujuan untuk

menvusun rekomendasi kebijakan masa bakti bagi dokter gigi .

4.2 Sasaran Penelitian
Sebagai sasaran dalam penelitian int adalah :

i Kepmenkes Rl No. 1540/ Menkes /SK/X11/2002

2. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tunur

Tad

Institusi Pendidikan ( Fakultas Kedokteran Gigi dt Propinsi Jawa
Timur )

4. Lulusan dokter gigr tahun 2003,

4.3 Sumber Informasi dan Cara Pengambilannya

Yang ternnasuk sumber informasi dalam penelitian i adalah Kebijakan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/X11/2002 cara
pengambilannya dengan mengka)i dokumen. Untuk Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur adalah Kepala Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan Akreditasi Sub
Dinas Pemberdayaan Sumber Daya, Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Propinsi
Jawa Timur beserta jajarannya dan Kasubag Hukum dan tatalak sana Dinas Kesehatan
Propmst Jawa Timur pengambilan informast dengan wawancara yang dipandu dengan
kuesioner. Sedangkan untuk nstitust pendidikan adalali Pembantu Dekan | Fakuitas

Kedokteran Gigi Umiversitas  Airlangga Surabaya, Fakultas Kedokteran Gigi

47
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Umiversitas Hang Tuah Surabaya dan Fakuitas Kedokteran Gigi Universitas Jember.
Pengambilan mformasi di beberapa FRG tersebut dilaksanakan dengan kuesioner.

sSumber mformast lainnya adalah lulusan dokter gigi tahun 2003 vang sudah
dan belwum melaksanakan masa bakti scbanvak 173 dokter gigi. Pengambiian
infonnast dilaksanakan dengan cara mailing svsiem vaitn mengirimkan koesioner
kepada responden dengan memakan jasa pos.

Sedangkan untuk mengetahui pendapat dan pelaksanaan Keputusan Menteri
Keschatan RI No. 1540, Menkes /SSKOXTI22002 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Kota , Persatuan Dokter Gign Indonesia (PDGI dan Rumah Sakis Umum  di Propinsi
Jlawa Timur dalam rangka mendukung hasi vang didapat dari Dinas keschatan
Propinst Jawa Timur. Institusi Pendidikan (FKG) dan Lulusan dokter eigi.
dilaksanakan dengan mengirumkan kucsioner melalui pos. Dalam hal ini untuk
mendapatkan hasit vang maksimal sumber informasi vang dikirimi kuesioner. adalah
seluruh Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Kota scbanvak 38 Dinas Neschatan
Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Jawa Timur, seluruh Ketuia Persatuan Dokter
(ngr Indenesia (PDGL di Propinst Jawa Timur sebanvak 20 PDGL dan selurub
Direktur Rumah Sakit U'mum di Propinsi Jawa Vimur sebanvak 120 baik pemeriniah

maupun swasty.

Skripsi EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI... SHINTA SAWITRI



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
49

4.4 Populasi, Sampel dan cara pengambilan sampel untuk lulusan dokter gigi
tahun 2003
4.4.1 Papulasi
Populasi pada penelitian ini adalah dokter gigi vang ldus pada tahun 2003,

vang sudah dan belum melaksanakan masa bakti vaitu sejwmlah 173 orang.

4.4.2 Sampel
Sanpel dalam penchitan in adalah dokter gigi vang lulus pada tahun 2003
karena berlakunya Kebijakan Keputusan Menteri Kesehatan R1 No. 15307 Menkes

SKAXTT2002 adalah Januart 2003, Dokter gigi vany Julus tahua 2003 sebanvak 173

4.4.3 Besar Sampel
Besar sampel untuk lulusan dokter gigi tahun 2003 vang belum  dan sudah
melaksanakan masa bakti ditentukan dengan mengmmakan numus sebagai berkut

{Noteatinojo. 20023 ;

dimana :
n ~ besar sampel
N ~ besar poputasi
d = tingkat kepercayaan / ketepatan vang diinginkan {d - 0.08)

maka diperoleh besar sampel sebagat berikut :

N7 mmmmmmmm e = 82,1 dibulatkan menjadi 82
I~ 173(0.08%)

Jadi besar sampel adalah 82 lulusan dokter gigi tahun 2002 vang belum dan sudah

melaksanakan masa bakn,
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4.4.4 Teknik Pengambilan sampel

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mailing system yaitu
mengirimkan  kuesioner kepada responden dengan memakai jasa pos. Adapun
pengembalian kuesioner menurut Hadi (20075 untuk tesis blasanva letih kurang 72 %%
selungga untuk mendapatkan pengembalian kuesioner sebesar 82 diperiukan subvek
untuk lulusan dokter gigr yang belum atau sudab melaksanakan masa bakti sebesar
Hi © 72 X 82 = 115.9 dibulatkan menjadi 114.

Tingkat pengembalian kuesioner (respon rared dalam penelinan im sebesar

77.2 % sehingga besar sampel 88 orang,

4.5 Kerangka Operasional Penelitian

Dalam penelinan i yang dilakukan adalah melaksanakan evaluasi terhadap
Keputusan  Menteri  Kesehatan Rl No. 1340/ Menkes /SK/XI2002  dan
pelaksanaannva oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. Fakultas Kedokteran
Gigh. dan lulusan dokter gigi. Untuk mendukung pendapat mereka Dinas Kesehatan
Kabupaten - kota, Persatuan Dokter Gigi dan Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa
Trmur Juga damintal pendapat.

Kerangka operasional penelitian vang diajukan. seperti pada gambar 4.1,
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| FGD ‘
Pemerintah : — e
1. Kebijakan Depkes RI Instttusi Pendidikan :
Kepmenkes R No. 1540/ 1. Pengetahuan
Menkes /SK/X11/2002 2. Perhatian
e
2. Kebijakan pelaksanaan Dinkes
Propmsi
3. Sosiahsasl y
4. Koordinasi —=————*  lLulusan dokter gig: -
E 1. Pengetahuan
¥ a Wapb lapor
Pelak sanaan Kepmenkes RI No. 1540/ b. Registrasi h. Menunda masa
Menkes /SK/X11/2002 oteh ¢.Surat Penugasan  bakti
- d. Masa bakti i. Peluany
2. Oruanisasi i e PTTD 1. Hak dan kewajiban
Profes <« | |- Dinas f Cara Lam
(PDG) 'fe;"-j'afa“ |1 = | g Suratlzin Praktik (SIP)
k?)q;;[\)ma 2. Karakteristik {(lenss kelamn)
;' Cara ] 3 Tempat untuk pelaksanaan masa bakt
3. Rumah - v &alaln 4. Prosedur dan prasyarat pengurisan
Sakit Umum | pelaksanaan masa bakt:

h J

Hambatan pelaksanaan masa
bakts dokter gigi

r

Perumusan hastf analisis pelaksanaan
masa bakti dokter migi

v
Telaah Peneliti

[

¥

Rekomendasi penyempumaan
pelaksanaan kebijakan masa bakt
bag dokter gigi

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian

Untuk  memperdalam  pembuatan Kerangka Operasional Penelitian,

dilaksanakan  focus Growp Discussion (FGD) pada tanggal 28 Jlanuan 2004
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berternpat di Thnas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. FGD dilaksanakan untuk
mendapatkan masukan mengenat kemungkinan vang menyebabkan rendahnya lulusan
dokter gigi yang melaksanakan masa hakti. FGD ditkuti oleh 8 orang vang terdini dari
Kasi Peningkatan Mutu Nakes & Akreditast. Kasubag Kepegawaian, Kasubag Hukum
dan Tata laksana Diinas Kesehatan Propinst Jawa Timur, dan dari Fakuoitas Kedokteran
Gigt UNAIR serta dosen dani Program Studi Administrasi dan Kebijakan Keschatan

Pasca Sarjana UNAIR. Dan hastl focus Group Discussion diketahui babhwa -

1. Proses pembuatan keputusan Memter: Keschatan Ri No. 13407 Menkes
ISKEXHZ2002 memang terkesan terburu-buru, sehingga antara pasal satu
dengan vang lainnya 1smva tidak sesuai juga ada beberapa pasal vang isinva
belum jelas maksudnya Kebijakan i dibuat juga karena banvaknya desakan
dan tuntutan antara fain darn Forum Komumnikasi Dokter Pegawat Tidak Tetap,
dimana salah satunva adalah menghapus Undang-Undang Wanb Kerja
Sariana, peningkatan kesejahteraan dokter Pegawar Tidak Tetap dan adanya
perhatian nemerintah terhadap dokter nasca Pegawal Tidak Tetap. Departemen
Keschatan tridak bisa mencabut [Undang-Undang terscbut karena vang
membuat adalah Departemen Tenaga Kenja. Kemudian disepakati istilah watib
kerja diganti dengan masa bakti dan tempat masa baku dibuat sefuas-luasnva,
maka lahirial peraturan im selain juea dilatar belakang dengan pelaksanaan

otonomi daerah

2. Datam pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 15340/ Menkes
SK'X1122002 dir Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur proscdur dan
persvaratannva ternvata memang terkesan agak sulig baik untek PTT Dgerah
maupun Cara Lain. Terutama pada proses pembuatan Surat Penugasan vang

merupakan cikal bakal untuk mendapatkan Surar Ipn Prakok. Hal m
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dilakukan untuk mengetahw apa betul dokter gigi tersebut sudah mempunyai

tempat untuk melaksanakan masa bakti.

3. Uinmuk Institust Pendidikan vang dalam hal int adaiah Fakultas Kedokteran
Gigl memang terkesan kurang perhatian terhadap nasib lulusannva ditengaral
dengan fulusan FRG pada umumnva tidak tahu mengenat pemberiakuan
Keputusan Menten Kesehatan Rl No, 13407 Adenkes /SK/XH2002 dan
permintaan Dinas  Kesehatan Propinsi Jawa Tonur untuk  membenkan
sosialisast mengenai peraturan-peraturan vang berlaku tidak direspon dengan
batk oleh FKG, sena laporan untuk jumlah mahasiswa vang lulus untuk tiap

pertode tidak dilaksanakan dengan rutin kadang lapor kadang tidak.

4 {.ulusan dokter gigi yang schagian besar wanna dengan adanya Sural FEdaran
Sekretanat Jenderal Departemen Kesehatan RI nomor @ KP.O1.02 12 8247
tanggal 17 Pebruan 2003 perthal © Propmst Peminatan Dokter PTT. bahwa
Propinst untuk pelaksanaan masa bakti dokter gigt PTT Pusat umuk pulan

Jawa dan Bali tertutup. kebanyakan malas untuk memiiih PTT Pusat.

Ln

Sedangkan untuk pelaksanaan PTT Daerah agak sulit menembus, pada
umumnya Kabupaten ¢ Kota apabila mgin menerima PTT Daerah tidak

diumumkan secara terbuka.

6. Dengan diberfakukannya otonomi dacrah keordinast antara Dinas Kesehatan
Propinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota belum dilaksanakan
dengan baik terutama mengenal masa baktl tenaga medis. Terutama nada
masalah pemberian SIP/S dimana merupakan kewenangan Dinas Kesehatan
kKab. Kota dan 1 merupakan peluang bagr dokter grgt untuk prakttk mandin

tanpa melaksanakan masa bakil
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7. Masih adanya peiuang bagi dokter gigi untuk bekerja pada Sarana Pelayanan
Kesehatan dan praktik mandiri meskipun mereka belum melaksanakan masa
bakti.

8. Peran organisasi profesi yang dalamn hal ini adaiah PDGI yang sampai saat ini
belum terlihat dalam mengatasi lulusan dokter gigi vang akan bertambah
banyak dari tahun ke tahun terutama dalam peran pembinaan dan pengawasan

praktik dokter gigi diwilayahnya,

o

Dilihat dari tyjuan Keputusan Menterni Kesehatan Rl No. 1340/ Menkes
ISK/X11/2002 ini yaitn desentrahisasi, bahwa dengan adanya otonomi daerah
maka aklimya akan terjadi penumpukan dokter gigt di tbukota Negara,
thukota Propinsi dan Kabupaten/Kota yang ramat.

10. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenal pelaksanaan masa
bakti bagi tenaga medis, tidak semua dokter gigi mau bekerja di Dinas-Dinas
Kesehatan tertentu di Pulau Jawa bahkan sudah ditming-imingy untuk diangkat
sebagm Pegawai Negeri Sipil. Apalagi untuk bekerja di luar Jawa seperti di
Maluku, Inan Jaya dan sebagainya.

Dari hasil Focus Group Discussion kemudian dibuat kerangka operasional.
Kerangka operasional tersebut akan menggambarkan proses penelitian vang akan
dilaksanakan. Peneliti kemudian menganalisis sehingga didapatkan hasil penelitian
vang menjadi issue strategis. Dilanjutkan dengan merumuskan hasil analisis dan
ditelaah oleh peneliti vang akhimya menghasitkan rekomendasi penvempumaan

kebijakan pelaksanaan masa bakti bagi dokter gigi.
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4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
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No. i Vartabel Definisi Operasional ]l Indikator ' Skala Cara
; Pengukuran | Pengukuran dan
! f Instrumen
' b. Regstrasi Pemberian nomor 1 1. Tidak tahu Nomnal Kuesioner
pendaftaran bagi dokter gig: | 2. Tahu 1. ¥Ya
vang sudah melaksanakan I Nomor registrast | 2. Tidak
wajib lapor ! |
¢ Surat Berkas yang diberikan . 1. Tidak tahu Nominal Kuestoner
! Penugasan lulusan dokter gigi apabila . 2. Tahu 1. Ya
I : sudah mempunvai bukti i sural penugasan 2 Tidak
i lapor dan nomor registrasi i
! serta memenuvhi persyaratan
! vang telah ditentukan
e |
[ d. Masa bakti Masa pengabdian dokter gigi : 1. Tidak tahu Nomnal Kuestoner ;
! | kepada masyarakat pada 2. Tahu [ Ya |
f suatu sarana pelayanan . ' If 2 Twdak | |’
kesehatan atau sarana lain ; i !
' sebaga PTT l !
i i
i & Masa bakti Pelaksanaan masa t. Tidak tahi: ! Nominal Kuesioner 1'
| Pcgawai pengabdian yang "2 Tahu 1. Ya ; !
| Tidak Yetap  dilaksanakan pada Dinas 2. Tidak ! J
! | Daerah Kesehatan Kab /Kota dengan ! ! f
! I (PTTD) tidak menjadi Pegawai ' :
[ |[ Negeri. :
[ : !
f | f Cara lain Peiaksanaan masa 1. Tidak tahu Nominal Kuesioner J
i i pengabdian dengan tidak ' 2. Tahu 1. Ya ! f
| i menjadi Pegawas Tidak ' 2. Tidak !
‘| i Tetap Pusat ,pengangkatan
i E dokter gigi sebaga pegawai i i ]
! i negeri maupun sebaga E | '
i pegawal tetap ! kontrak di ! ' ‘
: 'I sarana pelayanan kesehatan ! !
) swasta yang bersifat sosial di ' i i
! Kab. diluar ibukota Negara : ! J.
dan atau dilgar ibukota i !
propinsi, BUMN dan : 5
pemerintah atau sebagai ' I
karvawan lembaga ; : :
keagamaan i
? ¢ Surat tzin Keterangan tertulis yang 1. Tidak tahu ' Nominal | Kuesioner
{  praktik (SIP}  dibertkan oleh Dinas "2 Tahu 1. Ya i '
i Kab /Kota supaya lulusan . Surat izin praktik - 2 Tadak
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No. Variabel | Definisi Operasional I Indikator 1 Skala Cara ’
! Pengukuran | Pengukuran dan ’
[ Instrumen I
h. Menunda . Lulusan dokter gig1 yang 1. Taidak tahu Norminal Kuestoner 1
masa bakth  tidak melaksanakan masa 2. Tahu 1. Ya l
! ! bakii untuk kepentingan mengenai 2 Tidak !'
! ' meifanjutkan pendidikan penundaan masa ]
: bakti :
| 1
| 1. Peluang ""Kesempatan dokter gig; 1. Tidak taku Nominal Kuesioner '
' untuk bekerja di suatu sarana | 2. Tahu 1. Ya ,‘
; | pelayanan kesehatan / 2. Tidak !
| praktik mandiri ] i
i i
1. Hak dan : Segala sesuafu yang akan I. Tidak tahu Nominal Kuesioner
! Kewanban didapatkan dan yang harus 2 Tahu 1.Ya
:I ]  dilakukan apabila apa vang menjadi | 2. Tidak
i i - melaksanakan masa bakt: haknya dan
| ; melak;anakan 5 f
; kewapbannya lr
! : ] i
d ] | i
1! 2. i Karakteristik ‘ Lulusan dokter gigi baik Persentase antara Rasio lulusan | Mengkaji
' (Jems kelamin} ~ laki-laki atau perempuan taki-iaki dan dokter gigi dokumen :
Ij_ : ! yang banyak tidak perempuan lulusan | antara laki- f
i | | mclaksanakan masa bakti dokter gigi yang laki dan i
1 melaksanakan masa { perempuan | ?
i bakti
3 Tempat untuk | Kabupaten / Kota atau Ketersediaan Nom:nal '
melaksanakan : sarana pelayanan kesehatan | tempat uniuk 1. Ya Kuesioner
masa bakti i atau Fakultas Kedokteran pelaksanaan masa | 2. Tidak "
! Gigi batk swasta maupun bakt: sebagai :
: pemerintah, yang sesuat PTTP, PTTD dan ;
; i . keinginan dan sesuai Cara Lamn i
. : . ketentuan untuk pelaksanaan | i
II : . masa bakti II | ; E
4 T Prosedur dan  Kegtatan dan ketentuan yang '@ Banyaknya ! Nominal { Kuesioner
j | prasyaral harus dillui dan dipenuhi | persyaratan sera 1. Ya '
! | pengurusan  untuk dapat melaksanakan  : panjangnya 2. Tidak
| pelaksanaan ' masa bakti | prosedur yang
: | masa bakti : | harus dilengkapi & |
i I dilat untuk dapat
) E melaksanakan masa
i j bakti
S |
Pelaksanaan ’ !
Kepmenkes Ri i E
¢ No. 1340/ '
| Menkes/SK/ i
© X1/ 2002 oleh
l Dinas :
i Kesehatan
. Kab/Kota . ~
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No. | Varabel Definisi Operasional Indikator ]l Skata Cara
,: Pengukuran | Pengukuran dan
e — N | Instrumen
i a Masa bakt: Pelaksanaan pengabdian | Dinas Kesehatan | Nominal Kuesioner
Pegawai Tidak - dokter gigi di Puskesmas | Kah /Kota [1 va
Tetap Daerah vany bdak berkedudukan =| mengangkat / i 2 Tidak | ;
| sebagai Pegawai Negerl mengontrak lulusan f i
ll ' dokter wigi | |
| ol |
f b Cara lain Pelaksanaan pengabdian Mengangkat dokter | Nominal Kuesioner
, ; dokter gigi di Puskesmas gigt sebaga Il Ya
:. : atau Rumah Sakit scbagar  © pegawna ncgen i 2 Tidak I
; pegawa negern atau ! daerah dan A i
! ] memberikan rekomendasi ' membuat surat l
kepada dokter gi: untuk | rekomendasi bagi
f melaksanakan masa I dokter wigi untuk ¢ !
‘ ? pengabdian dengan bekesja | bekeria di sarana '
d1 sarana pelavanan pelayanan
. : kesehatan swasta, atau kesehalan swasta |
: BUMN ds wilayah kenanva | atau BUMN ch I j
! ' wilavahnva * |
i | 1
I"Pelaksanaan - r —
;f { Kepmenkes RI ;
: | NG + Kegiatan PDG! untuk Adanva kegriatan | Nominal Kuesioner
; . 1540/Menkes/S . membertkan pembinaan dan | pembinaan dan i1 Ya
; “K/XI1/2002  pengawasan kepada lulusan | pengawasan oleh | 2. Tidak j
: | oleh Oruanisasi  dokter gigi yang PDGI ; :
; ' Profesi (PDGI)  melaksanakan masa bakn ! f j
.  dan praktik mandiri di ! | {
' : witavahnva ; :
i i . : !
| Pelaksanaan ! k
i ! Kepmenkes RI :
" i Ne. ;
! 1540/Menkes’S Kegiaian mengangkat atau | Adanva kegiatatan . Nominal i Kuesioner :
{ KX T20is menygontrak dokter givi mengangkat - i1 Ya
. oleh Rumah untuk melaksanakan masa mengontak dokter |2 Tidak :
{ Sakit Umum bakn di: Rumah Sakst gigi dalam rangka
pelaksanaan masa i
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4,7 Waktu Penelitian
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4.8 Metode Pengumpular Data

Pengumpul data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan
melakukan wawancara dan menggunakan kuesioner kepada sasaran penelitian, yaitu
Kepala Seksi Peningkatan Mutu Nakes dan Akreditasi beserta jajarannya. Kepala Sub
Bagian Hukwin dan tatalaksana, Kepala Sub Bagian Kepegawaian beserta jajarannva
di Dmas Kesehatan Propinst Jawa Timur Sedangkan untuk Pembantu Dekan I
Fakultas kedokteran Gigl Universitas Airlangea, Universitas Hang Tuah dan
Universitas Negeri Jember dibertkan kuesioner untuk ditsi,

Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten 7 Kota, Organisasi Profesi, Rumah Sakit
dan Lulusan dokter gy tabun 2003 dilakukan dengan cara marling svstem vaiu
menginmkan kuesioner kepada responden dengan melaiui pos. Teknik pengiriman

kuesioner agar segera kembali, adalah dengan langkah-tangkah sebagai berikut -

t. Blangke kuesioner dimasukkan kedalam amplop balasan vang telah

dstempel dengan prangko balasan dan alamat dimana harus dikifimkan

kenbali.

2. Amplop tersebut dimasukkan lag kedalam amplop vang telah ditempel
alamat yang dituju.

3. Kuesioner tersebut kami kirim denzan memakai jasa kilat khusus.

Dalam penelitian ini apabila terdapat kuesioner yang tidak kembali maka

akan kamu lakukan langkah-fangkah sebagai berikut -

1. Responden diingatkan melalui telepon untuk segera mengisi dan

mengembalikan kuesioner.

2 Dilakukan pengriman kembali blangko kuesioner bagi responden vane

kami telepon temyata belum menerima kuestoner
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3. Bila dalam batas waktu satu bulan sejak pengiriman blangko kuesioner
pertama tidak kembali, maka responden vang tidak mengembalikan
didatangi oleh peneliti atau petugas yang ditunjuk oleh penehti dengan

meinbawa kuestoner baru dan responden diminta untuk mengsi.

4.9 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil wawancara dengan kuesioner maupun
dari pengembalian kuesioner melalui pos, diperiksa teriebih dalwlu untuk memastikan
bahwa pertanvaan dalam kuesioner sudah terjawab semua. Kemudian dilakukan
pengakomodasian  dan  pengelompokan hasil  jawaban responden dengan
menggunakan tabel frekwensi.

Untuk mengetahwi pengetahuan lulusan dekter gigi mengenai Keputusan
Menten Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/XI172002 batk, cukup atau kurang,
maka dibuat 3 tngkatan penilaian dimana hal tersebut berdasarkan penitaian vaitu

i > 80 % = baik

[ O]

.79 % - 60 % =cukup
3 =£59% = kurang

Langkah selajutnya adalah melakukan perumusan hasil analisis vang
kemudian ditelaah oleh peneliti serta dikonsuliasikan kepada para pakar unmk
mendapatkan altematif terpilih. Tujuannya adalah unwuk mendapatkan rekomendasi

penvempurnaan kebijakan masa bakt bagi dokter gigi.
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BAB 5

HASIL PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Masa Bakti dokter gigi

Masa Bakti yang diberlakukan bagi dokter dan dokter gigi, dahuiu dikenal
dengan sebutan Wapib Kena Sarpana (WKS). Pengaturan tenaga medis pertama kah
diatur di Undang-undang No. 8 tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. Wajib Kerja
untuk tenaga wedis kemudian istilahnya diganti menjadi masa bakit tenaga medis
dengan adanya Peraturan yang mengatur masa baki dokter dan dokter gigl adalah
Peraturan Pemeriniah No. | tahun 1988 tentang Masa Bakui dan Prakuk Dokter dan
Dokter gigi.

Oleh karcna keadaan ekonomi negara inmi tidak sanggup lagi untuk
mengangkat setiap lulusan tenaga medis vaitu dokter dan dokter gigi menjadi pegawai
negen sipil inaka dokter dan dokter gigi sejak diberlakukannya Keputusan Presiden
RI No. 37 1ahun 1991 tentang Pengangkalan Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bak1i
ietap harus menjalani masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Pemberlakuan masa bakti sebagail Pegawai Tidak Tetap untuk dokter umum
dimulal pada tahun 1992 sedangkan untuk dokter gigi tahun 1993. Untuk lcbih
memperjelas Kepuusan Presiden R No. 37 tahun 1991 dan mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal bagi seluruh fapisan masyarakat diperivkan langkah
pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan, dengan menyebarkan tenaga
dokter ke schwuh pelosok tanah ar melalui pengangkatan dokter sebagai pegawai
tidak tetap selama masa bakti, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan R]
No. 702 / Menkes / SK / VIIT / 1993 temany Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan
Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti vang menggantikan

6l
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Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 08/MENKES/SK/I/1992 dan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan Rl nomor 88/MENKES/SK/I/1993 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.

Disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pembangunan keschatan maka
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 702 / Menkes / SK / VIII / 1993 pada tahun
1999 diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1170.A / Menkes / Per / X
/1999,

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Peraturan
Pemerintah No. 25 tahun 2000, serta dengan banyaknya masukan dan desakan untuk
menghapus Wajib Kerja Sarjana bagi tenaga medis, Departemen Kesehatan tidak bisa
menghapus Wajib Kerja Sarjana tersebut karena yang membuat adalah Departemen
Tenaga Kerja, maka Peraturan Menteri Kesehatan No. 1170.A / Menkes / Per / X
/1999 diganti dengan Keputusan Menteri Kesehatan R1 No. 1540 / Menkes / SK / XII
/ 2002 pada Januari 2003 dikarapkan akan lebih memperiuas tempat masa bakti bagi
dokter gigi, meskipun dengan adanya Surat Edaran Sekretariat Jenderal Departemen
Kesehatan RI tempat masa bakti dokter gigi berkurang. Tapi hal tersebut bisa
digantikan dengan pengangkatan dokter gigi sebagai PTT Daerah dan cara lain,
dengan memberdayakan daerah di Pulau Jawa dan Bali yang secara finansial memang
lebih mampu untuk mengangkat dokter gigi. Sehingga daerah yang kurang mampu
dapat terpenuhi kebutuhan dokter gigi dengan PTT Pusat.

Pada dasamya Peratuyran Menteri.Kesehatan No. 1170A/Menkes/PerX./ 1999
tentang Masa Bakti Tenaga Medis dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540
/ Menkes / SK / XII / 2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti
dan Cara Lain mempunyai muatan yang sama, hanya berbeda pada penempatan

tenaga medis. Pada tahun 1999 hanya berlaku PTT Pusat setelah adanya otonomi

62
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daerah disesuaikan dengan adanya PTT Daerah. Daerah mempunyai kewenangan
untuk mengangkat tenaga medis sebagai PTT.
Unfuk mendukung hasil penelitian, pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kota, Organisasi Profesi (PDGI) dan Rumah Sakit Umnum  dt Jawa Timur

" dimintai pendapat mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Ri No. 1340 /

Menkes / SK / X1 / 2002 dengan mengirimkan kuesioner melalui pos. Hasil yang
didapat setelah kuesioner dikirim bulan Juni dan ditunggu hingga buian Agustus 2004
ternyata pengembalian kuesioner dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sebanyak 19
(50 %). Persatuan Dokter Gigi Indonesia sebanyak 10 (50 %) dan Rumah Sakit

Umum 44 {36 %).

5.2 Pemerintah
5.2.1 Kebijakan Departemen Kesehatan RI (Keputusan Menteri Kesehatan RI
No. 1540 / Menkes / SK / XH / 2002)
Pendapat Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Fakultas Kedokteran Gigi dan
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tmnur mengenai pasal yang bermasalah pada
kebijakan tersebut dapat dilthat pada tabel 5.1
Tabel S.1 Pendapat responden mengenai adanya pasal vang bermasalah pada

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK 7 X1 72002,
Propinsi Jawa Timur, tahun 2004

" No Responden ~ Pendapat Responden Total
Ada - Tidak ada  Tidak tahu
. 3 Y% LB % i Y% A %
1. Dinas Kesehatan Kab. /Kota 2 105 - 13 684 4 211 19 100
2. Fakultas Kedokteran Gigi - - 2667 1 333 3 100
3. - Dinas Kesehatan Prop. Jatim 3 100 - - - - - 3100
5 20 15 60 5 0 25 100
Dari tabel di atas dilihat bahwa 60 % responden menyatakan bahwa tidak ada
pasal yang bermasalah di dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1340 7 Menkes
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S SK /XTI 2002.

Dari Dinas Keschatan Kabupaten /Kota yang menjawab “ada” sebanvak 2
responden, vang satu menyebutkan bahwa “pasal 10 (2) seolah-olah bertentangan
dengan pasal 37 (4)7. dan responden lainnya menvebutkan bahwa pasal vang
hermasalah adaiah - “tentang dokter vang langsung praktik mandin, dan apakah
lungsung diakn sebagal masa bakin 7 mohon diterbitkan jukms karena banyak puasal
vanyg bermasalah™

Demtkian juga untuk msorust pendidikan vang berjumlah 3 1 responden
(33.3%} ndak memawab karena tidak pemah membaca sedangkan 2 (66.7%:)
responden menjawab bahwa tidak ada pasal vang bermasalah pada Keputusan Menteri
Kesehatan R] No. 1540/ Menkes - SK 7 X111 /2002,

Sedangkan danm Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur hasil wawancara
dengan Kepala Scksi Pemingkatan Mutu Nakes dan Akreditasi, Kepala Subag
Kepegawaian dan kepala Subag Hukum dan tatalaksana Dinas Kesehatan Propinst
Jawa Timur di dapatkan hasil ada beberapa pasal yang bermasalal,

Kemudian dilakukan Policy Review pada kebijakan ini dengan melihat hasil
penelittan, hasi! FGD dan dengan melihat fakta vang ada di lapangan disertai prosedur
peramalan mengenal herbagal hal vang mungkin terjadi apabila kebijakan tersebut
dtlaksanakan.

Pofrey Keview  Keputusan Menren Kesehatan RI No. 1340/Menkes/SK/XIT2002
adalah sehagai berikug
A, Masalah dasar

Keputusan Menterr Kesehatan RI Noo 15340 Menkes/SK/XTI2002 1entang

penempatan tenaga medss melaiur masa bakt dan cara lain merupakan revisi dan

Peraturan Mentert Keschatan Noo H70 A Menkes/Per'NA1999 teniang masa bakt
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tenaga medis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu
penyempurnaan kaitannya dengan restrukturisasi organisasi vang sudah berlangsung
sesuat Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000.

Seorang dokter gigi masth diperlukan dalam pelayanan kesehatan gigi kepada
masyarakat, oleh karena masih banyak Puskesmas baik di Pulau Jawa maupun di juar
Pulau Jawa yang belum ada dokter giginva.

Nilal dan Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/X11:2002
vang diretapkan pada tanggal 12 Desember 2002 mempunvai nilai strategis uniuk
profesi dokter gigi dalam pelaksanaan masa bakti. Dengan adanya pelaksanaan masa
bakti scbagai Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) dan Cara Lain (CL). Dimana
selama i masa bakti untuk dokter gigi hanya melalui PTT Pusat, sehingga
pelaksanaan masa bakti saat ini mempunyai beberapa pilihan atau alteratif vang
dapat disesuaikan dengan kepentingan dokter gigi tersebut.

fssue publik tentang banyaknya dokter gigi yang tidak melaksanakan masa
bakti, disebabkan karena tidak jelasnya staius dokier gigi tersebut setelah
melaksanakan masa bakti maupun kesejahteraan dokter gigi pada saat melaksanakan
masa bakii yang tidak diperhatikan oleh pemerintah, Bisa juga hal tersebut dipicu
dengan banyaknya lulusan dokter gigi yang wanita sehingga sulit atau susah apabila
mendapatkan daerah masa bakh yang jauh dari keluarga apalagi dokter gigh tersebut
sudah berkeluarga akan sangat sulit untuk dapat melaksanakan masa bakti jauh dan
keluarga.

Aktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Mentert Kesehatan
RI No. 1540/Menkes/SK/X11/2002 ini adalah sebagat berikut

1. Lulusan dokter gig

2. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi

Skripsi EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI... SHINTA SAWITRI



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 66

3. Departemen Kesehatan Rl

4. Dinas Keschatan Propinsi

L

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

6. Organisasi Profesi

3. Tujuan yang ingin dicapai
I Pendavagunaan tenaga dokter gigr dalam rangka pemerataan pelayanan
keschatan dan peningkatan pelayanan keschatan untuk mencapal derajat
keschatan yang optimal bagi seluruh {apisan masvarakat.

2. Pelaksanaan asas desentralisasi

(. Pasal vang bermasalah
Jika dikaji pasal per pasal dapat dilihat bahwa ada beberapa pasal yang
benmasalah vaitu :
1. Pasal 3 ayat 1 vang berbunvi
Tenaga medis yang telah dilaporkan scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib
melengkapi persvaratan administrasi seperti tersebut dalam lampiran 2 keputusan
ini dan disampaikan kepada Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
setempat dimana Fakultas Kedokteran‘Kedokteran Gigi  berada,  selambat-
fambatnya 1 (satu) bulan sesudah menerima 1jazah ashinya atau surat keterangan
Iujus.
Masalah ¢
Perlu adanya pembahasan apabila lulusan tidak mendafiar/ registrasi, karena tidak

ada sanksi vanyg jeias.
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2. Pasal 3 ayat 4 yang berbunyi ;
Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menetapkan surat penugasan atas nama Menteri Kesehatan mencantumkan
nomor registrasi dan menyampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Masalah :
Periu adanya kejelasan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat
penugasan dan kapan surat penugasan tersebut dibenkan kepada tenaga medis,
mengingat surat penugasan adalah surat yang membenkan kewenangan kepada
tenaga medis untuk melakukan pekerjaan sebagai tenaga medis.

3. Pasal 5 yang berbunyi

Menteri yang mengatur penempatan tenaga medis dalam rangka pemerataan
pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat
Masalah :
Pasal tersebut bertentangan dengan pasal 21 ayat 2 yang berbunyi :
Pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap daerah
Propinsi/Kabupaten, Kota dilaksanakan oleh Gubermmur /Bupati/ Walikota atau
pejabat yang ditunjuk.
Kedua pasal tersebut terlthat saling bertentangan karena pada pasal 5 hanya
Menteri yang mengatur penempatan tenaga medis, tetapi di dalam pasal 21 ayat 2
disebutkan bahwa Gubemur / Bupati / Walikota juga diberi kewenangan untuk
mengangkat tenaga medis menjadi pegawai tidak tetap daerah.

4. Pasal 10 yang berbunyi ;
Tenaga medis vang telah selesai menjalankan masa bakti diberikan surat
keterangan telah selesal masa bakti oleh Gubernur u.p Kepala Dinas Kesehatan

Propmnsi penentpatan atas nama Menteri
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Masailah :
Pada awal pelaksanaan masa bakt tidak diterbitkan Surat Keputusan Masa Bakti,
atau biasa disebut SK Penempatan, sehingga secara administrasi dapat lebih

mudah untuk pembuatan surat keterangan telah selesai menjalankan masa bakti

5. Pasal 30 poin h dan 1 yang berbunyi :

Penempatan tenaga medis melalui Cara Lain dilaksanakan dalam rangka

pemeraiaan pelayanan kesehatan sebagai

h. Karyawan sarana pelayanan kesehatan swasta yang bersifat sosial vang berada
di Kabupaten diluar ibukota Negara dan atav diiuar ibukota Propinsi

i. Karyawan sarana pelayanan keschatan milik pesantren atau lembaga
keagamaan lainnya

Masalah :

Perlu penjelasan lebih rinci mengenai persyaratan Sarana pelayanan kesehatan

swasta yang bersifat sosial dan Sarana pelayanan kesehatan milik pesantren atau

lembaga keagamaan serta kriterianya. Bagaimana caranya dan apa yang harus

dipenuhi untuk bisa menjalani masa bakii dengan cara lain tersebut.

D. Resistensi

Bentuk resistensi atau penolakan terhadap Keputusan Mentert Kesehatan Ri
No. 1540/Menkes/SK/XTi:2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa
Baku dan Cara Lain oleh lulusan dokrer gigi adalah dengan tidak melaksanakan wajib
lapor, registrasi dan masa bakti.

Bentwk penolakan kebijakan ini oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi adalah
dengan tidak memberikan data lulusan dokter gigi setiap periode kelulusan kepada

Dinas Kesehatan Propinsi. Sedangkan bentuk resistensi atau penolakan oleh Dinas
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Kesehatan Kabupaten / Kota utamanya yang berada di Puiaw Jawa dan Bali adalah
tidak mau mengangkat dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah meskipun
banyak Puskesmas di wilayah Kabupaten / Kota tersebut yvang tidak ada dokter
giginya dengan alasan tidak adanya anggaran untuk mengangkat dokicr migi sebaga
Pegawai Tidak Tetap Daerah. Serta tidak melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap dokter gigi yang melaksanakan masa bakti atau praktuk mandiri di wilayah
kena mereka

Bentuk resistensi atau penolakan dari sarana pelayanan kesechatan lainnya
adalah dengan tidak mau mengangkat dokter gigi yang baru lulus dengan alasan

belum mempunyai pengataman. Ini terkait dengan pelaksanaan masa bakti Cara Lain.

]

E. Penlaku yang muncul akibat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/ Menkes/
SK/XH/2002
a. Penlaku Positif yang timbul

Fakultas Kcdokteran gigi segera melaporkan data lulusan dokter gigi yang
kemudian akan ditindak lanjuti dengan wapb lapor dan registrast oleh lulusan dokter
gigi dengan memenuli syarat yang telah ditentukan, maka dapat diketahui oleh Dinas
Kesehatan Propinsi data luiusan dokter gigt yang ada, serta keinginan lulusan dokter
gigi sctelah itu hendak melaksanakan masa bakti atau menunda masa bakti. Schingga

dapat direncanakan pendayagunaan fulusan dokter gigi tersebut.

Apabila dokter gigi setelah Julus langsung mclaksanakan masa bakti maka
akan segera terpenuhi adanya dokter gigi di sarana pelavanan kesehatan baik
pemerintah maupun swasta. Sehingga pemerataan pelayanan kesehatan gigi dapat

segera terwwjud serta pembertan pelavanan keschatan secara optimal akan tercapai.
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Perilaku positif lainnya dengan diterbitkannya Surat Penugasan segera setelah
registrasi dilaksanakan adalah tidak adanya prakuk ilegal oleh dokter gigi karena
tidak mempunyai Surat Izin Praktik (Sementara). Pemberian Surat Penugasan kepada
jutusan dokter gigi sclanjutnya akan berdampak pada pemberian Surat Izin Praktik
oieh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, oieh karena syarat utama diterbikannya
Surat Tzin Praktik adalah adanya Surat Penugasan yang dikeluarkan olehh Dinas
Kesechatan Propinsi. Untuk dapat memantau jumiah Surat Penugasan yang diterbitkan
jumiahnya sama dengan atau kurang dengan Surat Izin Praktik yang diterbitkan maka
diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dapat memberikan laporannya kepada
Dinas Kesehatan Propinsi guna ketertiban pelaksanaan masa bakti dan praktik mandin

oleh tenaga medis.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
mempunyai peran yang cukup besar dalam pelaksanaan Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/X11/2002, yaitu dalam pemberian rekomendast
pemilihan tempat untuk masa bakti PTTD dan Cara Lain. Disamping itu juga dalam
pembuatan Surat 1zin Praktik serta pengawasan dan pembinaan dokter gigi yang
melaksanakan praktik mandini maupun yang melaksanakan masa bakti di wilayah

kerja Kabupaten / Kota tersebut.
b. Perilaku negatif yang timbui

Apabila Fakultas Kedokteran Gigi tidak mau melaporkan jumiah hulusannya
sctiap periode kelulusan serta tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan wajib lapor,
registrasi dan masa bakti oleh dokter gigi maka pemenintah yang dalam hal im Dinas
Kesehatan Propinsi tidak mengetahui data mengenai lulusan dokter gigi vang ada

serta pendavagunaannya. Hal ini salah satunva disebabkan karena tidak adanya sankst
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yang jelas apabila wajib lapor, regisirasi dan masa bakti 1idak dilakukan oieh lulusan
dokter gigi.

Lulusan dokter gigi vanyg sudah mendapatkan Surat Penugasan, tetapi belumn
melaksanakan masa bakn, vang bersangkutan bisa mendapatkan Surat [zin Praknk
Sementara yang berlaku 6 (cnam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali. Tetapi
setelah 1 (satu) tahun melaksanakan praktik mandin atau bekerja di sarana pelavanan
kesehatan lulusan dokter gigi tersebut tetap tidak mau melaksanakan masa baku,
scdangkan dari Dinas Keschatan Kabupaten / Kota dan organisasi profesi {PDG)
uidak melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap dokier gigl vang
melaksanakan praktik mandiri dan di sarana pelayanan kesehatan maka akan terjadi
penumpukan dokter gigi di daerah-daerah tertentu, seperti di ibukota Negara, Propins
dan Kabupaten / Kota yang ramai, sehingga tidak dapat terwujudnya pemerataan

pelayanan keschatan ggi oleh dokter gigi.

Tidak adanya kemauan dari Pemerintah Daerah untuk mengangkat dokter gigi

oleh karena terlalu menggantungkan kepada Pemerintah Pusat.

F. Prediksi
a. Predikst Trade Off

Keuntungan apabila Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1340/ Menkes /SK/
Xi /2002 w1 dilaksanakan adalah
1) Data dokter gigi secara akurat dapat dirckam dengan tertib dan icngkap di
seluruh daerah {Pusat, Propinsi dan Kabupaien/ Kota) sesual dengan
Jemang pendidikannya, hal ini dapat bermantaat khususnya untuk

membuar perencanaan strategik pelayvanan keschatan gigs dan mulst. juga
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potensi yang dapat mendukung rencana strategik bidang kesehatan pada

tHnumnya.

2y Terjadi tertib administrasi disemua wilayah keyja baik Pusat, Propmnsi
maupun kabupaten / Kora scita orgamisasi profesi (PDG1) selingga dapar
diketahui sccara tepat jumiah, jenjang pendidikan serta pendayagunaan

dokter gigi di wilayah masing-masing.

3y Yang scharusnva terjadi  adalah  semua  dokter pigi  tercgistrast,
mendapatkan Surat Penugasan dan Surat 1zin Praktik bagi dokier gigi vang
bekerja pada suatu sarana pelayanan kesehatan atau prakuk mandin. serta
melaksanakan masa bakti. Sehingga semua Puskesmas dapat meiayan;
pelayvanan  keschatan pgigt dan mulut. Terjadi pemerataan  pelayanan
kesehatan gigi dan mulut. schingga dapat tercapai pelayvanan keschatan

secara optimal bagi masvarakat.

4) Dari sudui pandang pemerintah dalam hal in1 Departemen Kesehatan dapat
diketahw potensi sumber dava kesehatan khususnya dokter gigi mula dan
tingkat Kabupaten / Kota. Propinsi dan Nasional. Jemjang pendidikan
maupun penyebarannya dapat diketahui. schingga bermaniaat uniuk
membual rencana siraiegik bidang kesehatan dalam rangka upaya

mewujudkan Indenesia Sehat 2010,
b. Predsksi kebehasilan terhadap tujuan tertulis

Lintuk melakukan prediksi keberhasiian terhadap pelaksanaan Keputusan
Menten Kesehatan R] No. 1540/ Menkes /SK/ X1 /2002 dilakukan dengan
prosedur peramalan pendapat dengan membuat wacana di masa depan serta

melihat hasii penehitan, Pengetahuan lulusan dokter mpgs mengenal masa bakn
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adalah baik sehingga hal tersebut bukanlah kendala unruk tidak melaksanakan
masa bakti.

Yang terlihat adalah untuk PTT Pusat harus antn dan menunggu lama
kemudian penempatan harus di. luar Pulav Jawa dan Bali, sedangkan masalah
Kesejahteraan untuk saat ini sudah tidak memadai. PTT Daerah kendalanya masih
banyak Kabupaten / Kota tidak mempunyai alokasi anggaran untuk mengangkar
dokter gmigm karena ketidak mampuannya, mereka masih berharap adanya
pengangkatan dan pusat, dan tidak adanya keterbukaan bagi Kabupaten / Kota
vang ingin merekrut dokter gigi. Unwk itu lulusan dokter gigi harus mencari
sendin Kabupaten / Kota mana yang mau mengangkat atau mengonfrak lulusan
dokter gigi untuk bekerja di Puskesmas.

Untuk Cara Lain lulusan dokter gigi juga harus mencari sendin sarana
pelayanan keschatan swasta maupun pemerintah yang akan dijadikan sebagai
tempat masa bakti. Sarana pelayanan keschatan swasta dan pemerintah, utamanya
Rumah Sakit cenderung untuk menerima dokter gigi yang sudah berpengaiaman,
kalaupun menenma dokter gigi yang baru lulus imbalan yang diberikan tidak
sesuat dengan ketentuan yang ada. Jladi terlihat bahwa proses yang harus dilalui
oleh lulusan dokter gigi untuk melaksanakan masa bakti terkesan sulit.

Apabila melthat isi kebijakan masa bakti tersebut bahwa Surat Penugasan
dapat segera diterbitkan setelah dilaksanakannya registrasi, hal ini jelas akan
memicu banyvaknva dokter gigi vang tidak melaksanakan masa bakti, karena
mereka dapat mengurus Surat 1zin Praktik Sementara untuk melaksanakan prakiik
mandiri. Atau mereka akan iebih memilih bekerja di sarana pelayanan kesehatan
swasta yvang banyak terdapat dikota-kota besar daripada melaksanakan masa

bakn. Hal int didukung dengan lemahnya pengawasan dan pembinaan dan Dinas
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Keschatan Kabupaten / Kota dan organisasi profest (PDGI). Sehingga tujuan yang
ada tidak akan tercapat dan kebijakan ini keberhasilannya adalah kecil.
Untuk mendapatkan gambaran mengenai perlu atau tidaknya masa bakti bagi
dokter gigi dapat dilihat pada tabel di bawah mni.

Tabel 52 Pendapat responden mengenai pelaksanaan masa baku bagi dokter gig,
tahun 2004

No Responden ~ Pendapat Responden ~ Totat
Perltu  Tidak pertu _

z % E Yo ) %
1. Lulusan dokter gigi N AL SOF SR 100
2. Fakultas Kedokteran Gig W N B 4]
3 Dinas Kesehatan Prop. Jatim Sy 0 - - 3 100
4. Dinas Kesehatan Kab. / Kota 12 632 7 368 - 19 100
5.  Organisasi Profesi(PDGl; ¢ ¢ | 10 10 100
6. Rumah Sakit Umum 28 636 16 364 44 100
Jumiah 97 581 70 419 167 100

Sebanyak S8.1 % responden masth berpendapat perlunya pelaksanaan masa
baka bag dokter gigi.

Tabel 5.3 Pendapat responden mengenal Keputusan Menteri kesehatan RI No. 1540 /
Menkes / SK / X11 /2002, tahun 2004

o Responden Pendapal Responden
B R Sk s
j— % X b oL, %% x Yo iz Y L ki
I Lulusan dokier gigs e 1028 2 W3 16 W2 47 s34 1 11 13 k8
2. Fakultas Kedokteran Gigi | 333 - = ] s = : = = 1 333
3. Dinas Keschatan Prop Jatim - - 1 i 2 6453.7 - - - - -
4. Dinas Keschaian K:_J_l:l_ﬂ(ota U 165 - - 7 RIER 9 474 - - 1 3.3
5. Orcganisasi Profesi (FDGD 2 20 ] 1t) 3 a0 1 10 - - 3 30
6. Rumab Sakit Umum 1] T s ol L Gl gl ISR 2T SSOST) 5
" Jumiab s v L il G T MR ] e G | (, )

Keterangan :
| = diperbaiki pada komponen
2 = diganti
3 = tetap
4 = dikaji ulang
5 — dihapus
6 = kosong
[Dan tabet diatas dapat dilihat bahwa pendapat responden 43,1 % menvatakan

bahwa Keputusan Menternn Kesehatan RI No. 1340 © Menkes 7/ SK / XI1 /2002 perlu
untuk dikaji ulang. Dengan alasan terbanvak adalah masalah kesejahteraan dokter gigi

vang sedang meiaksanakan masa bakti dan setelah melaksanakan masa bakti.

Total

%o

Y00

I

T
S 1en -
Lo
T o0
oo
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5.2.2 Kebijakan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 /
Menkes / SK / XII /2002 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Propinsi
Jawa Timur
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Mutu Nakes dan

Akreditasi, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Hukum dan

tatalaksana Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur beserta jajarannya di dapatkan hasil

sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan dan melaksanakan Kepuiusan Menteri Kesehatan Rl No.
1540 / Menkes / SK / X1 /2002 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tidak
membuat petunjuk teknis dengan alasan :

a. Petunjuk pelaksanaan dari Departemen Kesehatan Rl tidak ada

b. Secara periodik sudah memberikan pembekalan pada tenaga medis yang
lulus dan akan melaksanakan registrasi.

€. Dengan otonomi daerah, Kabupaten/ Kota punya kebijakan yang tidak bisa
disamaratakan dalam satu petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan.

2. Untuk menjabarkan dan melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540 / Menkes / SK / XH /2002 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur tidak
membuat petunjuk pelaksanaan dengan alasan :

a. Karena petunjuk pelaksanaan dar Departemen Kesehatan RI tidak ada
b. Supaya tidak timbul salah persepsi.
¢. Kewenangan Dinas Kesehatan Propinsi sudah jelas

3. Untuk menjabarkan dan melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540 / Menkes / SK / X1I /2002 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur membuat
alur pelayanan vaitu alur registrasi dan alur untuk pembuatan Surat Penugasan

sebagai berikut :
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Dekan FK/ FKG melaporkan peserta didik vang iulus secara kolekuf

Maks. 1 bulan sejak penerbitan yazah/
Surat Keterangan Kelulusan

Ne Dinas Propinsi dimana FK/ FKG berada
{ Sub Dinas Pemberdaya Sumber Dava,
Seksi Penmgkatan Mutu Nakes dan Akreditast )

Didata
Tenaga Nedis ( Drf Drg) « Kelengkapan Persyaratan
]

L

Melapor ke Sub Dinas PSD Dinas Kesehatan Propinsi

@ Maks. 1 bulan

Repstrast

i 1 mmgeu

Nomror Regastrasi * Kartu Registrast { Sesuai petunjuk dari Biro Kepegawatan
Seten Depkes RI}

5.1 Alur Repastrasi Tenaga Medis

Dokter / Dokter Gigt

ey

Mengajukan permohonan Surat Penugasan ke Dinkes Propinsi

Sub Dinas Pemberdayaan Sumber dava Dinas Kesehatan Propins
[ Proses Surat Penugasan 3 har

Nota Dinas ke Kepala Dinas Keschatan Propinsi

@ | hari

Penandatanganan Surat Penugasan

i
J ]7 36 han

Surat Penugasan diberikan kepada vang bersangkutan

5.2 Atur Untuk Mendapatkan Surat Penugasan Ragi Tenaga \edis
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4. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bukt lapor dan surat
registrast untuk dokter gigi vang memilih peminatan PT'F Daerah dan Cara Lain
adalaly
a. PFoto copyv azah vang sudah dilegalisir | lembar
b, Foto copy Lafal Sumpah | lembar
¢ Surat sehat dari dokter Pemerintaly 1 lembar
d. Foto hitam putib vkuran 3 X 4 =4 lembar

IFoto copy surat nikah (apabita sudah mentkah) vang sudah dilegalisir |1

27

lembar

LA

Persvaratan vang harus dipenubi untuk mendapatkan bukti lapor dan surat
registrast untuk dokter gigl vang memihh pennnatan PTT Pusat adaiah

a. Surat pennohonan ke Biro kKepegawaian Depkes R dibuat rangkap 3

b, Fonm Dafiar Rrwavat Hidup rangkap 3

¢, Form Surat Pernvataan rangkap 3

d.  SKCOK (Surat Keterangan) dan Polres setempat 1 ash. 2 Fote copy

dilegalisir

@

Kartu Kuning dan Departemen 1enaga Kena | asli. 2 Fowo copy dilegalisir

t. Surat sehat dari dokter Pemenintah 1 aslt. 3 Foto Copy dilegalisir

Foto hitam putili ukuran 4 X 6 = 12 lembar, 3 N 4 = 7 lembar

)

h Materar 6060 3 bugh

} Map Kunming 3 buah

1} boto copy ijazah vang sudah dilegalisit sebanvak 3 buah

k. toto copy latal smmpah vang sudah diiegalisir sebanvak | buah

Foto copy surat mkah bag vang sudah menikah dilegalisir sebanvak 4

buah
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6.  Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bukti lapor, surat registrasi
dan surat keterangan menunda masa bakti untuk dokter gigi vang memilih
peminatan menvnda masa bakti karena ingin melanjutkan pendidikan baik
Spesialis maupun Master adalah sama dengan persyaratan apabila memiiih masa
bakti PTTD dan Cara Lam.

7. Kriteria sarana pelayanan keschatan swasta vang bersifat sosial diluar ibukota
Negara dan atau diluar ibukota Propinsi vang bisa dipakai untuk melaksanakan
PTT Cara Lain adalah sebagai berikut
a. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tersebut benjin
b. Mempunyai Struktur Organisasi yang jelas
¢. Ada rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/ Kota setempat

8. Knteria untuk sarana pelayanan kesehatan milik Pesantren dan Lembaga
Keagamaan adalzh sebagai berikut :

#. non profit

b. berijin

¢. hanya melayani intemn Pesantren dan atau anggota Lembaga Keagamaan
terseburt

d. Jumiah santri dan atau anggota Lembaga Keagamaan tersebut minimal 500
orang

9. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Surat Penugasan bagi
dokter gigi yang memilih peminatan PTT Daerah adalah :

a. Foto copy Surat Registrasi
b. Surat Pernyataan
¢. SK Bupati / Walikota

d. Surat Tugas dan Dinkes setempat (SPAIT)
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Foto copy ijazah yang sudah didegalisir

=

. Foto mtam putih ukuran 4 X 6 = 3 {embar

Kontrak Kena

s

i0.  Persvaratan vang harus dipenuhi unuk mendapatkan Surai Penugasan bagi
dokier g vang memiih peminatan PTT Cara Lam adaiah :
a. Foto copy Surat Registrasi
b, Surat Pernvataan
c. SK pengangkatan dan instanst tempart bekerja

d. Surar Tugas dan instansi iempat bekerga

e. Foto copv ljazah vang sudah dilegalisir

. Foto mtam puth ukuran 4 X 6 = 3 lembar

¢. Kontrak Kerja dengan nstanst tempat bekerja

h. Rekomendast dart Dinas Keschatan Kabupaten / Kota setempat

11, Uniuk yang memitih pemmatan P11 Pusat apabila persyaratan bukti iapor dan

surdl Tegisiras) sudair dipentdn maka segera akan diterbikan Surat Penugasan.

I

Surat Kepuiusan Masa Baku untuk pemunatan PTT Pusat dibuat oleh
Departemen Keschatan

13 Surat Keputusan Masa Bakti untuk pemiatan PT1T Daerah dan Cara Lain
diberikan apabila sudah melengkapi persyaratan sebagai berikut

a. Surat Perjanjian kontrak kena

b. Pengantar dan instansi sctempat

¢ Pengantar (Rekomendasi} dart kepata Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota

d. Foto copy bukti lapor dan Registrasi

¢ hazah

I, burat Pernvataan Miclaksanakan Tugas
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-

g. Foto ukuran 4 X 6 =2 lembar
14. Surat Keputusan Masa Bakti untuk peminatan PTT Cara Lain sebagai Staf
Pengajar adalah sebagai berikut :
a. Surat Keputusan sebagai tenaga pengajar
b. ljazah
¢. Foto copy bukti lapor dan Registrasi
d. IPK=min 2,75
¢. Pengantar dant Dekan / Rektor
f. Data formasi dan kebutuhan dosen

2. Persetujuan masa bakti dari Kopertis

5.2.3 Sosialisasi Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / XII

12002

Wawancara dengan Kepala Seksi Peningkatan Mutu Nakes & Akreditasi
beserta jajarannya hasilnya adalah Sosialisasi kepada Institusi pendidikan yang dalam
hal im adalah Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur adalah dengan
mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Fakultas Kedokteran Gigi segera setelah
kebtjakan tersebut turun dan mendapatkan sosialisasi dari pihak Departemen
Kesehatan RI yang kemudian ditindak lanjuii dengan mengundang Fakultas
Kedokteran Gigi untuk sosialisasi Keputusan Menteri Keschatan RI No. 1540 /
Menkes / SK / Xil /2002.

Sedangkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas
Kesehatan Propinsi Jawa Timur didapatkan hasil bahwa Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota seluruh Propinsi Jawa Timur diundang ke Dinas Kesehatan Propinsi

lawa Timur untuk mendapatkan sosialisasi Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
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1540 / Menkes / SK / XII /22002, Kemudian ditindak lanjuii dengan mengundang
Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota ke Propinsi masih

berkaiian Juga denyan sosishisast Keputusan Menten Keschatan RI No, 1540 7

nienikes / SK /7 Xil /2002, Thmana sebeium pertemuan rersebut Dinas Kesehatan
Propinsi jawa Timur sudah mengirimkan kebijakan tersebut teriebih dahuiu.

Tabel 5.4 [Pclaksanaan Sosialisasi  keputusan Menten Kesehatan RI No. 1340 /
Menkes / SK ¢ X1 /2002 oleir Dwas Kesehatan Propinsi lawa Timur
tahun 2005

Ny Respohdl—flim ' ; Jawaban 1'cspoﬁdé1'1 “Total |

: e T
_ . = 2% B % B B R
__|._ Dinas Kesehatan Kab, 1\_013* s 7‘89* i i
.2, . Fakultas Kedokteran Gigr i 2 ERCHRIET 35

Dan tabel 5.4 terbhat bahwa sebanyak 667 % Fakulias Kedokteran Gigi
pernah mendapatkan sosiaiisasi Keputusan Mentert Kesehatan RI No. 1540 7 Menkes
i SK ¢ Xii /2007, dimana 1 (satu) responden (33.3%) mengatakan mendapatkan
sosiaiisast dari Dinas keschaian Kabupaten sctempat ineialui tatap muka, sedangkan
33.3 % memdapaikan soskaiisast dan Disas Kesellaian Propmnst Jawa Timur meialui
Surar Pemberitahuan. Untuk responden vang tidak pemah mendapatkan sosialisasi
sebanvak 33,3 %.

Hasil yang dapat dilihat dari tabel 5 4 untuk Dinas Keschatan Kabupaten /
Kota di Propinsi Jawa Timur adalah sebanyak 78.9 % pemah mendapatkan sosialisasi
oieh Dinas kKesehatan Propinst Jawa Timur, sedangkan vang menjawab tdak pernah

sepanvak 21.1 % Kemudan unruk vang pemah mendapatkan sosialisasi dilihat

bagaimana sosialisasi tersebut dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.5
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Tabel 5.5 Kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Kesehatan Ri No. 1540 / Menkes /
SK / XII /2002 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinst Jawa
Timur kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota tahun 2603

No. Sosialisast melalui Frekuensi Persen =
[. Tatap muka 3 20
2. | Surat Pemberitahuan : 4 26,7
3. | Tatap muka & Surat | 8 { 533
| Pemberitahuan : :
Total ' I35 't 100

Dari tabel 55 dapat dilihat bahwa sebanyak 533 % responden mendapatkan
sosialisasi melalui tatap muka dan surat pemberitahuan.
Tabei 5.6 Sosialisasi Keputusan Menter Kesehatan RI No. 1340 / Menkes / SK / XII

/2002 yang diterima oleh lulusan dokier gigi pada saat mabasiswa di Prop.
Jawa Timur

P N ¢ Pelaksana Sosialisass . Jawaban responden [ Total
' [} il ™" e il .
| x L ool el | o
[k Ql_@ih_escha_tan Propinsi Jawa Timur 1 7 | 8 | 81 | 09| 88 | 100 |
[ 2. T Institusi Pendidikan (FKG) 16 1182 1 727780.7 [ 88 | 100 |
[ 3. T Organisasi Profesi 8 1 9.1 80 1838788 1100

Terbhat d1 fabel 5.6 bahwa julusan dokter gign lebih dari 80 % udak pemah
menerima sostalisasi Keputusan Menten Kesehatan RI No. 1540 / Menkes 7/ SK / X1
/2002 baik dan Dinas Kesehatan Propinsi, mstitusi vang dalam hal ini adalah Fakuitas
Kedokteran Gigi maupun organisasi profési (PDGI).

Tabel 3.7 Pelaksanaan Sosialisasi  Keputusan Menteri Kesehatan Ri No. 1340

Menkes /7 SK / XII /2002 oleh Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota di
Propinsi Jawa Timur tahen 2003

| No | Yangmendapat sosialisasi  : _ lawabanresponden  :  Total |
' : 5 Ya . Tidak |

| B B L LSRR
N |f>arana Pelayanan Kesehatan | 14~ 737 | 5 263 19 | 100 |
"2 ! Organisasi Profesi 10 -326 9 474 19 1100 |

Supava pelaksanaan kebiakan 1m dapat berjalan dengan lancar maka
diharapkan pihak-pihak vanyg terkaif di dalam kebijakan tessebut tahuy dan memahams

serta dapar melaksanakan dengsn batk. maka diperiukan adanya sosialisasi kepada
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pihak-pthak tersebwr. Pihak-pibak yang terkait Iangsung dengan pelaksanaan
kebijakan ini adalah Sarana Pelayanan Kesehatan dan Organisasi Profesi yang dalam
hal ini adalah ID] dan PDGI. Pelaksanaan sosiahsasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
/ Kota untuk melaksanakan kebijakan tersebut kepada Sarana Peiayanan Kesehatan
dapat dilihat pada abel 5.7 telah dilaksanakan oleh sebanyak 73,7 % dari 19 Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan pelaksanaan
sosialisast kebijakan tersebut kepada organisasi profesi dilak sanakan sebanyak 52.6 %

dari 19 Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur.

5.2.4 Koordinasi dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540 / Menkes / SK / X1l /2002 di Propinst Jawa Timur
Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur adalah
dengan mengundang Kepaia Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota se Propinsi Jawa
Timur dan Fakulias Kedokteran Gigi yang ada di Propinsi Jawa Timur segera setelah
kebijakan tersebut diberlakukan, untuk kemudian membuat Kesepakatan bersama
dalam kniteria pelaksanaan PTT Daerah dan Cara Lain.
Tabel 5.8 Gambaran pelaksanaan koordinasi vang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kab./Kota dengan Dinas Kesehatan Propinst daiam pelaksanaan kebijakan
masa bakti, di Propinsi Jawa Timur tahun 2003

{ No. Pelaksanaan Koordinasi Frekuensi Persen
i 1. "Ma i 1 57.9
1 2. i Tidak 8 421
P iTonl L . 19 e 00

Dari tabet 5.8 dapat dilihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota vang
melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dalam peiaksanaan masa

bakn dokrer gig adalah sebanyak 57.9 %.
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Tabel 5.9 Gambaran pelaksanaan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kab./Kota dengan organisasi profesi (PDGI) dalam pelaksanaan kebijakan
masa bakti, di Propinsi Jawa Timur tahun 2003

No. Pelaksanaan Koordinast Frekuensi i Persen :
I. | Ya 12 ? 63.2 §
2. | Tidak 7 : 36.8 %

Total 19 | 100 |

Koordinasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan
organisasi profesi yang dalam hal ini adalah Persatuan Dokrer Gigi Indonesia (PDGI)
adalah dengan mengadakaan periemuan dengan mengundang organisasi profesi yang
salah satunya adalah PDGI untuk membahas mengenai masa bakti dokter gigi dan
mengikut sertakan PDGI dalam pembinaan dan pengawasan dokter gigi vang prakuk
mandin dan vang sedang melaksanakan masa bakf. Yang melaksanakan kegiatan

terscbut scbanvak 63,2 % Dinas Keschatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur.

5.3 Pengetahuan dan Perhatian Institusi Pendidikan terhadap Keputusan
Menteri Kesehatan Ri Neo. 1540 / Menkes / SK/ X11 /2002
Institusi pendidikan yang dalam hal ini adalah Fakuitas Kedokteran Gigi di
Propinst Jawa Timur sebagai pencetak dokter gigi diharapkan mau memikirkan nasib
lulusannya. dengan membenkan informasi mengenai  peraturan vang berlaku, serta
peluang kenja vang ada.

Tabel 5.10 Gambaran pengetahuan Institusi pendidikan mengenai Keputusan Menten
Kesehatan RI No. 1340/ Menkes / SK / X11:2002

‘No.: . fawaban 1 Frekuemsi |, Persen |
L. Ya 3 100
- 2. Tidak 5 =

" Total 3 i 100

Dari tabei diatas dapat dilihat bahwa semua (100 %) insutusi pendidikan yang
dalam hal 1mi adalah Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur tahu adanva

pemberlakuan Kepiusan Mentert Kesehatan R1 No, 13407 Menkes / SK 7 XH/2002.
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Bentwk perhatian dari Fakultas Kedokieran Gigi terhadap Keputusan Menteri
Kesehatan R! No. 1340/ Menkes / SK 7 XI1/2002 adalah dengan memberikan
sosialisasi kebijakan tersebut kepada para mahasiswanya dan melaksanakan pelaporan
kepada Dinas Kesehatan Propinsi mengenat jumlah maiasiswa vang lulus untuk tiap
pericdenya.

Tabel 5.t 1Gambaran perhatian Fakuitas Kedokteran Gigi icrhadap mahasiswa datam

rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 13307 Menkes /
SRR 7008,

No Kegiatan vang dilaksanakan  Pemyataan responden Totai
Ya Tidak
L %o A "o o %
1. Sosalisass T 1 g | (T8
2. Pelaporan kelulusan 3 100 - - 3 100

Tabel 5.11 mengpambarkan bahwa scmua Fakuitas Kedokteran Gigi di
Propinst Jaws Thnue melaksanakan sosialisasi Menteri Kesehatan RI No. 1540/
Nenkes ¢ SK 7 NI172002 kepada mahasiswanya. 1api dengan alasan yang berbeda-
heda.  Ada institusi yang menjawab alasan pelaksanaan sosialisasi adalah - sckedar
untuk pengetahuan mahasiswa:  untuk memahami Keputusan Menten tersebut,
sehiingga dapat memahami segala prosedur yang harus ditempub | serta supaya dokter
gigi barn mendapat informas dzie.mivdaerah vang masth membutuhkan dokier gigh.

Dari tabal 5.11 juga dapat dilihat bahwa semua (100 %o) institusi pendidikan
vang dalam hat ini adalah ¥akultas Kedokteran Gigi di Propmsi fawa Timur telab
melaksanakan pelaporan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berkaitan
dengan peiaksanaan keputusan Menteri Keschatan RT Ne. 15407 Menkes ¢ Sk /

X{ 2002,
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S.4 Pengaruh  pengetahuarn, Kkarakteristik  (jenis  kelamin), tempat
melaksanakan masa bakti dan prosedur dan prasvaraf pengurusan masa
bakti lulusan dokter gigi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri
Keschatan RI Ne. 15340 / Menkes / Six / X11 /2002

Pengesahnan dan julusan dokter gigl mengenai kebijakan masa baktu dapat
difihat pada tabel 5.12 :

ldbel 3. |" 2 Gambaran Pengetahuan lulusan dokter gigl tentany kebijakan masa bakt

: Pernyataan responden Total
P No | Ya i Trdak i
: ' Hal-hal yang diketahui N “-'o“‘;"-_ ; 8 i S 0
1. | Kepmenkes Rl No. TN G |8,2'%""$§$%"?""i(){)5
1540/Menkes/SK/XH/2002 Ll
' 2 | Peraturan PTT 84 955 4 14583 7100
i '\\’ajib lapor 68 7 2 ISR 5o R 00
, RRuistasi NG SR 57 STRRSIUSENET, 324800 ':
_ 5. | Surat Penugasan _ 74 841 ; 14 11591 83 1100 °
. 6. | Penundaan Masa bakti 51 58 1371 42 188 100
7. | Masa Bakti 8 100 : : ‘}'é‘s'w"u'a‘o—l
"R iruaqa Bakti Cara t ain B0 3 5 MRS 35l
,___‘} ‘I'\/Tasa Bakti PTT Dacrah iy 00_0‘! 8 9 J RR] f 104) i
- 10| Surat Izin Prakuk & TR gk 5__I,_!__ | 88 1 100 '
1 | Hak dan Kewajiban 41 466 147 1534 __3;3__ 100 | !
. e ™ AL W ! 185 880 | I« [00 |

Keterangan : .

| i = pengetahuan bailk

11, 79 % - 50 % = pengetahuan cukup

Hi. = 49 % = pengetahuan kurang

Dan tabel diatas dapat dihat bahwa pengetahuan lulusan dokter pig
mengenal  kebijakan masa bakti hasiloya baik pada
a. Kepmenkes RE No. 1540/Menkes: SK/XTH2002 (81,8 %o)
b, Peraturan PTT (95,5 %).

C. Registras) (87.3 %)

d. Surat Penugasan (841 %)
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e. Masa Bakn (100 %)

f  Masa Bakno Cara Lain (94.3 %),

g Masa Bakti PTT Daerah {90.9 %)

h Surat [zin Praktik (98 9 %}
Yang pengetahuan cukup adatah mengenai :

a. Wajtb Lapor (77.3 %o}

b. Penundaan Masa Bak11 (38 %)
sedangkan vang pengetahuan kurang adaiah untuk

a. Hak dan Kewajtban vang harus dilakukan apabiia dokter gigi melaksanakan
masa bakti (46.0 %).
Tabel 5.13 dibawah im1 menggambarkan pengetaivan fulusan dokter @iy
mengenal pelaksanaan masa bakti PTTD dan Cara Lain mempcriuas peluang dokter
gigt melaksanakan masa baktinya.

Vabel 3.13 Gambaran Pengetahuan lulusan dokter mgi tentang masa bakti Cara Lam
dan P1TD memperluas peluang dokter gigt melaksanakan masa bakti .

- Pemyataan Responden i Total |
No i Ya | Tidak ! Yafﬁddk

~_ Halhalyangdiketaui | £ % | I ' % S oo e
_ 1. Masa bakti Cara Lain 77l 878 TP 10,2: 2 "23 - gelon
"2 iMasabakti PTTD | 66 ° 75 21 23971 ' 1.l "_s_'i_lom

Responden yang daiam hal ini adaiah iulusan dokier gigi yang menjawab "Ya~
sebanvak 77 (87,3 %) memberikan alasan mengapa Cara 1.ain memperiuas peluang
untuk melaksanakan masa bakti oleh karena :

a. lebih banvak tempat atau alternatif untuk melaksanakan masa bakti.
b. bisa memilih tempari masa bakti sesuai dengan kemngiman.
¢. lebih bebas memilih tempat masa baku,
demikian fuga dengan masa bakti PTTD sebanvak 75 % responden menjawab “Ya

memiiikl ajasan vang sama.
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Pada tabel di bawah ini dapat dilihat sumber informasi lulusan dokter gigi

untuk mengetahui kebijakan masa bakti :

Tabel 5.14 Gambaran sumber informasi tentang peraturan masa bakti oleh lulusan
dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi di Propmsi Jawa Timur tahun

2004
i No | Hal-hal vang diketalui ‘ Sumber Informasé Responden ‘ Toal |
| TR Al | f | | |
i [T % [T 7% 1z %) =z]%|s]%[L:%]| L |%|
7). [Kcpmenkes RINo. 158/ | 11 | 153 ] 25 [347] 6 83 [ 23 [9f2 (28 [5 .69 72 | ]
[Menkew/SK/XI2002 | l l I | I | | [ | l
T2 [Pcrawmandokiect PTT | 15 [ 179] 49 [ 583 ] 5 . 6 | 13 [is3fv w21 12] 8 | 1ol
1 3. Twajib Lapor F17 725 [ 40 [88] 1 5] 8 Tusf-] - 12 297 o8 [ (00 ]
i [ T3 (w2 na 50971 12 " 54 [ 4 [1we{ 313 [ 8 36224 100}
Keterangan :

Skripsi

A = Fakultas Kedokteran Gig:
B = Teman/ kakak kelas

C = Dinas Keschatan Kabupaten / Kota

D = Dinas Kesehatan Propinsi
E = Departemen Kesehatan Rl

F = dan lain-lain (saudara, media cetak, mencari tahu sendiri, punya foto copinya)

Dan tabel 5.14 dapat dilihat bahwa lulusan dokter gigi sebanyak 509 %

mendapatkan informasi dari teman atau kakak kelasnya (B), selanjutnya mendapatkan

informasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur (D) sebanyak 19,6 %, kemudian

mendapatkan infonmasi dari Fakultas Kedokteran Gigi (E) sebanyak 19,2 %.

Pelaksanaan Keputusan Menten Kesehatan R1 No. 1540 / Menkes / SK / XII

2002 dapat dilihat pada tabel 5.15

Tabel 5.15 Gambaran pelaksanaan kebijakan masa bakti oleh lulusan dokter gigi FKG
di Propinsi Jawa Timur tahun 2004

™ Pernvataan responden | Total |
| No | Ya | Tidak | [
| | Hal-hal vang dilaksanakan % 1 =] % | =] %!
| 1. | Wajib lapor 78 |886| 10] 114 | 8 |100]
| 2. | Registrasi 77187511 ] 125 [ 8 | 100!
| 3. | Surat Penugasan 51 58 |37] 42 | 881100}
b 4. | Surat lzin Praktik 121136 76 ] 864 | 88 | 100
| 5. | Masa Bakui 60 16821281 31,8 | 88 100!
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Dalam tabel 5.15 terlihat bahwa lulusan dokter gigi vang melaksanakan wajb
lapor sebanyak 886 %, yang mempunyai Surat Penugasan 58 % dan yang
melaksanakan masa bakt sebesar 68.2 %,

Kemudian dilaksanakan rabulasi antara nilai pengetahuan wajib lapor lulusan
dokter gigi dengan nilas pelaksanaan wajib lapor dapat diihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 5.16 Tabulasi antara nilai pengetahuan dan pelaksanaan wajib lapor oleh

lulusan dokter gigi dari FKG di Propinsi Jawa Timur tahun 2004

Pengetahuwan Pelaksanaan wajb lapor
~ Wajib lapor

Ya - JREmigaie gl W ealiota]
A Thbss g ="
VERE B el L
idak L. g 3% S o0 -«

—_—

789 68 G ORI 1 T AL B8 e | Gl

Dari tabel 5.16 dapart ditihar bahwa fulusan dokter gigi yang paiing banyvak
{94.1 %) 1ahu mengenai wajib iapor dilaksanakan 1 bulan setciah juius dan kemudian
meiaksanakannya. Scdangkan iulusan dokter gigi yang tidak tahu tetapi kemudian
melaksanakannya sebesar 70 Yo.

Tabel 5.77 Tabulasi antara nilal pengerahuan dan peiaksanaan regisirasi oieh luiusan
dokter gign dart FKG di Propinsi Jawa Timur tabun 2004

Pengetahuan Pelaksanaan registrasi
__fegistrasi , Mg A .
Ya - Tidak Totat
Yol S @ e B
Yo e 72 ool Sl o B U
Tidak 4 O W6 60 LG 100

Dari tabel 3.17 dapat diketahui bahwa lulusan dokter gign vang tahu mengenai

¢
ol

registrasi dan kemudian melaksanakan mempunyvar jumlah terbanvak (956
Scdangkan lulusan dokier gigi vang tidak tahu mengenal registrasi tetapt vang

bersangkutan melaksanakan registrast sebanvak 4 orang (40 %),
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Tabel 5.18 Tabulasi antara nilai pengetahuan dan mempunyai surat penugasan oleh
lutusan dokter gigi dari FKG di Propinsi Jawa Timur tahun 2004

¢ Pengetahuan [ Mempunyai Surat Penugasan i
Surat | :
Penugasan | |

| Ya | Tidak | Total !

; T %] z1% ]3] % |
Ya 49 (662 ] 25 {3387 74 | 100 |
- Tidak T 2 T2 85T 4 ¢ aloo |
i 5 ST 3™ (o 47 % 88 ool

Tabel 518 menunjukkan bahwa lulusan dokter gigi vang mempunvai surat
penugasan sebanvak 58 %, sedangkan vang tahu tetapt tidak mempunvar surat
penugasan sebanyak 33.8 %.

Tabel 5.19 Tahulasi nilat antara pengetahuan dan mempunyal Surat Izin Prakuk oleh
lutusan dokier gigi dan FKG di Propinsi Jawa Timur tahun 2004

Pengetahuan | Mempunyai Surat Izin Praktik |

SIP

} Ya | Tidak |  Total |

_ el T [ % e % |
Ya P12 11381 75 [ 82 87 - 100
Tidak - - W% 00 M, 100
P12 1136 ] 76 [ 864 88 100

Dari tabel 5.19 dapat disimpulkan bahwa yang tahu dan mempunvai Surat 1zin
Praknk hanya sebanyak 138 %. Jadi vang tahu tapi ndak mempunvai Surat lzin
Prakuik scbanvak 86.2 %.

Tabel 3.20 Tabulast antara nilai pengetahuan dan pelaksanaan masa bakti oleh lulusan
dokter gigi dari FKG di Propinsi Jawa Timur tahun 2004

Pengetahuan | Pelaksanaan masa bakti
Masa bakti |
‘: Ya | Tidak |  Total |
Rl T | I = B o
Ya 47 1534 | 41 [ 4661 88 100
i I

- 3 - -

|

| |

Tidak B
... .47 (534 ] 41 [466] 88 100
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Pada tabel 5.20 dapat dilihat bahwa sebanyak 53.4 % lulusan dokter gigi tahu

mengenal masa bakti dan melaksanakannya. Sedangkan sebanyak 31.8 % lulusan

dokter gigi tahu mengenai masa bakti tetapi ndak melaksanakannya.

Tabel 5 21 Gambaran alasan [ulusan dokter gigi yang tidak melaksanakan wanb lapor
dan registrasi dari FKG di Propinsi Jawa Timur tahun 2004

| No | Hal-hal vang ' Alasan Total
dilaksanakan A B (& D E
j 5 % [T % i¥| % | = % {Z] % % |2 %
. 1. | Wajib lapor ¥ 40 f1J 30 {1101 2 ] 20 |2 20 - {10 100
| 2. ! Registrasi Lo gl B Lol a2 LasiEe T N 91 | M 100
Keterangan :
A = tidak tahu

Skripsi

B = alasan kesehatan/hamil

C = belum punya pihihan masa bakti/persyaratan belum lengkap

D = langsung kerja

E = malas. repot. belum sempat, sibuk dg kegiatan lain
F = menunggu rekomendasi dari Kadinkes Kab./Kota

Tabel 5.21 menggambarkan bahwa alasan lulusan dokter gigi sebanyak 40 %

tidak melaksanakan wajib lapor adalah karena tidak tahu, demmkian juga pada

pelaksanaan registrast sebanyak 54,5 % tidak melaksanakan registrasi karena tidak

tahu.

Karaktenistik vang dalam hal im adalah jenis kelamin wanita kemungkinan

menjadi salah satu penyebab banyaknya dokter gigi vang tidak melaksanakan masa

bakti. oleh karena lulusan dokter gigi banvak vang wanita dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 5.22 Gambaran lulusan dokter gigi tahun 2003 dari Fakultas Kedokteran Gigi di
Propimsi Jawa Tunur berdasarkan jenis kelamin.

| No i Fakultas Kedokteran Gigi

_ Lulusan dokter gigi

! Pria Wanita | Jumlah
‘. T1 % = [ % |
1. i Universitas Airlangga 2712417 85 1759 112
2. ¢ Umversitas Jember 1012041 39 {7956 49
3. ! Universitas Hang Tuah 1 23167 10 ;833 12
' Total 9125 13417750 113

Sumber © data dari Fakultas Kedokteran Gigi Unwversitas Airlangga. Universitas Jember dan

L'miversiias Hang Tuah
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Dari tabel 5.22 terlihat bahwa lulusan dokter gigi sebanyak 77.5 % adalah
wanita sedangkan pra hanya 22,5 %.

Dari hasil kuesioner yang dikinmkan kembali oleh 88 responden terlihat
pelaksanaan masa bakti dan pemilihan masa bakti berdasarkan jenis kelamin pada
tabel 5.23.

Tabel 5.23 Pelaksanaan masa bakti dan pemilthan masa bakti berdasarkan jenis

kelamin oleh lulusan dokter gigi tabun 2003 dari Fakultas Kedokteran Gigi
di Propinsi Jawa Timur

Clemis 0z " Yang melaksanakan masa bakti " Ygbelum | Keterangan
- kelamun Lo e TP R W chiksanakan
- Responden -, PITP - ;. PTTD €L Towl = masabaki
. L % ) % X % PR ) Y
Pria 14731333 2 222 004 M4 9 643 5 . 357  2orgdaftar unggu PTTP
Wanita 7411 0289 20 526 7 184 38 © 514 36 7 46 I6 org sdh bekerja tp belum
: ' ; mempunyai SP.
e T ! ; ! . 2 org daftar tunggu PTTP
88 14 ! 298 ° 22

468 0 11 0 234 47 534 41 . 466

Sebanyak 14 (159 %) responden adalah pria sedangkan yang 74 (84 %)
adalah wanita. Dar1 88 reseponden dapat dilthat bahwa yang sudah melaksanakan
masa bakti adalah sebanvak 47 orang (53,4 %). Dari 14 orang pria, ¢ (64.3 %) orang
vang sudah melaksanakan masa bakti. Sedangkan dan 74 orang wanita 38 (51 4 %)
sudah melaksanakan masa bakti. Ada sebanyak 16 orang wanita yang sudah bekerja
tetapt belum mempunvai Surat Penugasan, dan 2 orang wanita merupakan dafiar
tunggu PTT Pusat.

Tabel 5.24 Gambaran pendapat lulusan dokter gigi bahwa banyaknnya lulusan dokter
gigi wanita menyebabkan banvak yang tidak melaksanakan masa bakti

' No. | ~ Jawaban B | BFeidns B Persen |
e e RIS
2. Tidak z 24 50 |
| Total 1 88 100 |

Dari hasil tabulasi kuesioner di atas didapat data bahwa sebanyak 50 %
responden menyatakan bahwa banyaknya lulusan dokter gign wanita menyebabkan

banyak vang tidak melaksanakan masa bakti.
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Tabel 5.25 dibawah ini menggambarkan kemungkinan hambatan pelaksanaan

masa bakti oleh dokter gigi.

Tabel 5.25 Gambaran kegiatan vang menghambat pelaksanaan masa bakti lulusan

dokter gigi dari FKG di Propinsi Jawa Timur tahun 2004

! Pernyataan responden - Total
N j Ya : Tidak Tdk tahu | Ya/Tid
Q : : ok
Kegiatan vang dilaksanakan =~ X ™ B % % [z] % z %
1. | Mencart tempat masa bakti sulit -~ 70 | 79,5 = 16 182 | 2 |23}-: - 88 100
2. | Mencan tempat masa bakti CL 70 79.5 13 148 | s 157]|- - 83 100
sulit ' 5
3. | Mencari tempat masa bakti 67 [ 761 i 14 | 159 17 | 8 |-1 - 88 | 100
PTTD sulit ' ; i
4. | Prosedur & Prasvarat sulit 47 534 - 33 375 8 |91 |- - 88 100

Pada tabel 5.25 dapat dilihat kegiatan yang menurut sebagian besar responden
sulit adalah -
a. mencari tempat masa bakt (79,5 %)
b. mencari tempat untuk masa bakti Cara Lain (79,5 %)
¢. mencari tempat masa bakti PTTD (76,1 %).
d. Prosedur dan prasyarat (53,4 %)
Jadi kesimpulannya bahwa kegiatan untuk melaksanakan masa bakti adalah sulit.
Tabel di bawah ini adalah 'mengenai pendapat lulusan dokter gigi tentang
pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/X11/2002.

Tabel 5.26 Gambaran pendapat lulusan dokter gigi dari FKG di Propinsi Jawa Timur
tahun 2004 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

1540/Menkes/SK/XI11/2002
t : Pernyataan responden Total |
| No ! : Setuju Tdk setuju
i | Kegiatan yang dilaksanakan T 0% v o b o
i 1. 1 Wajib lapor 66 75 22 25 88 100
! 2 | Registrasi 65 739 23 261 | 88 100
i : T
| ‘i Perlu Tdk Perlu ¢
{ 3 | Surat Penugasan 69 78.4 19 | 215 i 88 100
| 4 ! Surat lzin Praknk 73 83 15 17 1 88 | 100
t 5. ¢ Penundaan Masa Bakti 43 489 45 51,1 0 88 100
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Pada tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden (75 %) menyatakan
setuju untuk pelaksanan wajib lapor, demikian juga dengan pelaksanaan registrast
sebanyak 73.9 % menyatakan setuju. Sedangkan yang menyatakan periu adanya Surat
Penugasan sebanyak 784 % responden dan menganggap perlu Surat 1zin Praktik
sebanyak 83 %. Untuk pelaksanaan Penundaan masa bakt sebanvak 439 %
responden metyatakan pertu dibertakukan untuk alasan melanjutkan pendidikan batk

Spesialis maupun Magister.

5.5 Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 /Menkes /SK/XII
/2002 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur

Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur sebanyak 789 %

telah mendapatkan sostalisas) kebijakan tersebut dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa

Timur. Dalam  pelaksanaan  Keputusan  Menten  Kesehatan Rl No.

1540/Moenkes/SK/XH/2002 ada beberapa hal vang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Kabupaten / Kota dapat dihhat pada tabel 5.27.

Tabel 5.27 (Gambaran pelaksanaan Kepufusan Menten Kesehatan Rl No. 1540/
Menkes /SK/X1172002 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota Prop.
Jatim th 2003
o f i B— ¢ & , Pernvataan respéﬂ@u ‘E-_Toté]- _"‘f
; No e !
kegiatan yang dilaksanakan Ty

v ——— e

' ogh s MO, - v og |

" Mengangkat dokter gigs sebaam PTTD

A
5 26314 737 .19 100 |
3 105,17 85 19 100 |

| Memberi rekomendasi untuk masa bakti Cara Lan
' Melapor jumiah SIP/S yang dikeluarkan L6 (316113 684 19 100

1.
&)
L

Dalam peiaksanaan kebijakan tersebut vaitu mengangkat dokter gigi sebagai
PTTD dilihat pada tabel 526 terkhat bahwa sebanyak 263 % Dinas Kesehatan
Kabupaten ¢ Kota vang telah mclaksanakan sedangkan sehanvak 73.7 % bclum

mengangkat dokter gigs sebagat PTTD dengan alasan
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a. Pemerintah Daerah belum mampu menggaji dokter gigi, oleh karena anggaran
daerah terbatas dan tidak ada alokasi ( 35,7 %)

b. masth dalam taraf pengkajian (7.1 %)

c. formasi dokter gigi sudah cukup (14,3 %)

d. tidak ada permohonan dari lulusan dokter gigi (7.1 %}

Untuk pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan masa bakti Cara Lamn pada
tabel 5.26 terlihat 10,5 % responden yang sudah melaksanakan sedangkan 89.5 %
belum pernah memberikan rekomendasi kepada dokter gigi untuk mclaksanakan masa
bakti Cara Lain dengan alasan :

a. belum ada yang mengajukan atau permintaan dari dokter gigt (37,5 %

b. mekanisme ini sebelumnya belum pernah ada (6,23 %)

¢. beranggapan bahwa Dinas Kesehatan mengeluarkan rekomendasi untuk
institus yang menerima atau mengangkat bukan perorangan (6,25 %)

Pelaksanaan laporan mengenai pemberian SIP/S dapat dilthat pada tabel 5.26,
sebanvak 31,6 % Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota melaporkan kepada Dinas
Kesehatan Propinsi mengenai penerbitan Surat Izin Praktik, selebihnya (68,4 %) tidak
pernah melaporkan dengan alasan tidak ada kewajiban untuk itu, belum ada

permintaan resmi atau tertulis untuk itu.

5.6 Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes /SK
/XH172002 olch Organisasi Profcsi (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) di
Propinsi Jawa Timur

Organisasi profesi sebagai mitra pemerintah diharapkan ikut berperan aktif
dalam melaksanakan kebijakan yang mengatur berbagai kegiatan vang berkaitan

denyan anggotanva. Sebanyak 70 % responden yaitu ketua Cabang Persatuan Dokter

Skripsi EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI... SHINTA SAWITRI



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
96

Gigi Indonesia di Propinsi Jawa Timur mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi
Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/XI1/2002 dari Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota setempat. Sehingga akhimya mereka juga tidak dapat
mensosialisasikan kebijakan tersebut pada anggotanya.

Tabel 5.28 Gambaran pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/

Menkes /SK/XI1/2002 oleh Organisasi Profesi (PDG) di Propinsi Jawa
Timur tahun 2003

No] Hal-hal vang dilaksanakan ! Pemyataan Respondern !
j I Organisasi Profesi ] Ya I Tidak | Total ]
F. E = | [T % |
[71. ] Sosialisasi pada anggota Esa ORI 700 ] 107 B
[ 2. | Sosialisasi pada mahasiswa FKG v 1 10 ]9 7] 9 [10]100]
[ 3 | Melaksanakan pengawasan dan 9 ' 90 | 1 5 10 |10} 100

l pembinaan ,

[4 | Melaporkan rekomendas: yang dibuat | 5 © S0 | 5 | 50 [10]100 |
! 5. | Melaksanakan pembinaan dan 5 ' 50 [ 50 [0l 100

! pengawasan dg Dinkes Kab./Kota | I |

I 6. | Mengikuti pertemuan dg Dinkes 70070 3 1 30 {101 100

s WL o e— | !

Sedangkan Cabang PDG! yang diwilavahnya terdapat Fakultas Kedokteran
Gigi hanya ada pada Kabupaten Jember dan Kota Surabaya. Untuk PDGI cabang
Jember telah memberikan sosialisasi kepada calon dokter gigi sebelum mereka lulus.
Sebanyak 90 % cabang PDGI telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap dokter gigi yang praktik mandiri dan vang melaksanakan masa bakti. Dan
jumlah tersebut hanya 50 % yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan
bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Yang pemah diundang
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk hadir pada pertemuan vang membahas masa
bakti dan praktik mandiri dokter gigi sebanvak 70%. Cabang PDGI yang melaporkan
jumlah rekomendasi yang dibuat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sebanyak

30 %.
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5.7 Pelaksanaan Keputusan Menteri Keschatan R1 No. 1540/Menkes /SK

1X11/2002 oleh Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur

Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur adalah salah satu Sarana

Pelayanan Kesehatan yang diharapkan melaksanakan kebijakan tersebut utamanya

pada pelaksanaan Cara Lain. Sebanyak 72,7 % tahu mengenai kebijakan Keputusan

Menteri Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/X11/2002 .

Tabel 5.29 Gambaran pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/
Menkes /SK/X11/2002 oleh Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur

tahun 2003
Hal-hal yang dilaksanakan Pernyataan Responden

No Rumah Sakit Umum Ya Tidak Ya/Tidak | Total
W % Z % x % by, LA

1. | Mengangkat / mengontrak dokter 15§ 34,1 | 29 | 659 | - - 44 | 100

gig
2. | Mengangkat dokter gigi untuk 6 13,6 |1 38 | 864 | - - 44 1100
| melaksanakan masabakui o} ) 4]

Pada tabel 5.27 terlihat bahwa Rumah Sakit Umum yang mengangkat atau

mengontrak dokter gigi untuk bekerja di Rumah Sakit pada tahun 2003 sebanyak

34,1 %, dari jumlah tersebut dokter gigi yang menjalani masa bakti hanva

13,6 %.
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BAB 6

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

6.1 Pemerintah

6.1.1 Kebijakan Departemen Kesehatan RI (Keputusan Menteri Kesehatan Rl

No. 1540/Menkes/SK/X 11/2002)

Hasil penelitian menunjukan bahwa sebanyak 60 % responden vang terdiri
dari Dinas Kesehatan Kabupaien / Kota, Fakultas Kedokteran Gigi dan Dinas
Kesehatan Propinsi menyatakan bahwa pasal di Keputusan Menteri Kesehatan R1 No.

1540/ Menkes /SK/ X1 /2002 tidak ada vang bermasalah.

Dinas Keschatan Kabupaten / Kota sebagian besar (684 %) belum
melaksanakan kebijakan ini. Hal 3 dapat dihhat bahwa hanya 26.3 % Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur yang mengangkat PTTD di
dalam tahun 2003, sedangkan yang mengeluarkan rekomendasi untuk Cara Lain
hanva 105 %. Ini dapat dissmpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota
sebagian besar (78.9 %) tahu adanya kebijakan mengena PTTD dan Cara Lain karena
pemah mendapatkan sosialisasi dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, tetapi
pelaksanaannya kurang maksimal, karena kurang memahami isi dan tujuan dari pasal

di kebijakan tersebut sehingga menganggap tidak ada pasal yang bermasalah.

Dari data vang ada terlihat bahwa Fakultas Kedokteran Gigi terkesan
mengabaikan kebijakan im, oleh karena mereka tahu setelah mendapat sosialisasi dan
Dinas Kesehatan tetapi tidak mau memahami dan melaksanakannva. Terlihat dan
hasil FGD dan data vang ada di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur. FKG tidak
melaporkan lulusannyva secara rutin ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur serta

tidak memberikan sosialisasi mengenai masa bakti kepada lulusannya.  Sehingga

88
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menurat mercka (667 %) tidak ada pasal vang bermasalah, bahkan ada vang

menjawab “tidak tabu”™ (33 3 %) karena “ndak pernah membaca kebijakan tersebut”™

O/bj

Semua responden  dari Dinas Keschatan Propinst Jawa  Timur (100
menyatakan bahwa ada beberapa pasal vang benmasalah, dan perlu penjelasan lebih

lanjut karena akan mempengaruln tereapatnva tujian dan diterbukannya kebyakan

masa bakti dan cara lain bagt tenaga medis.

Menurut Pudprahardjo (2003) ada beberapa pendekatan pada ['oficy Review.
untuk kebijakan i vany dipakar adalah pendekatan prediktit yattu cara berpikir yang
mengarah pada kemungkinan-kemungkinan vang akan terjadi apabila kebijakan ini
dilaksanakan. Sedangkan menurut Setvodarmodjo (2003) oleh karena adanya mlai-
nilai luhur yang terkandung di dalam sebuah kebijakan publik vaiu imsur yang
merupakan nilai dalam kebijakan ini dan miair in1 berkatan dengan kepentingan
masvarakat dan Negara. terutama sckali untuk han-han vang akan datang. maka
karena itu kebijakan publik mempunyat sifat vang futuristic, vang ada hubungannya

dengan hari-han vang akan datang.

Hasil dart Poficy Keview adalah adanya rasal vang benmasalah dan kurang
jelas. Apabiia hal w1 tdak segera ditindak lanjut diprediksikan bahwa tingkat
keberhasilan kebyakan masa bakti bagi dokter pigt adalah kecil selingga nila-nila
fuhur vang terdapat di dalamnya nidak akan tercapar. Hasil penehtian menunmpukkan
bahwa kebijakan masa baku my perlu dikap ulang (43,71 %) mengimgat sebanyak 58,1
Y% responden berpendapat masih perlunva pelaksanaan masa bakti bagi dokter gigi.

dengan alasan

a. dokter gigt masth dibuiuhkan karena belum tercukupt hanva dengan dokter

2121 PNS, terutama di dacrah terpencit dan sangat terpencii
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b. untuk pemerataan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta sebagai tanggung
jawab moral sebagai insan profes:, sehingga tidak terjadi ada daerah yang

kekurangan dokter gigi 1etapi ada daerah yang penuh dengan dokter gigi.

¢. Untuk menambah pengalaman supava dokter gigi tahu program Kesehatan

secara umum dan mengetahui kondisi masyarakat secara umum.

d. Untuk wmengabdikan profesinva kepada masyarakat, memnygkatkan
profesionalisme. penguasaan medan atau lingkungan profesi dimana dokter
£igi tersebut bekerja.

e. Untuk pembinaan etika dan protes:

Sedangkan vang berpendapat tidak periu masa bakt bagi dokter gigi sebanyak 41,9 %
dengan alasan ;

a. pemenntah udak bisa menjamin karir dokter gigi sctelah selesal masa baku
dan menghambal jenjang pendidikan ianjutan.

b. pemerintah tidak konsekuen atau tegas tentang P1T°, sehingga lulusan dokter

@i bary bisa ikut PTT isa tidak tanpa sanksi admimstrasi vang jelas.
¢. semestinya masa bakti juga diberlakukan bagi sarjana lain,
d. bekerja biasa sudah sama dengan berbakt,

Dan alasan yang diutarakan oleh para responden bisa ditark kesimpulan
bahiwa pelaksanaan masa bakty untuk dokier gigi masih diperlukan karena memang
saling mengumungkan bagi ke dua beiah pihak baik pihak lulusan dokter ;ngn bisa
menambah pengalaman juga meningkatkan profesionalismenya serta dan pihak
pemenntah chharapkan adanya pemerataan pelavanan kesehatan gigs dan mulut guna
mencapal tingkat kesehatan yang optimal untuk mencapai Indonesia Sechat 2010

Pelaksapaan masa baktu tersebut juga dibarengt dengan Pemenntah  harus
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memperhatikan kesejahteraan dan karier dokter gigi pada saat melaksanakan masa
bakti maupun setelah selesai melaksanakan masa bakti.

Sebagian besar responden (43,1 %) menyatakan Keputusan Menteri Kesehatan
RI No. 15340/Menkes/SK/X11/2002 perlu dikaji utang terutama pada pon :
Kesejahteraan dokter gigi PTT, terutama setelah menyelesaikan masa bakti, sehingga
dibutuhkan kerja sama antara pihak-pihak terkait dengan demikian pelaksanaan masa
bakti dapat berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan yang beriaku
terutama mengenai tempat masa bakti dan pengganan pada pelaksanaan masa bakt
PTTD dan Cara Lain karena banyak pihak swasta yang tidak menghargai jasa dokter
gigi sesual dengan peraturan yang berlaku.
Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/X1/2002 pada
pasal 29 disebutkan mengenar hak tenaga medis sebagar Pegawai Tidak Tetap (PTT),
tetapi tidak disebutkan mengenai besaran yang bisa diterima oleh seorang dokter mgn

apabila melaksanakan PTT.

6.1.2 Kebijakan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/
Menkes ISK/ X11 /2002 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur
Dari hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

tidak membuat Petunjuk teknis dan Petunjuk pelaksanaan untuk menjabarkan dan

melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ Xi1 /2002

dengan alasan :

1. Departemen Kesehatan Ri tidak membuat Petunjuk pelaksanaan
2. Secara periodik sudah memberikan pembekalan pada tenaga medis vang

lulus dan akan melaksanakan regastrasi. Dari hasil FGD didapatkan hasii
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bahwa hanya lulusan Fakultas Kedokteran yang dibenkan pembekajan
sedangkan lulusan Fakultas Kedokteran (igi tidak pernah oleh karena
pthak Fakultas Kedokteran Gigi fidak memberi kesempatan untuk
memberikan pembekaian,
3. Supaya tdak timbul salah perseps!
4. Dengan otonotm daerah, Kabupaten / Kota punva kebijakan yang udak
bisa disamaratakan dalam satu petunjuk 1eknis atau petunjuk pelaksanaan
5. Kewenangan Dinas Kesehatan Propinsi sudah jelas
Dan hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Propinst Jawa Twnur diketalun
bahwa temvata Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tmnur membuat kebijakan
pelaksanaan bagi iulusan dokter gigi berupa prosedur dan prasyarat yang harus
dilengkapi untuk mendapatkan bukt lapor, surat registrasi, Surat Penugasan dan Surat
Keputusan Melaksanakan Masa Bakn, tetapr ndak dibuat tertulis dan disampaikan
pada saat sosialisasi secara hisan. Sedangkan d1 dalam lampiran 2 Keputusan Menten
Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ X11 /2002, persyaratan administrasi yang harus
diserahkan olel tenaga medis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propins: adalah :
1) Surat permohonan untuk registrasi, dengan melampirkan :
a) Foto copy 1jazah vang telah dilegalisir oleh Dekan.
b) Foto copy surat bukii sumpah dokters dokter gign
¢} Surat Keterangan berbadan sehat
d) Pas foto ukuran {(4X6) cm sebanvak 3 (figa) lembar dan (2X3} ¢m sebanvak
2 {dua) lembar
2} Surat permohonan dengan menvebutkan | (satu) jalur vang dinninat vaitu :
a) Penundaan masa bakti.

b} Melaksanakan masa bakti dengan pilihan -
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(1) Sebaga PTT Pusat
{2) Sebagai PTT Daerah Propinsi / Kabupaten/ Kota
¢) Melaksanakan Cara Lam dengan pilihan :
(1) Sebagai Prajurit TN}
(2) Sebaga anggota POLR]
(31 Sebagai PNS
(4) Sebaga Staf Pengajar
(3) Sebagai Karyawan Sarana Pelayanan Kesehatan milik BUMN/BUMD
(6) Sebagai Karyawan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta vang bersifat
sosial
{(7) Scbagai Karvawan Sarana Pelayanan Kesehatan milik Pesantrens
Lembaga keagamaan lainnva
Dengan melampirkan :
1. Foto copy 1jazah yang telah dilegatisir oleh Dekan.

2 toto copy surat bukti sumpah dokier/ dokter gigi

fad

Surat Keterangan berbadan sehat
4 Pas foto ukuran (4X6) cm sebanyak 3 (tiga) iembar dan (3X4) om sebanyak
2 {dua) lembar
5. Surat Nikah bagi yang sudah mentkah
6. Surat Keterangan selesai adaptasi /Ujian Nasional bagi tenaga medis luhisan
luar negen
Pada kebtjakan pelaksanaan yvang dibuat ofeh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur persvaratan untuk mendapatkan bukti lapor dan surat registrasi bagi yang

memihih peminatan PTT Pusat berbeda dengan yang memilih peminatan masa bakti
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PTTD dan Cara Lain, serta untuk mendapatkan Sural Penugasan harus dilampiri lagi
dengan :

1.  Foto copy Surat Registrasi

2. Surat Pernyataan

3. SK Bupati / Walikota (untuk PTTD)

4. SK Pengangkatan dari instansi icmpat bekerja (Cara Lain)

@

Surat Tugas dari Dinas Kesehatan setempat (PTTD)

6. Surat Tugas dari instansi tempat bekerja (Cara Lain)

7.  Foto copy 1jazah yang sudah dilegalisir

8. Foto hitam putih ukuran 4 X 6 = 3 lembar

9. Konfrak kerja dengan instansi terkait

10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota sefempat

(Cara Lain)

Dilihat dan persyaratan yang harus dipenuhi diatas, maka akan sulit bagi
Iulusan dokter gigi untuk memenuhinya, disamping harus mencan tempat untuk masa
bakti dahulu juga harus mondar-mandir apabila yang bersangkutan domisili di luar
ibukota Propinsi. Persyaratan tersebut tidak terdapal di dalam Kepuiusan Menten
Kesehatan Rl No. 1540/ Menkes /SK/ XII /2002, Dan hasil FGD diketahui alasan
diberikan prasyarat ini adalah untuk memastkan bahwa dokter gigi tersebut teiah
mempunyai tempat untuk melaksanakan masa bakti.

Sementara kebijakan pelaksanaan Dinas Kesehatan Propinsi uniuk mencari
tempat masa bakti Cara Lain pada sarana pelayanan kesehatan swasta ada kriteria
vang harus dipenuhi selain harus bersifat sosial dan diluar ibukota Propinsi atau
Negara juga sarana pelayanan kesehatan swasta tersebut harus berijin dan mempunyai

strukiur organisasi yang jelas.
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Sedangkan kriteria untuk sarana pelayanan kesehatan milik Pesantren dan
Lembaga Keagamaan lainnya adalah non profit, benjin, hanya melayani intemn
Pesantren atau anggotan Lembaga Keagamaan tersebut dan jumiah santri atau anggota
Lembaga Keagamaan tersebut minimal 500 orang Kriteria ini menambah sulit
lulusan dokter gigi untuk mencari tempat untuk masa bakt:. Kritena untuk tempat
pelaksanaan masa bakti Cara Lain tersebut juga tidak tercantum di dalam Keputusan
Menteni Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ XII /2002, Dan hasil wawancara
dengan Dinas Kesehatan Propins Jawa Timur hal tersebut diiaksanakan unfuk
memastikan bahwa dokter gigi tersebut benar-benar melaksanakan masa bakti pada
sarana pelayanan kesehatan yang representatif’ atau memadai dan bekerja sesuai

dengan jam kerja di Puskesmas.

Bagi dokter gigi yang sudah mendapatkan tempat untuk meiaksanakan masa
bakti PTTD dan Cara Lain diharapkan juga oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur untuk melengkapi dengan Surat Keputusan Masa Bakti sedangkan yang PTTP
sudah dibuat oleh Departemen Kesehatan R1. Dengan melampiri prasyarat yang sama

dengan yang diminta pada saat mendapatkan Surat Penugasan.

Ketentuan Surat Keputusan Masa Bakti tersebut tidak terdapat didalam
Keputusan Menten Kesehatan Rl No. 1540/ Menkes /SK/ XII /2002. Hal i juga
merupakan kebijakan pelaksanaan tidak tertulis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Timur dengan alasan supaya tertib administrasi dan didapat data
pendayagunaan dokter gigi di Propinsi Jawa Timur, karena nantinya sesuai dengan
Keputusan Mentert Kesehatan Rl No. 1540/ Menkes /SK/ X11 /2002 pasal 10 ayat 1
vang betbunyi “Tenaga medis yang telah selesai menjalankan masa bakti diberikan

surat keterangan telah selesai masa bakti oleh Gubemur u.p. Kepala Dinas Kesehatan
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Propinsi “, Dinas Kesehatan Propinsi akan menerbitkan Surat Keterangan telah selesai
masa bakti bagi tenaga medis yang sudah selesai masa baktinya.

Kesimpulanmya kebijakan pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan R1 No.
i 540/ Menkes /SK/ XI1i /2002 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Propinst Jawa Timur
adalah bermaksud baik untuk tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut dan supaya
tertib administrasi, tetapt tidak dibuat seefektif dan seefisien mungkin untuk
dilaksanakan oleh fulusan dokter gigi, sehingga terkesan sulit untuk dipenubn dan
dilaksanakan oleh lulusan dokter gigi, oleh karena banyak persyaratan yang sama

diminta berkali-kali dan tidak tertuhis untuk kemudian disosialisasikan.

6.1.3 Sosialisasi Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540/ Menkes /SK/ Xii

12002

Hasil penelitian menunjukan bahwa 78,9 % Dinas Kesehatan Kabupaten /
Kota mendapat sostalisasi Keputusan Menten Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/
XIJ /2002, sedangkan Fakultas Kedokteran Gigi 66,7 % yang mendapat sosialisasi.
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota terbanyak mendapat sosialisasi melaiui tatap muka
dan Surat pembentahuan sebanyak 53.3 %. Kesimpulan semua Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota dan Fakultas Kedokteran Gigi pernah mendapat sosialisasi
kebijakan tersebut baik melalu1 surat pemberitahuan maupun tatap muka dari Dinas
Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

Lulusan dokter gy lebih dan 80 % tidak permah mendapat sosialisas)
kebijakan tersebut baik dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Fakultas
Kedokteran Gigi dan Organisasi Profess. Kaiau dilthat dan hasil focus Group
Discussion dan hasil penelitian Dinas Kesehatan Propinsi memang tidak pernah

membenkan sosialisasi kepada lulusan dokter gigi pada saat mahasiswa, sedangkan
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Fakunitas Kedokteran Gigi semua memberikan sosialisasi, dan organisasi profesi hanya
sate yang memberikan sosialisasi Keputusan Mentern Kesehatan RI No. 1540/
Menkes /SK/ X1t /2002,

Kesimpulan vang di dapat dilihat dart kaca mata lulusan dokter gigi bahwa
lulusan dokter gig tidak pernah mendapatkan sosialisasi Keputusan Menters
Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ X1 /2002 baik dart Dinas Kesehatan Propms:
Jawa Timur, Fakultas Kedokteran Gig) maupun Organisasi Profesi yang dajam hal ini

adaiah Persatuan Dokter Gig1 Indonesia.

6.1.4 Koordinasi dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan R No.

1540/ Menkes /SK/ XT1 /2002

Dan hasil penchitian terlithat bahwa koordinasi masalah masa bakti dokter gigi
oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa limur dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /
Kota sudah dilaksanakan, tetapi sebaliknya koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten /
Kota dengan Dinas Kesehatan Propinst hanya 57.9 % yang melaksanakan.

Di dalam kebiyakan tersebut dstuliskan pada pasal 41 bahwa * pembinaan dan
pengawasan terhadap tenaga medis vang sedang menjalankan masa bakti atau prakuk
mandirt dilaksanakan oleh Gubemur/Bupati/Walikota dengan mengikul sertakan
organisasi profesi”. Unfuk meiaksanakan kebijakan tersebut Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota periu melaksanakan koordinasi dengan menyelenggarakan
penemuan dengan organisast protesi (PDGT) uniuk membahas mengenai pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan bag dokier gigi vang sedang melaksanakan masa baky
dan praktik mandiri. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh 632 % Dinas

Kesehatan Kabupaten / kota.
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6.2 Pengetahuan dan perhatian Fakultas Kedokteran Gigi terhadap Keputusan
Menteri Kesehatan R1 No. 1540/ Menkes /SK/ X11 /2002

Hasil penelitian menunjukan bahwa semua Fakultas Kedokteran Gigi tahu
mengenai  pemberlakuan  kebijakan  tersebut  dan  kemudian  juga  sudah
mensosialisasikan kepada para mahasiswanya. Tetapt hanya dari kacamata lulusan
hanva 18,2 % dari lulusan dokter gigi vang mendapat sostalisasi kebijakan tersebut
dari Fakultas Kedokteran Gigi. Kesimpulan tidak semua Fakultas Kedokteran Gigi
atau tidak setiap pernode kelulusan dokter gigi diben sosialisasi mengenai kebijakan
tersebut.

Sedangkan untuk pelaporan setiap periode kelulusan semua Fakuitas
Kedokteran Gigi sudah melaksanakan. Tetap1 apabila dihhat dan data vang ada di
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ternyata tahun 2003 hanya 65,3 % lulusan
dokter gign vang dilaporkan oleh Fakultas Kedokteran (igi ke Dinas Kesehatan
Propinsi. Kesimpulan tidak setiap periode kelulusan dokter gigi di laporkan oleh

Fakultas Kedokteran Gigi ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.

6.3 Pengaruh  Pengetahuan, Karakteristik. {jenis kelamin), tempat
melaksanakan masa bakti serta prosedur dan prasvarat pengurusan
pelaksanaan masa bakti lulusan dokter gigi terhadap Keputusan Menteri
Kesehatan R1 No. 1540/ Menkes /SK/ XI1 /2002

Dan hasil penelitian terlihat bahwa pengetahuan lulusan dokter gigi terhadap
kebijakan masa bakti bailk, yang paling banyak tidak diketahut oleh para lulusan
dokter gigi adalah pengetahuan mengenai Hak dan Kewajiban dokter gigi pada saat
menjalankan masa bakti mendapatkan mlai kurang, untuk itu hendaknya mendapatkan

perhatian vang serius untuk segera ditindak lanjuti. Sedangkan vang mendapatkan
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nilai cukup yaitu pengetahuan mengenai wajib fapor (77,3%) dan penundaan masa
bakti (58%) juga butuh perhatian untuk segera mendapatkan penanganan. Tetapt
secara kescluruhan pengetahuan Julusan dokter gigl mengenai masa baktl adalab baik
(81,5 %]).

Menurut WHO (1992) pengetahuan diperoieh dan pengalaman, sclain ita juga
dari guru, orang tua, feman, buku dan media masa. 1lasil penelitian menunjukan
bahwa sumber informasi mengenar masa baktt pada lulusan dokier gigr yang
terbanyak {50.9 %) dan teman atau kakak kelasnya. jadi disint terlihat bahwa peran
alwmni ternyata besar dalam suatu proses sosialisasi. Scdangkan urutan kedua
nformasi tersebut didapat dari [Dinas Kesehatan Propinst Jawa Timar (19,6 %), tetaps
sesuail hasti penelitian dan /-ocws Growp Discussion bahwa Dinas Kesehatan Propinsi
Jawa Timur tidak pernal memberikan sosialisasi kepada lulusan dokter gigi pada saai
mahasiswa dan itu juga terhhat dan jawaban lulusan dokter gign bahwa 90,9 % tidak
pernah  mendapatkan sosialisasi kebijakan tersebut pada saat mahasiswa. Jadi
kemungkinan setelah Iulus lulusan dokter gigi ke Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Tutu, witiuk kemudian dibeni nfvtnas) wcgenan pelaksattaai inasa bakii

Menurut Thoha (1996) taraf pengetahuan mempunyai 7 (tujuh) tingkatan yang
meliputi © mengetahut, mengingat kembali, memahami, menggunakan, mengarahkai,
menyimpulkan, dan mengevaluas). Dan hasi tabulasi nilai antara pengetahuan dan
pelaksanaan Keputusan Menteri Keschatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ X1 2002
didapatkan hasti sebagai bertkui -

{.  Lulusan dokter gigi yang tahu mengenai kebijakan dari wajib lapor kemudian
registrasi terjadi peningkatan sebesar 0.2 %. sedangkan vang tahu dan
kemudian melaksanakan wajib lapor dan registrass juga mengaiami kenaikan.

Hal ini discbabkan karcna pada awalnva mereka yang tidak tahu adanva wajib
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lapor tetapi melaksanakan, sctelab di Dinas Keschatan Propins Jawa Timur
mendapat penjelasan menjadi tahu dan kemudian melaksanakan wa)ib lapor dan

TCRIStrasi.

[ ]

Dari jumiah fulusan dokter gigl vang tahu dan melaksanakan registrasi ferjadi
penurunan (27.3 Y%) dibandingkan pada lvlusan dokter gigl yvang tahu dan
mempunyal surat penvpasan. Hal 1 disebabkan oleh Karena lulusan dokier gigl
yang memilih masa bakti PTTD dan Cara Lain masih mencan fempatl yang
dipcrboichkan untuk meiaksanakan masa bakii atau Cara Lainn. Atau mereka
sudah mendapatkan tempal untuk masa bakii tetapi beium mengurus surat
penigasan.

Nemudian juga tenjadi penurunan (42 %) jumiah Tulusan dokter pigi vang tahu

ek

dan mempunyal Surat 1zin Praktik. Ini disebabkan oleh karena menurut luliisan
dokter gigm udak perlu Surat lzin Praktik bagi dokter gigr vang masih
melaksanakan masa bakt kecunall yang sore han melaksanakan praktik mandurs.
Padahal sesuan dengan Keputusan Menten Keschatan R1 No. 1340/ Menkes /SK/
XI1 72002 pasai 37 avat (4) yang bunyinya “Tenaga medis vang sedang
menjalankan masa baku atau Cara Lain dapat diberikan Surat jzin Praktik
(SIP)”, jadi semua dokter gigi vang sedang melaksanakan masa bakt batk yvang
praktik mandirt maupun vang tidak dapat mempunyat Surat izin Praktik (SIP).
4. Lulusan dokter gigt vang tabu dan melaksanakan masa bakti ternvata belum

semua mempunyal surai penugasan (12,5 %o), hal im1 bisa disebabkan oleh
Karena

a. sudah mengajukan tetapi belum selesal

b, belum bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan surai

penigasal
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¢ tempat masa bakti tidak sesuai dengan kntena yang ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 77,5 % adalab wanita, hasil penelitian
memperiihaikan bahwa meskipun wanita inereka tetap melaksanakan masa bakiu atau
bekerja mi terbukti dengan melihat bahwa dar responden wanita yang bekerja dan
melaksarrakan masa bakti sebanvak 67,6 % sedangkan untuk pria 64,3 %. Jads bukan
hanva wanita vang tidak melaksanakan masa bakti dan bekerja tetapi juga pria. Tetam
karcna lulusan dokter gigi banyak wamita jadi terfihat banyak wanita vang fidak
melaksanakan masa bakii atau bekeria. Sedangkan kalaw diiihat persentasenva hampir
sama antara wanita dan pria yang tidak melaksanakan masa bakti.

Sesual hasil penelitisn menunjukkan babwa mencari tempat imasa baktu PTTD
dan Cara lam suiit karena harus mencari sendin, sedangkan beium semua Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota mau mengangkat atau mengontrak dokter gign meskipun
ada Puskesmas yang belum mempunya: dokter gigi dengan alasan tidak ada dana,
atau alokasi anggaran untuk itu. Untuk Rumah Sakit Umum temyata lebsh memilih
dokter gigi vang sudah berpengalaman untuk diangkat atau dikontrak, Yang juga
dirasakan suiit sehingga menghambat lulusan dokter gigi untuk melaksanakan masa
bakti adalah prosedur dan prasvarat vang diberikan oleh Dinas Kesehatan Propinst
fawa Timur untuk dapat melaksanakan masa bakt PTTD dan Cara Lain. Hal i juga
sesuai dengan hasit Focus Group Discussion (FGD),

Hasil penelitan dapat dilthat bahwa pendapar lulusan dokter gign setuju
dengan pelaksanaan wayb lapor dan registrast. PJan masih menganggap periu adanya
Sural Penugasan dan Surat 1zin Praktik (SIP). sedangkan untuk penundaan masa bakti
dianggap tidak periu, karena hanva iulusan dokter gigi terientu saja vang bisa

menunda masa bakil.
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6.4 Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ XII

/2002 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Keta di Propinsi Jawa Timur

Hasil penelitian terlibat bahwa setelah 1 (satu) tahun diberlakukan secara
efektif kebijakan (ersebut bejum dilaksanakan sepenuhnya oleh semua Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur. Responden yang belum
melaksanakan pengangkatan dokter gigi sebagai PTTD sebanyak 73.7 % dengan
alasan terbanyak (35.7 %) adalah Pemerintah Daerah belum mampu menggaji dokter

gigi, oleh karena anggaran daerah terbatas dan tidak ada alokast.

Demikian juga dengan pemberian rekomendasi untuk Cara Lain banvak (89,5
%) yvang belum melaksanakan dengan alasan terbanyak (37.5 %) adalah belum ada
yang mengajukan atau permintaan dari dokter gigi. Perlu untuk lebih disosialisasikan
kepada sarana pelayanan kesehatan seclain Puskesmas bahwa apabila akan
mengangkat atau mengontrak lulusan dokter gigi untuk melaksanakan masa bakti,
dokter gigi tersebut harus rnempunyai rekomendasi dant Dinas Kesehatan Kabupaten /

Kota setempat.

6.5 Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ XII

2002 oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Propinsi Jawa Timur,

Organisasi Profesi yang dalam hal ini adalah Persatuan Dokter Gigi indoncsia
diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan kebijakan vang ada.
Disamping juga ikut mensosialisasikan kepada para anggota dan calon anggotanya
mengenai kebijakan yang berlaku diharapkan juga ikut melaksanakan kebijakan
tersebut. Yang wmelaksanakan sosialisasi kebiyjakan tersebut kepada anggotanya

sebanvak 30 %o,

Skripsi EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI... SHINTA SAWITRI



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
113

Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah mengadakan pembinaan dan
pengawasan kepada dokter gigi yang sedang melaksanakan masa bakti dan praktik
mandiri diwilayah Kerjanya bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /
Kota. Dari hasil penelitan terlihat bahwa 90 % responden menyatakan telah
melaksanakan kegiatan tersebut sendiri, sedangkan yang bersama-sama dengan Dinas
Keschatan Kabupaten / Kota yang melaksanakan sebanyak 50 %. Terlihat bahwa
separoh dari responden (PDGI) belum melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga

Persatuan Dokter Gigi Indonesia perlu untuk lebih diberdayakan lag.

6.6 Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/ Menkes /SK/ X]1

12002 oleh Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur

Sebagian besar responden (72,7 %) sudah tahu mengenai kebijakan tersebut.
Dalam pelaksanaan ternyata sedikit sekali (34,1 %) kebutuhan Rumah Sakit Umum
untuk mengangkat atau mengontrak dokter gigi selama 1 (satu) tahun. Sedangkan
yang melaksanakan masa bakti hanya sekitar 13,6 %, hal ini disebabkan karena pihak
Rumah Sakit lebih senang mengangkat atau mengontrak dokter gigi yang sudah

berpengalaman.

Dan hasil tabulasi kuesioner didapatkan data bahwa persyaratan perckrutan
dokter gigi di Rumah Sakit sebanyak 31,8 % masih mencantumkan persyaratan yaitu ;
sudah berpengalaman, Pasca PTT, sudah menjalani masa bakti. Dengan adanya
persyaratan tersebut makin terbatasnya  peluang lulusan dokter gigi untuk
melaksanakan Cara Lain. Hal im tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Rl No. 1540/Menkes/SK/XI11/2002.
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6.7 Masukan untuk pelaksanaan Kt.eputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540/Menkes/SK/X11/2002
Dari hasil penelitan, review kebijakan dan Focus Group Discussion
didapatkan masukan sebagai bahan evaluasi Keputusan Menten Kesehatan RI No.
1540/Menkes/SK/X11/2002 dan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Departemen Kesehatan RI hendaknya meninjau kembali Keputusan Menteri
Kesehatan R No. 1540/Menkes/SK/X11/2002, tentang penempatan tenaga medis
melalui masa bakti dan cara lain.

2. Dinas Keschatan Propinsi Jawa Timur meninjau kembali kebijakan pelaksanaan
vang telah dibuat, terutama mengenai prosedur dan prasyarat untuk mendapatkan
Surat Penugasan.

3. Fakultas Kedokteran Gigi memberikan sosialisasi mengenai Keputusan Menteri
Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/ Xi1/2002 kepada lulusan dokter gigi pada
momen penyumpahan lulusan dokter gigi.

4. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Fakuitas Kedokteran Gigi, Organisasi Profesi
(Persatuan Dokter Gigi Indonesia) dan Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa
Timur melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/
X11/2000 sesual dengan ist kebijakan tersebut.

5. Koordinasi yang baik dalam hal ini adalah komunikasi dan informasi antara Dinas
Keschatan Propinsi Jawa Timur dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ X11/2000, demikian juga
antara Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan Organisasi Profesi, dan Rumah

Sakit Umum.
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KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan dan Rekomendasi
7.1.1 Kesimpulan

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/X11/2002 tentang
penempatan tenaga medis melalw masa bakti dan cara lamn, merupakan hasil
perbaikan dari kebijakan sebelumnya dengan mendengarkan berbagai masukan dan
pihak-pihak, yang juga dijiwai oleh pelaksanaan otonomi daerah. Dari hasil
penelitian, ocus Group Discussion dan Policy Review, dapat disimpulkan bahwa :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/X11/2002 di dalamnya ada
pasal yang bermasalah dan belun jelas maksudnya, implementasinya sulit
ditempub dan prediksi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut kecil.

2. Kebijakan pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/
X11/2002 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tiumur berupa prosedur
dan prasyarat untuk melaksanakan masa bakt sulit untuk ditempuh dan dilengkapi
oleh lulusan dokter gigi, kendala terutama untuk memperoleh Surat Penugasan
karena harus ada tempat melaksanakan masa bakti terlebih dahuiu. Kebijakan
pelaksanaan tersebut tidak tertulis dan disyahkan oleh yang berwenang.

3. Sosialisasi Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ Xi1/2002
dilihat dari sis1 lulusan dokter gigi vang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran
Gigt, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia
belum dilaksanakan.

4. Koordinasi yang dalam hal ini adalah komunikasi dan informasi antara [Jinas
Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas

Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tunur belum berjalan dengan baik,
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demikian juga antara Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan Organisasi

Profesi (PDGI) dan Rumah Sakit Umum.

5. Pengetahuan lulusan dokter gigi mengenai Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1540/Menkes/SK/X11/2002 baik, oleh karena peran kakak kelas atau alumni.
Lulusan dokter gigi yang tidak melaksanakan wajib lapor dan registrasi
dikarenakan tidak tahu adanya peraturan tersebut. Pelaksanaan masa bakti dokter
gigi tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin wanita. Lulusan dokter gigi banyak yang
memiiih masa bakti PTTD dan Cara Lain, tetap1 kesulitan mencari tempat untuk
melaksanakan masa bakti dengan cara tersebut, sehingga banyak yang tidak

mempunyai Surat Penugasan dan tidak melaksanakan masa bakt.

6. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Fakultas Kedokteran Gigi. Organisast Profesi
(PDG1), dan Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur belum melaksanakan

Keputusan Menten Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/X11/2002 dengan baik.

7.1.2 Rekomendasi

1. Departemen Kesehatan Rl hendaknya meninjau kembali Keputusan Menteri
Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/X11/2002, tentang penempatan tenaga

medis melalui masa bakti dan cara lain,

2. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur meninjau kembali kebijakan
pelaksanaan yvang telah dibuat terutama mengenal prosedur dan prasyarat

untuk mendapatkan Surat Penugasan.

3. Fakultas Kedokteran Gigi memberikan sosialisasi yang intemsif mengenai
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ X11/2002 kepada

lulusan dokter gigi pada momen penyumpahan lulusan dokter gigi.
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4. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Fakultas Kedokteran Gigi, Organisasi
Profesi (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) dan Rumah Sakit Umum di Propinsi
Jawa Timur melaksanakan Kepuotusan Menteri Kesehatan Rl No.

1540/Menkes/SK/ X11/2000 sesuai dengan 1st kebijakan tersebut.

5. Koordinasi yang baik dalam hal ini adalah komunikasi dan informast antara
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan Fakultas Kedokteran Gigi,
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur dalam
melaksanakan Keputusan Menter1 Kesehatan Rl No. 1540/Menkes/SK/
X11/2000, demikian juga antara Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan

Organisasi Profesi, dan Rumah Sakit Umum.

7.2 Saran
1. Untuk Departemen Keschatan RI hendaknya dalam waktu dekat menerbitkan

petunjuk tekms pelaksanaan kebijakan tersebut

2. Dinas Kesehatan Propinst Jawa Timur membuat kebijakan pelaksanaan secara
tertulis mengenat Surat Penugasan dapat diperoleh setelah mendapatkan tempat

masa bakti.

3. Dinas Keschatan Propinsi Jawa Timur bersama-sama dengan Fakultas Kedokteran
Gigi memberikan sosialisasi kepada mahasiswa FKG mengenai peraturan yang

berkaitan dengan pelaksanaan masa bakti dokter gigi.

4. Pada tingkat Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mau

memfasilitasi tempat masa bakti dokter gigi baik untuk PTTD atau Cara Lam.
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5. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota mengupayakan untuk meningkatkan peran dan
komitmen organisasai profest (PDGI), dengan cara selalu mengajak organisasi
profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap dokter yang
melaksanakan masa bakti dan praktik mandin.

6. Rumah Sakit batk pemenntah maupun swasta di Kabupaten / Kota dihimbau untuk

mau menevima dokter gigi melaksanakan masa bakti.
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Lampiran |
KUESIONER UNTUK DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA TIMUR

Kuesioner ini dipergunakan dalam rangka penelitian dengan judul
EVALUASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R1I NO. 1540/
MENKES/SK/X11/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI

MASA BHAKTI DAN CARA LAIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
MASA BAKTI BAGI LULUSAN DOKTER GIGL

PETUNJUK PENGISIAN ;

1. Pertanyaan terbuka
Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

2. Pertanyaan tertutup
Berilah wanda lingkaran ( O ) pada pilihan vang saudara anggap paling sesuai
dengan keadaan saudara yang sebenarnya.

1. IDENTITAS RESPONDEN

il NElERResponden - S TR | Ui SN G
2. Umur . . tahun

3. lJenis kelamin . a. Lak - laki b. Perempuan

Ao Tabdlaiiime B i ... 08 0o AT oS
5. Lama bekerja OO . 5 tahun ................ bulan

6.  Instansi RO o R e
M Alamat SIETSE — 00 e . T
8  No. tilpun T plantor ... W Hisssasst i o .. .

. EVALUASI PELAKSANAAN KEBWJAKAN

1. Apakah ada pasal-pasal di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1540/
Menkes/ SK/ X11/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bhakt
dan Cara Lain tersebut yang belum jelas dan saling bertentangan ?

a) Ya b) Tidak
Mohon disclsutiam ..o 3. .. ... T N e W

2. Untuk menjabarkan dan melaksanakan kebijakan tersebut apakah Dinas
Kesehatan Propinsi Jawa Timur membuat Petunjuk Teknis ?
a) Ya, yang menetapkan ...

by Tadak, alasannva ... oo e
3. Apakah Dinas Kesehatan Propinsi membuat Petunjuk Pelaksanaan untuk
menjabarkan dan melaksanakan kebijakan tersebut ?

a) Ya, yang Menetapkan ... ..ot
b) Tidak, alaSanmya ... ... e

EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI... SHINTA SAWITRI



ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

4 Apakah Dinas Kesehatan Propinst membuat Alur Pelayanan untuk melaksanakan
kebijakan tersebut ?
a) Ya, vang menetapkan ...
b} Tidak, alasannva ... . .. ... ococoooon oot s o T TR

5. Apakah Dinas Kesehatan Propmst pernah memberikan sosialisasi kepada nstitust
pendidikan, Dinas Kesehatan Kab./Kota, dan Organisast Profesi mengenal
kebijakan tersebut ?
ay Ya (... . kah tahun 2G03)

b) Tidak, alasannya ...

6. Apabila jawaban no. 5 “Ya' sostahisas yang diberikan melalus -
a) Surat Pemberitahuan
h) Tatap Mitka

7. Apakah Saurdara pernabh membenkan sosialisasi pada mahasiswa  Pakultas
Kedokteran (g berkairtan dengan kebrjakan tersebut ?
a) Ya. (. ... kali tahun 2003}
bl dak alasannvaiee S S g BN HEEE ool

& Apabila jawaban no. 7 7Ya” Sosialfsast yang diberikan melatus
a) Surat Pemberntahuan
by Tatap Muka

9. Dengan adanva otonomt daerah apakah Dinas Kesehatan Kab./Kota ada yang
pernah memberikan laporan berkaitan dengan pemberian Surat Izin Praktik 7
a) Ada by Tidak ada

10. Menurut Saudara apa dampaknya kepada masyarakat apabila kebijakan im ndak
dilaksanakan ?
o R LR T T

11, Menurut Saudara masih diperlukankah adanva pelaksanaan masa bakti bagi dokter
grgr ?
alYa by Trdak
Alasanmuaees o il G SO o s

12 Bagaunuana tanggapan dan saran Saudara mengenai pemberlakuan kebijakan
tersebut terhadap luiusan dokter gigi ?
Mohon dijelaskan® g B . & - W e 0000000

13, Apa harapan Saudara rerhadap Depkes Rl mengenai kebijakan masa bakti bag:
luiusan dokter gig ?
Mohow dijelaskan ...
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14. Apakah Permenkes RI NO. 1540/ MENKES/SK/XI1/2002 tentang Penempatan
Tenaga Medis mclalui Masa Bhakti dan Cara Lain periu :
a) Diperbaiki pada
komponen
b) Diganti
c) Tetap
d) Dikaji ulang,
¢) Dihapus
Alasannva
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Lampiran 2
KUESIONER UNTUK INSTITUSI PENDIDIKAN
( FAKULTAS KEDOKTERAN GIGl )

Kuesioner ini dipergunakan dalam rangka penelitian dengan judul
EVALUASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R1
NO. 1540/ MENKES/SK/X11/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS
MELALUI MASA BHAKT! DAN CARA LAIN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN
MASA BAKTI BAGI LULUSAN DOKTER GIGI

PETUNJUK PENGISIAN :
1. Pertanyaan terbuka
Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Pertanyaan tertutup
Berilah tanda lingkaran ( O ) pada pilihan vang saudara anggap paling sesuai
dengan keadaaon saudara yang sebenarnya.
l. IDENTITAS RESPONDEN
1.  Nama Responden AL L T e
Umur T tahun
Jenis kelamin ©  a. Laki - laki b. Perempuan

Jabatan UTRTNRRR S .

Instansi . S G W e o ol W

2

3

4

5.  Lama bekerja ° e . i L tahun ......... .. ... bulan

6

& Alamat Instansi .. . E— N .
8

No. tilpun . Jlkkanton s A L e e

1. EVALUASY PELAKSANAAN KEBIJAKAN

I. Apakah Saudara tahu mengenai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/
Menkes/ SK/ X11/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bhakti
dan Cara Lain ?

a) Ya b} Tidak ( lanjut ke no. 5 )

2. Apabila “Ya” danmana Saudara tahu mengenat kebijakan tersebut ?

3. Apakah Saudara pemah membaca kebijakan tersebut ?
a)Ya b) Tidak

4. Apabila Saudara no. 3 menjawab “Ya” menurut Saudara adakah pasal-pasal yang
tidak jelas, atau saling bertentangan di dalam kebijakan tersebut ?
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a) Ada b) Tidak ada
JRIASKAN ..o i e e e

5. Apakah Saudara tahu mengenai wajib lapor yang dilaksanakan oleh nstitusi
pendidikan pada tiap periode kelulusan mahasiswa ?
a) Ya b) Tidak

6. Apakah Saudara pernah melaporkan Julusan dokter gigi ke Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Timur ?
a) Ya [— kali th 2003 }
b) Tidak
Alasannya ... B ™ .o . @ -y w8 T

7. Menurut Sandara perlukah kegiatan wajib lapor bagi institusi pendidikan 7
a) Y4, alasannva

8. Apakah Saudara pernah mendapatkan sosialisasi Kebijakan tersebut ?

ayYa(....kali) b) Tidak

G. Apabila jawaban no. 8 “Ya” siapa yang memberikan sosialisasi kebijakan tersebut
Mohon
i scDUTRENII . .. ............ a0 ... ...

10. Pelaksanaan sosialisasi melalui
¢) Surat Pemberitahuan
d) Tatap Muka

11. Permahkah institusi pendidikan memberikan sosialisasi mengenai kebijakan ini
kepada mahasiswa 7

G alasannva... ... o L S e e

O IOARRIESANTTYd ... ... L T el
12. Bagaimana pendapat Saudara mengenai pemberiakuan Kebijakan tersebut ?

a) Sefujn b) Tidak setuju

Jelaskane SFTEEE R WL TR T ERETT ...

13. Menurut Saudara masih diperlukankah adanya pelaksanaan masa bakti bagi dokier
gigi?
a) Ya b) Tidak
Alasarmya ... .. . T R
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14. Apakah Permenkes RI NO. 1540/ MENKES/SK/XI1/2002 tentang Penempatan
Tenaga Medis melalui Masa Bhakti dan Cara Lain perlu :
a) Diperbaiki pada
KOmMPONen. ... PPN
b) Diganti
¢) Tetap
d) Dikaji ulang
¢) Dihapus
Alasannya ... ... BTN I ST e
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Lampiran 3

KUESIONER UNTUK LULUSAN DOKTER GIGI YANG MELAKSANAKAN
MASA BAKTI DAN YANG TIDAK/ BELUM MELAKSANAKAN MASA BAKTI

Kuesioner ini dipergunakan datam rangka penelitian dengan judul
EVALUASI KEBJAKAN KEPUTUSAN MENTER] KESEHATAN R1 NO. 1540/
MENKES/SK/XI11/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI

MASA BHAKTI DAN CARA LAIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
MASA BAKTI BAGI LULUSAN DOKTER GIGI.

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanvaan terbiuka
Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

2. Pertanvaan tertutup
Berilah tanda lingkaran ( O ) pada pilihan yang saudara anggap paling sesuai
dengan keadaan saudara yang sebenarnya.

I. IDENTITAS RESPONDEN
1.  Nama Responden ... . e T ...
Umur R oo e o tahun

2
3. Jenis kelamin : a. Laki - laki b. Perempuan
4 Lulusan FKG - N e oo ot I

5. Lulusan tahun T o S . T,
6.  Masa bakti yang dilak — : PTT Pusat/ PTT Daerah / Cara lain

sanakan saat im {coret yang tidak perlu)
7.  Instansi tempat kerja S . T - - - -

8  Alamat 0 Instansi .. .. R e . | . .
Rumah 8. .. 05 ... . S TS

9. No. tilpun S T 171 g SR
Rumaly .. g8 . T . e

1. EVALUAS] PELAKSANAAN KEBILJAKAN

}. Apakah Saudara tahu mengenai Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
1540/Menkes/SK/ XI11/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa
Bhakti dan Cara Lain ?
a)Ya b) Tidak (lanjut no.3 )

2. Apabila jawaban no 1. “Ya” darimana anda tahu mengenai kebijakan tersebut ?

Sebutkan
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3. Apakah Saudara pernah mendengar peraturan mengenai dokter pegawai tidak tetap
(PTT)?
a)Ya b) Tidak

:l:a.

Darimana Saudara mendengar mengenai peraturan tersebut ?
e BULKAN ..\ .. e e

5. Tahukah Saudara mengenai wajib lapor bagi lulusan dokter gigi dilaksanakan ]
bulan setelah mendapatkan ijazah ataupun surat keterangan fulus di Dinas
Kesehatan Propinsi Jawa Timur, 7
a) Ya b)Tidak

6. Darimana Saudara tahu mengenai kebijakan wajib lapor bagi lulusan dokter gig
di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur?
Schisthkan W™ .. ... . 0 (ST ... B

~1

Sudahkah Saudara melaksanakan wajib lapor di Dinas Kesehatan Propinsi Jawa

Timur ?

aS8udahalasanny ST, L Lo B0 SRR, L
FaADRG . . .. - - it - W L OO, S i RN ool N

AR I GRS ANNYS .0 i o - .o r- gl T

8. Apakah Saudara terlambat meiaksanakan wajib lapor ?
ayialasannyva T TN Ll T
] idak Sy e e

9. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan wajib lapor tersebut ?
gy el —— T A S . e
b) Tidak , alasannya ... .......ocoioieii it e

9. Apakah Saudara tahu mengenai Registrasi bagi lulusan dokter gigi 7
alYa b) Tidak

10. Apakah Saudara sudah melaksanakan registrasi ?
aYYa (nomor ................ ) tahun 8 Sl T
BSNREE alAsann v ... ... . R T

11. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan registrasi tersebut ?
a) Setujaffalganngs. ... 0. M . 0 S . LW !
b) Tidak setuju, alasaniya ........ ...

12. Apakah Saudara tahu mengenai Surat Penugasan bagi lulusan dokter gigi ?
a)Ya b) Tidak

13. Menurut Saudara apakah perlu adanya Surat Penugasan bagi lulusan dokter gigi ?

a) Perlu, alasannya ... ... ...
b} Tidak perlu, alasannya .............coo i

14, Apakah Saudara sudah mempunyai Surat Penugasan ?
ayYa(nomor.............. ) b) Tidak
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15. Tahukah Saudara mengenai Surat !zin Praktik ?
a)Ya b) Tidak

16. Apakah Saudara sudah mempunyai Surat izin Praktik ?
aYa(nomor ...................... ) b) Tidak

17. Menurut Saudara perlukah Surat izin Praktik bagi dokter gigi yang membuka
praktik mandiri dan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan ?
a) Ya, alasaniya ... ...
b) Tidak, alasannya ... ..o i BB BB oo e e e e

18. Apakah Saudara tahu mengenai penundaan masa bakn
a)Ya b) Tidak ( lanjut ke no. 19}

19. Menurut Saudara periukah adanya penundaan masa bakui bagi dokter gigi ?
a) Ya, dlasannyaie. ... . . @ - R . SRS T T e
bjTidak alasannya . R T .. e o RN . W 0T BOE .

20. Apakah Saudara tahu mengenai pelaksanaan masa bakti bagi dokter gig ?
a)Ya b) Twdak

21. Menurt Saudara apakah mencan tempat untuk melaksanakan masa bakti sulit
bagi lulusan dokter gigi ?
ayvamdlgsannya S . om0 T e
lidak, alasanmya e TR TTTI

22. Tahukah anda mengenai pelaksanaan masa bakti cara lain ?
aYYa b) Tidak (lanjut no. 23)

23_ Apakah mencari tempat untuk pelaksanaan masa bakti cara lain juga sulit ?
L S A S L R e
BRLidak alasanmva . .. ... T T L 0 i e T

24, Apakah dengan adanya masa bakti cara lain memperluas peluang lulusan dokter
gigi untuk melaksanakan masa bakti 7
8).Y2, AlaSAmmya. .. ... .. A0 . N R oot
b) Tidaksalasa iR e . "W R R e ..

25, Apakah Saudara tahu mengenai pelaksanaan masa bakti sebagai Pegawai Tidak
Tetap Daerah ?
a)Ya b) Tidak (lanjut ke no. 26)

26. Menurut Saudara apakah mencari tempat untuk masa bakti sebagai Pegawai Tidak
Tetap Daerah sulit bagi lulusan dokter gigi ?
a) Ya, alasannya ... e
by Tidak. alasannya ......... ..o
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27. Apakah pelaksanaan masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah memperluas
peluang bagi lulusan dokter gigi untuk dapat melaksanakan masa bakti ?
a)Ya,alasannva ...
b) Tidak, Alasannya ... ... it e

28. Apakah menurut Saudara prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk
melaksanakan masa bakti sulit ?
a) Sulit b) Mudah
Jelaskan e ... ... e NN DUt SISO e T

29. Menurut Saudara masih diperlukankah adanya pelaksanaan masa bakti bagi dokter
gigi ?
a)Ya,alasannva ......................... o T R
b) TidakMaiasannval oot W .0 N T s

20. Tahukah Saudara mengenai hak dan kewajiban anda apabila melaksanakan masa
bakti ?
ajYa b) Tidak

31. Apabila jawaban “Ya™ tolong sebutkan hak yang akan didapatkan dan kewajiban
yang harus dilakukan apabila melaksanakan masa bakti.
HakSgiiee . . .. . . e R
M ibaT e TR

32. Apakah Saudara setuju bahwa jumiah lulusan dokter gigi lebih banyak wanita
daripada pnanya ?
a) Setuju b) Tidak setuju
Sebutkan perbandingan antara jumlah lulusan dokter gigi pria dan wanita pada
periode lulusan Saudara.........................

33. Apakah benar menurut Saudara banyaknva lulusan dokter gign wamta
menyebabkan banyak yang tidak melaksanakan masa bakti ?
AR alasannyamee e T ST AT L TR ol
i lacanuams. .. 0.0 B T T e

34. Apakah Saudara pernah mendapatkan sosialisasi Kebijakan tersebut dari Dinas
Kesehatan Propinsi Jawa Timur pada saat anda masih menjadi mahasiswa ?
aYad(........ kali) b) Tidak

35. Apakah Saudara pernah mendapatkan sosialisasi Kebijakan tersebut dari institusi
pendidikan pada saat anda masih menjadi mahasiswa ?
a)Ya{.. ... . .kalh) b) Tidak

36. Apakah Saudara pernah mendapatkan sosialisasi Kebijjakan tersebut dar

organisasi profesi pada saat anda masih menjadi mahasiswa ?
aYa(..... kali) b) Tidak
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37. Apakah Permenkes R1 NO. 1540/ MENKES/SK/XI1/2002 tentang Penempatan
Tenaga Medis melalu Masa Bhakti dan Cara Lain periu :
a) Diperbaiki pada
KOIMPONEIL. ... e e
b) Digant
¢) Tetap
d) Dikaji ulang
e) Dihapus
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Lampiran 4
KUESIONER UNTUK DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA

Kuesioner ini dipergunakan dalam rangka penelitian dengan judul
EVALUAS! KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 1540/
MENKES/SK/X11/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI

MASA BHAKTI DAN CARA LAIN DALAM PELAKSANAAN MASA BAKTI
BAGI LULUSAN DOKTER GIGL

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pertanvaan terbuka
Mohon diisi sesual dengan keadaan yang sebenarnva

2. Pertanvaan terfutup
Berilah tanda lingkaran ( O )} pada pilihan vang saudara anggap paling sesuai
dengan keadaan saudara yang sebenarnya.

l. IDENTITAS RESPONDEN
I.  Nama Responden W . N T e o B

2. Umur D . tahun

3. Jems kelamin ©  a. Laki - laki b. Perempuan

4 Iabatan O T e .. ..
5. Lama bekena AP . tahun . ........... . bulan

6. Instansi ATV . (R — A
7. Alamat Instansi i T SRR . — T .
8. No. tilpun i Kantoif” .. Ui d ] —— N

Il. EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

}. Apakal: Saudara pemalh mendapatkan sosialisasi Kebijakan Keputusan Menteri
Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ X11/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis
melalui Masa Bhakti dan Cara Lain dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur ?
alYa b) Tidak

2. Pelaksanaan sosialisasi melalui :
a) Surat Pembentahuan
b) Tatap Muka

3. Apabila Saudara menjawab no. 1 “Ya” menurut Saudara adakah pasal-pasal yang
tidak jelas, atau saling bertentangan (bermasalah) di dalam kebijakan tersebut ?

a) Ada b) Tidak ada

Apabila jawaban anda “Ada” mohon disebutkan dan dijelaskan pasal-pasal mana

SA1A ... . e . RS g
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4, Sesuai dengan kebijakan ini pernahkan Dinas Kesehatan tempat Saudara bekerja
mengangkat dokter gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD)?
ayYa(............ kali th. 2003) b) Tidak

5. Pernahkah Saudara memberikan rekomendasi kepada dokter gign  untuk
melaksanakan masa bakti cara lain di wilayah kerja Saudara ?
a} Ya (... kakh th, 2003) b) Tidak,
Alagamnyal, .. ... [N TN S | B e

6. Apakah Saudara pernah melaporkan jumlah Surat Izin Praktik dan Sural lzin
Prakiitk Sementara vang dikeluarkan oleh instansi Saudara ke Dinas Kesehatan
Propinsi ?

a) Ya (... ..kali th. 2003) b) Tidak
Alasannva a4 W e & Oy W T

7 Apakah Saudara pernah melaksanakan sosialisasi Kebijakan tersebut kepada
sarana pelavanan kesehatan di wilayah saudara ?
a)Ya (... ... .kali th.2003) b) Tidak
Rl T g . R TR S o o B

8. Pelaksanaan sosialisasi melalui
a) Surat Pemberitahuan
by) Tatap Muka

9. Apakah Saudara pernah melaksanakan sosialisasi Kebijakan tersebut kepada
Organisasi Profesi di wilayah saudara ?
aYa( ... .. kali th.2003) b) Tidak
Alasannya ..................... S R Tt TR I .

10. Pelaksanaan sosialisasi melalw
a) Surat Pemberitahuan
b} Tatap Muka

1]. Apakah Saudara pernah menerima laporan dari PDGI mengenai jumlah
rekomendast yang dikeluarkan untuk SIP / SIPS bagi dokter gigi ?
a)Ya(..... kah th.2003) b) Tidak

i2. Apakah Saudara pernah berkcordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur mengenai masalah masa bakti dokter gigi ?
a) Ya (... kali th, 2003) b) Tidak
Alasannva ... % B W B WS

13. Apakah Saudara mengikutseriakan PDGI untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap dokler pigi vang sedang menjalankan masa bakti maupun
vang praktik mandiri ?
ayYa(... . kali th.2003) b} Tidak
ALASANMYA ...
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14, Apakah Saudara pemah mengadakan pertemuan dengan Organisasi Profesi
berkaitan dengan pelaksanaan masa bakti maupun Surat 1zin Praktik dokter gigi ?
ayYa,(...... kali th 2003) b) Tidak
AlASANNYA. ... e e e

15. Bagaimana tanggapan dan saran Saudara mengenai pemberlakuan kebijakan
tersebut terhadap iulusan dokter gigi ?
Mohondijelaskan .................

16. Apa harapan Saudara terhadap Depkes Rl mengenai kebijakan masa bakti bagi
lulusan dokter gigi ?
Mohen dijelaskam, " . @ 7. T W N

i6. Menurut Saudara masih diperiukankah adanya pelaksanaan masa bakti bagi
dokter gigi ?
a)Ya b) Tidak
Alasannyal. .. B p. . WL ST S L e

17. Apakah Permenkes RI NO. 1540/ MENKES/SK/XI1/2002 tentang Penempatan
Tenaga Medis melalui Masa Bhakti dan Cara Lain perlu :
a) Diperbaiki pada komponen... .. .. ...
b) Digant)
¢) Tetap
d)} Dikaji ulang
¢) Dihapus
- TR R o U o NN O
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Lampiran 5

KUESIONER UNTUK ORGANISASI PROFESIH
( PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA )

Kuesioner ini dipergunakan dalam rangka penelitian dengan judul

EVALUASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R} NO. 1540/
MENKES/SK/X11/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI
MASA BHAKTI DAN CARA LAIN DALAM PELAKSANAAN MASA BAKTI]

BAGI LULUSAN DOKTER GIGI.

PETUNJUK PENGISIAN :

A

2

W

SO I Ol b

Pertanvaan terbuka
Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnva
Pertanyaan fernutup
Berilah tanda lingkaran ( O ) pada pilihan yang saudara anggap paling sesuai
dengan keadaan saudara yang sebenamyva.
IDENTITAS RESPONDEN
Nama Responden G, A e RSN
Umur T T R fahun
Jenis kelamin . & Laki - laki b. Perempuan
Jabatan b U . S _aer I
Masa kerja jabatan R tahun ... ... bulan
Alamat PDGI P . e L
PDGI Cabang O o R i .

No. tilpun i WKantor, "7 ... [ — ... ...

.EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Apakah Saudara pemah mendapatkan sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Rl
No. 1540/Menkes/SK/ X11/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa
Bhakti dan Cara Lain dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tumur / Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota ?

a)Ya b) Tidak (langsung ke no. 7)

Apabila jawaban no. 1 “Ya™ pelaksanaan sosialisasi melalui -
a} Surat Pemberitahuan
b)Tatap muka

Apabila jawaban no.l “Ya” Apakah Saudara sudah melaksanakan sosialisasi
kebijakan tersebut kepada anggota ?

a)Ya
b) Tidak
AlBSATNYA ..o e
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4. Apabila jawaban no. 3 “Ya™ pelaksanaan sosiaiisasi melalui -
a) Surat Pemberitahuan
b) Tatap muka

5. Apakah Saudara pemah melaksanakan sosialisasi kebijakan tersebut kepada
mahasiswa Fakultas Kedoktera Gigi ? (Apabila ada FKG di Wilayah Kerja
Saudara)
atYa
b) Tidak
ATASANNYA S0 P ey R L

6. Apabila jawaban no. 5 “Ya” pelaksanaan sosiahisasi melalui :
a) Surat Pemberitahiuan
b) Tatap muka

Apakah Saudara pernah melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada dokter
@ yang scdang menjalankan masa bakti dan berpraktik mandiri diwilayah
Saudara ?

ayYa

b) Tidak

AlasanmUcie . e, TS R e i I

-1

8 Apabila jawaban no. 5 “Ya" bagaimanakah bentuk pembinaan dan
pengawasanmnya 7
RlohorrnEBiitkan e g .. ... & o ST S |

9. Dalam memberikan rekomendasi kepada dokier gigi unitk mendapat Surat izin
Praktik dan Surat Izin Praktik Sementara di wilayah kerja Saudara persyaratan apa
sa)a yang harus dipenun 7
Milimaadiselaitican ... .. ... 0 N T R

10. Apakah Saudara pemah melaporkan jumlah rekomendasi Surat Izin Praktik dan
Surat Izin Prakiik Sementara yvang dikeluarkan oiei organisasi Saudara ke Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota 7
ay Ya{....kal th. 2003)

b) Tidak
Aldsannycimsss oo B U S B TN

11. Apakah Saudara pernah dikutsertakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota
unfuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap dokter gigi vyang
sedang memjalankan masa bakti atau praktik mandin ?
ajYa b} Tidak

12. Apakah Saudara saudara pernah diundang oleh Dinas Kesehatan Kab./Kota untuk
menghadiri pertemuan vang membahas masalaih yang berkaitan dengan

pelaksanaan masa bakti dan SIP /SIPS dokter gigi 7
a) Ya, (... kali th 2003) b) Tidak
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13. Menurut Saudara masih diperlukankah adanya pelaksanaan masa bakti bagi
dokter gigi ? :
a)Ya b) Tidak
ALASAINYA ... ..ot et e e e e

14. Bagaimana tanggapan dan saran Saudara mengenai pemberlakuan kebijakan
tersebut terhadap lulusan dokter gigi ?
Mohon dijelaskan ...

15. Apa harapan Saudara terhadap Pemerintah mengenai kebijakan masa bakti bagi
lulusan dokter gigi ?
Mohon dijelaskan ™ §. V. T _ e W R N

16. Apakah Permenkes RI NO. 1540/ MENKES/SK/X11/2002 tentang Penempatan
Tenaga Medis melalwi Masa Bhakti dan Cara Lain perlu :
a)y Diperbaikipada kompomen. ...
b) Digany
¢} Tetap
d) Dikaji ulang
e) Dihapus
Alasannva
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Lampiran 6

KUESIONER UNTUK SARANA PELAY ANAN KESEHATAN (RUMAH SAKIT)

Kuesioner ini dipergunakan dalam rangka penelitian dengan judul
EVALUAS! KEBIJAKAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R] NO. 1540/
MENKES/SK/X11/2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI

MASA BHAKTI DAN CARA LAIN DALAM PELAKSANAAN MASA BAKTI
BAGI LULUSAN DOKTER GIGL

PETUNJUK PENGISIAN :
1. Perianvaon ierbuka
Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Pertanyaan tertutup
Berilah ianda lingkaran { O } pada pilihan yang saudara anggap paling sesuai
dengan keadaan saudara yang sebenarnva.
1. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Responden LT e N e TN
Umur ... tahun
Jenis kelamin - a. Laki - laki b. Perempuan
Jabatan OO SOOI g e g .
Lama bekerja RO .. ! tabun................ bulan
Instansi ORI o I e ..

Alamat Instansi i e R . .. .. ...l

SEF SSes IS g

No. tilpun S0 _Kantor g8t ..o 8. HE . aesouige ¥

1. EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1. Apakah Saudara tahu mengenai Keputusan Menteri Kesehatan Rl No.
1540/Menkes/SK/ X11/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa
Bhakti dan Cara Lain ?

a) Ya b) Tidak

2. Apabila jawaban no. 1 “Ya” darimana Saudara tahu mengenai kebijakan tersebut

3. Apakah di Rumah Sakit Saudara mempunyai dokter gigi yang sedang menjalani
masa bakti ?
ayYa(.... orang) b) Tidak

4. Menurut Saudara masih perlukah diberlakukan masa bakti bagi dokter gigi ?
A) YA, alasan ...
by Tidak. alasan ... .. ...
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5. Persvaratan apa saja vang harus dipenuln apabila Saudara menerima scorang
dokter gigi baru di Rumah Sakit yang Saudara pimpin baik sebagar dokter kontrak
maupun tetap ?

6. Apakah Saudara pernah mendapatkan sostalisasi kebijakan tersebut cleh Dinas
Kesehatan Kabupaten / Kota setempat atau Dinas Keschatan Propmsi?
a) Ya b) Tidak

7. Apabtia jawaban Saudara no. 9 *Ya” melalut
a) Surat Pemberitahuan
h} Tatap mnuka

& PBagaimana tanggapan dan saran Saudara mengenal pemberiakuan kebijakan
tersebut ?
Moltongdisebutkan, & . (e < TN S T e

9 Apa harapan Saudara terhadap Pemerimah mengenai kebijakan masa bakti bagi
lulusan dokter g1 7
BlohoMaiEleskan s W0 I T T .

10. Apakah Permenkes RI NO. 1540/ MENKES/SK/X11/2002 tentang Penempatan
Tenaga Medis melalw Masa Bhakti dan Cara Lan perlu :
a) DiponigilispedalSmnponai. .. .............. 48 . o e S
b) Digant
¢y Tetap
d} Dikaji ulang
e} Dihapus
AlzsanmyEe N R i —
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y . HENTERIKESEHATAN
o o REPUALIK INDONESIA
' KETUTUSAN i\'lEN'I"ERI_- KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
T NOMOR : 1S40/ ENICES/SK/N /2002
TENTANG i
_ PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI
5 MASA BAKTE DAN CARA LAIN

MEN'I’ERI KF.SIQII_;}'I_'.«\N REPUBLK h\'i)():\'li‘il.-\.

R CR
G

. Menimbang @ a. -bahwa denpan diberlakukannyd Undang-undang No. 22 tahun 1999 . tenting
Pemeristahan Dacrah dan Peraturan Pemerinuth No. 23 tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Scbagai Diteraly Crenni
maka Peraturan Menteri” Keschatan No. H 70A/Menkes/Per 1999 tenting

Masa Baku Tenaga Medis perlu sepgera discsuaikan dengan sisals kchij:ik:'l;t
5 il desentealisasi saag ini; '
' bahwa schubungan dengan butie 1 terschut dimas, maka perlu ditetaphan

L Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penempatan Tenagae Medis mlalui
=4 ) Masa Dakii dan Cara Laing

-

a—
.

Undang-undang Nomor § Tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Kepegiwaiun
(Lembaran Negara Tahun 1974 No 55, Tambahan Lembaran Newra Nomue
3041) scbagaimana telah diubah dengan Undang —undang Nomor 43 tahun
1999 (Lembaran Negara T‘\h\m 1999 Nomaor 169, Tambahan Lembaran Negira
Nomor 3890},

2. Undang-undang Nomior 23 Tahwn 1992 tentang Kesclutan thembaran
Negara Talun 1992 Nomor 100: Tambahan Lembaran Negara 34951

T E 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenang Pemerintahim Daeran
' (Lembaran Negara Talumn 1899 Nomer GO Tasbrhian Lembaran Negiara
Nomor 3839):

4, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuwangan
i Pemerintalh Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72.
. tambahan Lemb sran Negara Nomior 3848);

S, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahuy 1988 tentang Masa Baku dan Prakick
Dokter dan Dokter Gigi {Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3366);

6. Peraturan Pomcrimtah Nomoer 32 Tahun 1996 wniang Tenaga Keschatan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Mowmor 49, - fambahan Lembaran Negara
o . Nomor 3637},

& 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahuu 2000 tentang kewenangan Pemerintah
o dan kewenangan Propinsi Sebagai Dacral Otonomi (Lembaran Negara Tahun
v 20 10 Namar $4, Tambahan Lembaran Nopara Nomer MR2Y
: 8. DPecaturan Pomerintah Nemor G300 '-"l“‘r .'T':':‘: g Peigadnan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran ivegaia o 2007 Do D5 Tambaban Lembaran
Negara Homor ﬂﬂ'l()) _

""1(\— T B ' Caalea T
9. Kepuiusan l‘rcwl-‘l B T e 1901 entang Pengangkatae Dok

Scbagni Pegaswai Tidak lcl'\—\ Seiama Masa Baks

-Skripsi
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Menetspkan 1 KEPUTUSAN MENTERI  KESEHATAN

MENTERT KESEIATAN
NEPUDBLIK IHDONE S1A

- 10, chut'usan Presiden ‘,Nbiﬁﬁfr‘:l-62'-Tnh‘un 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Qrganisasi dan Tata Kerja Departenien:

1. Keputusan Menteri Keschatan Nontor 1 702/Menkes/SK/VULZ 1993 tentang

Petunjuk. Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Dokter Sebagai Pepawai Tidak
Tetap Selama Masa Dakti: '

12, Peraturan Menteri Keschatan Nomor 916/MNcakes/Per/ V1141997 tentang tzin
Praktik bagi Tenaga Medis;

13._. Keputusan Bersama Menteri Pertalianan Keamanan dengan Menteri Keschatan
Nomor 1122Menkes/SKAX/1999 dan Nomor NKB/GI/P/IX/1999 tentang

Kerjasama Pembinaan Keschatan Dalam  Raigka Pertahanan  Keamanan
Negara; '

. 14 Keputusan  Menteri Keschatan  Nomor  1277/Menkes/SK/XI12001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keschalan.,

MEMUTUSKAN:

TENTANG PENEMPATAN
TENAGA MEDIS MELALUI MASA BAKT! DAN CARA LAIN

DAB T
KETENTUAN UMUM

Pasal i

‘Dalam Keputusan Menteri ind yang dimaksud dengan :

Tenaga medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis. Dokter Gigt Spesialix btk Tudusun
dalam riegeri maupun luar ncperd yang diakui aleh Peerintah Republik Indonesia

Masa bakti adalah masa pengabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka
menjalankan fugas profesi pada svatu sarana pclayanan keschatan ataw sarana lain vang
ditcnglcan oleh Pemce "nlah dalam kedudukan sebapgai pegawai lidak telap;

Cara lain adalah masa penpabdian profesi tenaga medis kepada masyarakat dalam rangka
menjalankan tugas profesi pada suatu sarana pelayanan keschatan atau sarana lain dalam

kedudukan sebagai pepawai negert atau karyawan swasia.,

Sural Peaugasan.adalah surat yang memberikan kewsnangan kepada tenaga medis unituk
ielakukan pekeriaan scbagai tenaga medisy -

. " Repistrasi-adalah pencatatan resmi terhadap tenaga medis sang telah mempunyai kuatilikas)

dan diakui secara hukum untuk mclakukan tindakan profesionainya;

Surat Izin Praktek (SIP) adalaly bukii terwilis yang diberikan kepoda tenaga medis vang

 menjalankan ‘prakiik sctelal memenulit persyaratan scbagal pengakunn kewceniangan uatuk
melnkukan pelayanan kesehatan sesuad dengan profesinya

AR

Skripsi

Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat olel Pejalmt vang borvenang um.u'k _;:mgk.:l
waktu tertentu guna melaksanakan ugas Pemerintahian dan prmbangunan vang beraln 1ckn|§
profesional dan administrasi pada sarana pelayanan heschntam dan dnk beckeduduban sebagm
Pegawai Negeri;
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_-B"_{Bdgﬁdc Siaga Bencana {BSB) adalah Tim Reaksi Cepat dan sckalipus schagoi timy pelaksana
"¢ penanggulangan masalah keschatan akibat bencana;” '

i'.g-'-Dglcra}.‘.l_'_Snngnl Terpencil adatali dacrah yang s:thgn‘. sultt dijangkau Kareniy berluagai sebab
i .oseperti keadaan geoprafi (kepulatan,
£ _._'sqsiai, bddays;

pegunungan, daratan, hotan dan raswa), transpactasi - ding

_J.___._IO._ Dacrah Terpencil adalal deerah yang sulit dijanakas Larcan berbagal scbaly seperti Leadann
- ._g?ggraﬁ (k_cpul_auan, pegunungan, daratan, hutan dun rasen), transportasi dan sosial budayi:

!11 Dacerah biasa adalah dacrah di huar ketentuan dacrah tlerpeneil din dacrah sangal terpencil;

if._f_z. "P!:jgbqt yang berwenang adalal pejabat yang memilik; kewenanpan meapangkat, memindahkun
dan-memberhentikan pegawai;

“13. Pergurvan Tinggi adalah Universitas atau Pergurvan Tinggi vang menghasilkan tonaga medis
serta memiliki izin

_ _ penyclenggaraan sesuai ketzntuan peraturan perundang-indingan vang
.- berlaku. '

14, Dokter/dokter gigi keluarga adalah dokter/dokier gigi vang melaksanakan tugas profesi untuk
memelihara kesehatan bagi komunitas tertentu berdasarkan ikaian kontrak {Askes/JPKM]
sesuai dengdn kelentuan yang berlaku;

BABR I
PELAPORAN DAN REGISTRASI

& Pasal 2

{1) Tenaga medis yang baru lulus dilaporkan secara kofekif aleh Pimpinan Perpuruan Tinggi
kepada Gubernur up. Kepala Dinas Keschatan Prapinsi setempat dinaan fikuhios
kedokteran/fakultas kedokteran gigi beradn sclambat-lambatnyn dadam 1 (satu) bulan sesudah
diberikan ijazah asli atau surat keterangan kelulusan dengan tembusan Menteri Keschutan up.
Kepala Biro Kepegawaian.

{2) Bentuk dan isi laporan scbagaimana dimaksud avat {1} separit lamipiron 1 Keputusart e,
I'asal 3

{1} Tenuga medis yahg telal diloporkan sebagaimana Jimaksud dalam Pasal 2 wijib r.nc!cm_:‘fmpi
persyaratan administrasi seperti tersebut dalam lampiran 2 Kepuiusan i dan d:s:m}p:uk:m
kepada Gubernur up. Kepala Dinas Keschatan Propinsd sctempat dimana Fakultas
Kedokterar/Fakullas Kedokteran Gigi berada, selambat-lambamya 1 {sat) bulan sestthaly
menerima ijazah aslinya atau surat keterangan lulus.

IQ) Tenaga medis yang telah melengkapt persyaratan sdminisiias sehapainnun dimaksud pada
ayat (1) langsung dircgistrasi szcara otomatis dan diberikan nomar registias: serta bukti lupor.

{3) " Gubernur up. Kepala Dinas Keschatan Propinsi vang anencrima taparan teiaga mehis
yang baru lulus melaporkan secara kolcktif nama tenaga medis vang izlah diberikan nomarc
registtasi, serta  pilihan pencmpatan melaiui masa bakte dan cam e, huprada P;lmucn
Kesehatan up. Kepala Biro Kepegawaian stlambai-Tambainya datamy Janpka wakiu 2 (dung
bulon setelah diberikannya nomor vepisirasi dan huldi Tapor,
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1) Gubernur up. Kepala Dinas. Kesehatan Propinst scbagaimana dimaksud pada  avat (3)
mcnclapkan'surat penugasan alas nama Menleri Kesehatan meneantimakan somor registeasi
dan menyampaikan kepada leaaga Kesehatan yang bersangkutan,

ar Pasal 4
m .'I:cl.'lgg_a medis 'W_’a;ga Negara Indonesia lulusan perguruan tingpi luar negeri wajib melaporkan
:. dirikepada Menteri Keschatan up Kepata Biro Kepepawaian. :

0? IT;rEaga mcd‘is-scbagaimnna dimaksud pada  ayal (1) diwajibkan mengikuti adapi.ﬂsi!uj'mﬁ
o ngss_onal._ sesuai dengan kelentuan yang bertaku.

(3}‘_T:éhaga‘-- medis yang (elah sclesai adaptasifujizn nasional berlaku ketenluan sebaguimana
-"’ dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

1]
E ! _ - BADL 11
e - CENEMPATAN TENAGA MEDIS

. Pasil s

{1} Menteri mengatur pencmpatan tenaga medis dalam rangka pemerataan pelayanan Keschatan,
bagi seluruh masyarakat.

() Dalam rangka pemcrataan pelayanan keschatan sebagaimana dimaksud pada  avat (1) di
laksanakan melalui pencmpatan tenaga medis secara rasional.

- (3) Pencmpatan lenaga ‘medis sceara rasional sebagaimana dimaksud pada =yal (2) dilakukan

melalui masa bakl dan cara lain. - o .

BAD TV
MASA BAICTT

Haginn Pertama
Umum

Pasal 6

(1) P-cn:;'npalan tenaga medis melalui masa bakti dilaksanakan daiam kedudukan dan status sebapi
pegawai tidak tetap.
i« (2) Pegawai tidak telap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi pegawai tidak weap pusit
o dan pegawai tidak tetap dacrah propinsi/ kabupatekota,

Pasal 7

(1) Penghasilan pegawai tidak tetap pusal dibehankan
Nepara,
" (2) Penghasilan pegawai tidak tetap dacrah propinsikabupaien _
pendapatan belanja dacrah propinsi? kabupaten/koia masing-masing.
: '('I:?.)'Pcnghasilan pegawai lidak tetap scbagaimana dimaksud pada avat (1) da
a. Guji Pokok

L ] awai Udak wieln
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¢ Tunjangan bagi doktcr yang ditempatkan didacrah terpencil dan sangr;t werpencil
] d, Tunjangan Pajak Penghasilan
.36 Insentif' dan tunjangan Jainnya

N s "o R G

(@!Kﬂc_muanf mengenai standar minimal penghasilan’, pegawai -tidak tetap ditetaphan dengn
e K_CPuwsa_n Bersama Menteri Kevangan dan Menteri Keschatan,

- . 3 Pasal §
(1) 'S__'g‘..'l'cks'i pegawai tidak (ctap pusat dilak
up. Kepala Bitro Kepegawaian.

sanakan dan menjadi tanggung jawab Sekieraris Tenddérl

(22 Seleksi Ipc'g_la\_vai tidak tetap daerah propinsi/ kabupaten/kota dilaksanakan dan imeniudi toggeung
;z;awab guberaur/bupatifvalikota ataw pejabat yang ditunjuk. )

2
"

' ‘ i ; P’asai 9
lﬁngkawaktu pelaksanaan masa. bakii tenagn medis sebagai pegrwai tidak tetip sekuming-
bilrangnyg's‘cbagui berikut - ' ' .

4. Pénempstan di ‘dacrah binsa 3 (tiga) talumn.

b_,'_;-.PPncmpatnn di daerah terpencil dan daerah sangat terpencil serta daerah rasan kanflik 2 (dua

tahan,

-Pasal 10

~(1))Tenaga medis yang telah selesai menjalankan wasa bakti diberikan swat keterangan telah

7 selesai masa bakti oleh Gubernur u.p. Kepala Dinas Keschatan Propinsi penempatan atas nama
‘Menteri,

“.-_(I)_Sﬁ:jat‘kctcrangun scbagaimana dimaksud pada ayat {1) scsuai lampiran 3 Keputusan ini.

‘(3).-Surat'-'kctcrangan sclesai masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan
-scbagai salah satu persyaratan :

8. Penerifmaan CPNS dilingkungan Departemen Keschatan dan instansi lain.
b. Penerbitan/perpanjangan Surat {jin Prakiik
s 6 Melanjutkan pendidikan spesialis/sub spesialis.

Pasat 1

i

"%Pc't-l’empé{an tenaga medis scbagai pegawai tidak (etap dalam rangka pemcrataan pelayanan
“késéhatan ditetapkan scbapai berikut

;éfla‘ Pusat keschatan masyarakat.

%«";-'Rﬁ.mnh sakit umum dacrah kabupatew/kota .
| tc.Rumah sakit umum dacrah Propinsi
{4 Rumah sakit kKhusus
£ RO . , . . . i .
?-j,'_I,{umah sakit lertenty sebagai tenaga medis BSB (Brigade Siaga Bencana)
'L Sarana kesehatan tertentu lainnya.
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Bagian Kedua

17(:[_;:1“-:1'[ Tidnk Tc{.'lp Pusat
Pasal 12

(I} Pengangkatan tenaga medlis schagai pegawai tidak tetap pusat hanya dapat dilakukan pada :

a. Daerah terpencil/sangat tempencil yang tidak diminati pada .daecrah kabupaten yang kurang
mampu, -

b. Dacrah biasa pada kabupaten berdasarkan usul kebutuhan dari bupati dan menyatakan
bahwa dacrahnya termasuk daerah kurang mampu mengangkat pegawai tidak tetap dacrah.

¢. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dengan potensi rawan konflik/dalam situasi konflik.
d. Rumali sakit tertentu sebagai tenaga medis BSB (Brigade Siaga Bencana).

(2) Pengangkatan tenaga medis scbapal pegawai tidak tetap pusat dilaksanakan oleh Kepala Biro
Kepegawaian atas nama Menteri Kesehatan.

(3) Pensangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas usul kebutuhan yang
digjukan oleh Gubernur u.p. Kepala Dinas Keschatan Propinsi berdasarkan usul Bupati u.p.
Kepala Dinas Kesehatan -Kabupaten.

" (4) Ketentuan dan tata cara pengangkatan tenaga medis scbagal tenaga medis BSB (Brigade Siaga
Bencana) ditetapkan tersendiri.

Pasal 13

(1} Kepala Biro' Kepegawaian mengumumkan seleksi penerimaan tenaga medis scbagai pegawar
tidak tetap pusat sesuai kebutuhan yang tersedia pada propinsi tempat penugasan dan syarat-
syarat administratif yang harus dipenuhi melalui dinas keschatan propinsi lulusan.

(2) Dokter yang berminat mengikuli seleksi pencrimaan pegawai lidak tetap pusat dupat

mengajukan lamarannya dengan melampirkan persyaratan administratif kepada  Nlenteri-
Kesehatan u.p. Kepala Biro Kepegawaian melalui kepala dinas kesehatan propinsi lulusan.

Pasal 14

T

(1} Kepala Biro Kepepgawaian dibantu tim selcksi pegawai tidak tetap pusat tclap melakukan seleksi
administratif terhadap setiap lamaran yang masuk dan menctapkan tenaga medis yang diterima
sesual kebutuhan yang tersedia dan diumumkan di dinas kesehiatan propinsi tulusan "duan di
internet,

(2) Tenaga medis yang tidak lulus scleksi penerimaan chawa: tdak tetap pusat dapat mengapukan
lamarannya scbagai berikut

a. Kepada Menteri Kesehatan wp. Kepala Bire Kepegawaian apabila dibuka kembali
pengumuman seleksi penerimaan tenaga medis sebapgal pepawai tdak tetap untuk tahun
yang sama,

b. Kepada gubernur/bupati/watikota yang membutuhkan untuk diangkat scbapai pepawai tidak
tetap dacrah.

¢. Kepada imstansi/institusi/lembaga lainnya yang membutuhkan dalam rangka penempatan
miclalui cara {ain.
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(¢ chgangka!&n tenaga medis scbagai pegawai tidak ictap pusat di tetapkan sccara kolektil oleh-
i} Kepala Biro Kepegawaian atas nama Mc'ri'{;:'r'i;,‘_'}{é':s;_di'i'ﬁiér_\ daiv dikirim kepada Gubernur up.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi penempatan dengan tessisan ‘Gubernur up. Kepala Dinas
.Kg's_chatan Propinsi lulusan. - '

2) Gubernur up. Kepala Dinas {eschatan Propinsi iuivsaa  scielab menerima  tembusan
i~ pengangkatan tenga nicdis sebagai pepasai tidak letap pusat sebagaimana dimakswd pada nyvat
%o (1) segera membuat surat pemanggilan kepada tenaga medis yang bersangkutan untuk
< ~diberangkatkan ke propinsi pencmpalan.

i

2) Gubernur up. Kepala Dinas Kescltatan Propinsi penempatan menerbitkan surat Keputusa
% pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak (etap pusit berdasarkan surt keputusan

pengangkatan tenaga medis sebagai pegawai tidak 1eiap secar kalektil sebagainmang dimaksud
- -pada ayat (1) untuk diberangkatkan ke kabupaten femipat tugas.

4) Bupati lempal tujuan bersama dengan lenaga medis sebagai pegawai tidak 1elap pusat sebelua
~ditugaskon wajib (crlebili dahn't membuat surat perjanjian kerja yang disetujui Nedier bebals
pihak diatas kertas bermaterai.

__3(5)'S¢t;c1_ah disepakatinya surat perjanjian Kerja, bupati segera mienetapkan  sura keputusa -
s - penugasan tenaga medis sebagai pegavwai tidak tetap pusat.

Pasal 16

(1) Perpindahan tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap pusat atar Puskesmas, rumah sakil atau
' sarana pelayanan keschatan lainnya dalam satu dacrah kabupaten menjadi kewenangan ;Supau

up. Kepala Dinas Keschatan Kabupaten,

— T

vy .Pcrpin_dahan tenaga miedis sebagal pegawai tidak telap pusat antar kabupaten i silavaly
i propinsi menjadi kewenangan Gubernur up. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.

“(3) Perpindahan tenaga medis scbagai pegawai Uidak tetap pusat antar propinsi menjadi kewenangan
- Menteri Keschistan up. Kepala Biro Kepegawaian,

Pasal [7
Perpindahan tempat tugas tenaga medis sebagai pepawai tidak tetap pusat sebhagainuma dinuksud
dalam Pasal 16 hanya dapat difakukan untuk kepentingan dinas atau Keadaan darurat seichds tenaga

f‘hcdis vang bersangkutan melaksanakan wigas schurang-kurangnva sclama 1 {sata) tahun

Pasal 18

. : . o B . Vo Gevpres preetae i bonsy rvayn !1;11\1511\'11 1‘:1\1'“
(1) Tenaga medis scbagai pogawal UCRK (212D PUSAT YARE IBLI ISR URIN DS i) b
dari ketentuan minimal danat mengajukan permohonania schuraag-kerangnya 3 {ieal bulan
an ke al dapal menREAuRAN PLIMOBONAnEyS S0 ‘ Sk

sebelum beraklvirnya masa bakit o il .
(2) Pengajuan permononan melanjuican mn;n‘bﬁkii"_‘-t‘n.':;_.\ S oran (‘.‘E:n:'.?:sud rxh n:\':.nl‘_{. 1. }‘dijj::t::l
kepada Menteri Keschatan up, Kepala Bire b comaim - secais berjenjing  dengs
melampirkan ¢

i dari Ke 1nns Keschaian PropinsiHabupaten
a. Surat keteranpan/rekomendasi dari Kepala Dines Kesehatan Propinsiiiaoy

1a di (4 IR : epiula dan tidek akan pindah,
b. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di tempat wugas sen ula dan i f
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Pasal |9

'.E’iﬁf_{n}cn Kc%cl_‘m!an up. Kepala Biro Kepegawaian dapat menolak permolionan melanjutkan masa
.__,__‘_tl.yang digjukan olch tenaga medis sebagai pegawai lidak tetap pusat apabila ;
3 ;'-Angga;%n.lidak mencukupiftidak teesedia untuk dacrah tersebut.”

b :_.Tidak terpenuhinya syarnl-syaral scbagaimana dimaksud dalany Ptasal 18 ayvat (2).

Pasal 20

eéjgga mcdi.s scbagai pepawai tidak tetap pusal yang telah menyclesatkan masa buktinya atau yvang
cscdang . meldjutkan -masa baktihya untuk periode berikutnya dapal mengikuti seleksi CPNS
';,,DC_pa_r_tpmcn'?\cschn{a:b’lnslnns‘i lainnya atau memitih penempatan melalui cara lain.

Gaginn Ictipn
Pegawai Tidak Telap dacrah

Propinsi/i{abupaten/Koia

I'nsnl 21

) Pengangkatan tenaga medis schagai pegawai tidak tctap Dacrah Propinsi/tlabupaten Kot
i- dapat dilakukan pada:

{

1

NS

8. Daerah Terpencil/Sangat Verpencil
. -b.  Dacrah Biasa

. (2) Pengangkatan tenaga medis sohagai pegawai tidak tetap - dacrals propinusi/ Labupiten Kot
70 dilaksanakan oleh Gubernur/Dupati/Walikol v alau pejabat yany ditunjuk.

) _ﬂ)'Pcﬁgaﬁgkalan-scbagnima:‘{n dimaksud pada ayal (2) di tetapkan sesuai dangan pembiayaan yang
L tersedia dalam APBD propinsi/kabupatervkola untuk mementhi kebutuhan enags mudis vang
i diusulkan oleh pimpinan sarana pelayanan keschatan.

Pasal 22

,(i) GUblcrm'lr!Bup:\lia‘Wnl.ikot:\ atau | pejabal fadg ditun, Cmengunumkan scleks |‘-c_ncrim:n:m
{7 tenagn medis scbagai pegnwai tidak tetap daeral: <or o kebutuhan yang teesediin ddn syace
i syarad administratif yang harus dilenpkapi,

(2) Ketentuat dan tata cara pencrimanp tenagn mesdis schagni pegawai ddaks wiep daerh

‘sebagaimana pada ayat (1) ditctapkan sesudi dengan ketentuan peratuian peranding
yang berlaku.

-tdinigan

Masal 23

: ' o : g S - o ool P, arnre (e B
(1) Pengumuman tenaga mediz yang diterina cebagal regriend Glak i dacrah bore dilakukin
sccara tetbuka

(2) Tenaga medis yang tidak Tulus penerimaan pegawal tdak tela

o dacrah dapal mengajukan
lamarannya sebagri berikul

a. Kepada Gubernur/Bupati/Walikota apabilta dibuka kembal peogumuman selokst penerimaan
tenapa medis scbagal pegawai tidak {elap untuk tahun yang sama.
EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI...
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_b. Kepada Menteri Kesehatan up. Kepala Biro Kepepawatan apabila
l. T:cnnga medis yang bersangkutan belom pernad neneiin seleke PUNUTI LI PUrata
tidak tetap pusat. ‘
2 {. . . . . = . B . B
. Tcnnga medis yang b‘crs.m‘gkumn sudaly pernah miengdiei seleked pencrinnnm [P
tidak telap pusat tetapi masih dalan tahon yang sama.
C.

Kepada instansi-institusi lembagn lainnva vang arenbumbian dadany raneka pencmpatan
melalui cara lain. X

Tkt W2 {

(1) Gubernur/Bupali/Walikota atau pejabat yang ditugjuk wajib membuat seat perfaniion kerja

. bersamna tenaga medis sebagal pegawai (idak tetap dacrah yang disetujui oleh kedua bolih pihak
. diatas kertas bermaterai.

(2) Setelah disepakati surat perjanjian kerja  Gubcrmnng/BupatiiWalikota scgera menutapkan surat
- ik::)"n.m,tsan penvgasan tenaga medis sebagai pegawai Gdak tetap daerah,

S

Tasal 25

_(-i_)l.‘-_-P_crpindahnn tenapa medis scbapai pegawal tidak terap dacrah menjadi kewenangan Gubernur/
., BupatifWalikota masing-masing.

(Z)I‘ Ketentian mengenal perpindaban sebagaimana dimaksad pada ayat (1) dilaksanakan sesusi
R de_nga.n ketentuan peraturan perundang-undanpan yang berlaku,

Pasal 20

T

(1} Perpindahan tempat tugas 1cnaga medis sebagai pef ¥ uidak tetap dacral antar  propinsi/
kabupaten/kota dapat dilaksanakan atas persetujur~ 7 wmur/Bupati/Walikola tempat tugas
semula dengan Gubernur/Bupati/AWalikota tempat tug” -~ 2o, '

{2) Perpindahan jenis kepegasaian pegawai tidak 1ztap doorh menjadi pegawei tdak tetap pusat -
hanya dapal dilaksanakan berdasarkan perseiujuan bersama Menteri Keuangan.  Menter
Kesehatan dan Gubernue/Bupati/\Walikota.

"Iasal 27

Ketentuan tenaga medis sebagai pegawai tidak tclap dacrah untuk melajutkan masa baktinya
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian IKeempal

Kewajiban dan Hialk
I’asal 28
Tenaga medis scbagai popawal tidak tetap wajit
-2, -Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasifa, VUG5, Iegarm dan e st
b. Menyimpan rahasia Hegaracan rahasia Jabatan vang ditctapkan eich poinbat yang Bepwenang.
¢ Mentaati dan mictaksanakan peraturan perancangeusndangan vang Pl tenmasak Letentoan
) - U Nlererh Siadd
kedinasan bagi Pegawai Negent Sipid
4. ‘Melaksanakan masa bakti selan 1 ketentuan vang ek,
e. Melaksanakan program keschatan yang diteidukan aich Pemerinian,

- . + ‘v . e S T T - g 0 d,”' ,,” .\’k“k'
£ Meaniadin suranst Keschatan das wails miembaver turan sebvsar 275 dan gagn
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]i Mcmbayar pajak penghasitan sesuai dengan ketentuan yvang berlaku,
Mengikut latihan pra tugas untuk menunjang pelaksanaan fuigag pacda wiiavah ke T

I*ag01 29 _

1. .
*Tc'naga medis sebagai pegawnai tidak tetap berhak
a. Tcnaga medis sebagai Pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan berupa :
1. Gaji pokok '
Tunjangan Pegawai tidak tetap
Tu_njangan bagi dokier yang ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpenil
Tunjangan pajak penghasilan
Insentif dan tunjangan lain

b Tenaga medis sebagai pegawai tidak. teiap pusat es “=h biayva perjalanan dari ibukon
¢.» propinsi lulusan/adabtasi ke propinsifkabupatenskota r= .
il

4

<. Besarnya biaya perjalanan ditentukan sesuai dcng:...- i
‘Hcgeri Sipil.

o N

an yang berlaku bagi Pegipwai

Tenaga medis apabih -meninggal dunia dalam melaksany 2 masa bakti. memperolels biaya-

pernakaman sesuai dengan ketentuan yafig: Perddhy, metipsd antara Jain : peli jenazah: angkuian

% jenazah dan biaya perjalanan keluarga ahlitwaris sébanvak-Sauyaknya 3 orang.
¢

. Tenaga-medis sebagai pcg'\wm tidak tetap yang mcmngg'\l dunia pada waktu melaksanakan
masa bakii kepada ahli warisnya diverikan vang duka wafat sebesar 6 kali penghasilan terakhir.

i L Tenaga medis sebagai pegawai tidak tetap yang meningpal dunia karena dan dalam
meiaksaqgkan tugas selama masa bakii kepada ahli warisnya vang duka tewas scbesar 12 kali

. - . penghasilan terakhir.

2 -Tetiag'a medis sebagai pegawai tidak tetap berhak memperoleh ewi.

‘~h. Tenagn medis sebapai pegawai -tidak tetap sclama masa bakti dapat melakukan prakick

- perotangan diluar jam kerja scsuai dengan ketentuan yang berlaku,

51, Tenaga medis scbagai pcgawal tidak tetap dapat mf-una,u} an wsul scbagai Tim Kesehatan Maji
= Indonesia melalui propinsi setempat.

jo :Tenaga medis scbagai pegawai (idak tetap yang ditempatkan di  dacrah terpencii/sangat
* . terpencil diberikan bonus nilai pada sant scleksi pencrimaan CPNS,

k. Tenaga medis sebagai pegawai tidak tclap mendapatkan  polatiban yang swna dengan
PNSI'karyawnn lainnys untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

l Tenaga medis-sebagai pegawai lidak tetap dapat dipilih sebagai tenaga mcedis tchd.m

"‘-.

BABY

PENEMPATAN.TENAGA MEDIS
MELALUI CARA LAIN
" Tasnl 30

' Pc&cﬁlpﬁlan tcnaga micdis mclalui Cara Lain dilaksanakan dajam rangka pemerataan pelayaran
\ kesehalan sebagai
. Prajunt TNI dan Anggota POLRI

~h PNRTNI dan Anegota POLRI
Skripsi- EVALUAS| PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI... SHINTA SAWITRI
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t- PNS Depatemen Keschatan |

[ =™

- PNS Departemen lain/Lembaga Pemerintal Nen Departenten (LPNID).
PNS daerah propinsi/ kabupaten/kota ‘

g

f Staf i S ‘as Kedol ]
1{ s-v_‘,astfiz{tt.r1gnjar pada Fakuitas Kedokteran (FX) / Fakulias Kedoktzran Gigi (TKG) negeri atau
E Karyawan serana pelayanan kesehatan milik Badan Usalia Milik Negera (BUNN) /7 Badan

; Usala Milik Daerah (BUMD).

]'_:. Karyaw:m sarane pelayanan keschatan swasla yan

i L
I

[N

|

|

Vg ' ' ng crsifat sostal yang berada di kabupaten
- diluer ibukota negara dan atau di luar ibukota propinsi.

L Karyawan sarana pelayanan Kesehatan milik pesantren atiu lembags keagonunm Linnv,

I'asal 31

IS&rana_rpcIaynnan keschatan swasta yang bersifat sosial yame berada di Tuar ibukat neparn dun st
tbukela propinsi dan sarana pelayanan kesehatan milik pesantren atau fembaga kcug;u:m;m lainnya,
tntuk dapat merekrut don atau mengangkal lenaga medis scbagai karyawannya terlebil dabulu
barus mendapat persctujuan dari bupati/walikota up. kepata dinas keschatan 'r:abl;p;ucm‘km:z.

[ Pnasal 32

”(;I)___E_t{r_lg&ngkatan dan penempatan lenaga medis melalui cara tain sebagai Prajurit TNI atau anggeta
(,EOLRI dan PNS TNI-POLRI dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Panglima TNI atmu
£:¢ Kepala Kepolisian Republik [ndonesia (KAPOLRI) sesuai kebutuban dan formasi masing.

i+ masing,

(2) Pengangkatan .dan penempatan fenaga medis melalei © . in scbagai Pegawai Negeri Sipii
. (PNS) Departemen Keschatan dilaksanakan dan menj: 5 1+ ang jawab Menteri Keschatan up,

Kepala Biro Kepegawaian sesuai dengan kebutuban des & A Departemicn Keschitan,
Peg g B

(3) Pengangkatan dan penempatan tenagn medis mielalul cirt liin scbagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Departemen lainnya / Lembaga Pemerintah Non Dapartemen (LPND) dilaksanakan dan -
menjadi tanggung jawab Menteri / pimpinan inslanst vang bersangkulan atau pejabat vang
ditunjuk sesuai kebutuhan dan formasi masing-masing.

(4} Pengangkatan dan pesempatan tenaga medis melalui cara fain sebagai Pegawai Negert Sipil

'.; {PNS) dacrah dilaksanakan dan menjadi tangeunp jawab gubernurfbupati/walikota ying

i~ bersangkutan atau pejabal yang ditunjuk sesuai kebuluhan dan formasi masing-masing.

{5) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis melalui cara lain scbapatl staf pengajar baik

dibidang -Xlinik maupuna preklinik padn fakultas kedekiern (FK) / fakultas Kedohterit iy

" (FKQ) dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab puspinan perpurunn tinggi yang bersangkutun
atau pejabat yang ditunjuk scsuai kebutuhan masing-masing.

(6) Pengangkatan dan pencmpatan tenaga medis melalui cara lain scbigai harsiar sarai
. pelayarian kesehatan milik Badan Usaha Milik Negera (BUNNY / Badan Usaha Mihik 1)..|L‘t'.|h
. (BUMD) dilaksanokan dan menjadi langgung jawab pimpinan Badan Usaha Midik ?\cg:.'r.':-
.:"""{',-‘ [BUMN) 7 Badan Usahia Milik Dacrah (BUMD) yang bersangkutan atau pejabal vanyg dittajul
R TS i . :
0 'St':s_u_ai kebutuhan masing-rmasing.

'm'Ptn'ggngknmn dan pencmpatan lenaga medis- mclatui cara i schatial harsanwan yar
" . pelayanan keschatan swasta yang bersifat sosial yang verada dilear ibukot Negara din ot
" i diluar ibukota propinst dilaksanakan dan menjadi iangaung jawab pimpinan sarana putin anan

" kesehatan swasta vane bersanpkutan sesuai kebutuban.
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rﬂ_)f_cnga_n_gkatan dan pencmpatan tenagn. medis melalui cara fain sebagai karvavarn pesantren /
I]emglagn keggumaan lv:mnya dilaksanakan dan menjadi tanpgung jawab rimpinan pesantren /
- lembaga k.c_agarngan lainnya setelah mendapat perselujuan dari bupati/walikota up. kepala dinas
a3 \'_kcsc.hatan kabupaien / kota sesuai kebutuhan pesantren / lembaga keagamaan lainnya masing-
mnasing; ‘
Pasal 33

[U__-Pcnghasilan, Hak dan Kewajiban tenaga medis yang diangkat dan ditempatkan melalui cara lain

© sebagai prajurit TNI-POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai Ketentuan

+ " peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian (Pegawai Negeri) yang bertaku.

R) Penghasilan, Hak dan Kewajiban tenaga medis yang diangkat dan ditempatkan melatui cara lain
sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usalia Milik dacrah {(BUMD),
Jkaryawan sarana pelayanan keschatan yang bersifat sosial, pesantren dan lembaga keagamaan

. lainnya dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerjr dan peraturan perundang-undangan di
.- bidang ketenaga-kerjaan yang berlaku.

o Pasal 34

ﬂ) Tenaga medis yang diangkn! dan ditempatkan gmelnhii carn lain baik sebagai Prajurit TNI-
iy PO_LRI. PNS dan karyawan scbagaimana dimaksud ¢ciamn Pasal 32 dan telah melaksanakan

r

| fugas (SPMT) selama J (tipa) tahun dianggap sama denzan telah szlesai melaksanakan masa
at bakti. -

i, o L - . - *
“i2) Perhitungan 3 (tiga) lahun sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) d'hitung mulai sejak
 dikeluarkannya sural  penyataan  melaksanakan  tugas  (SPMT) dari  pimpinan
"i' instansifinstitusiflembaga lainnya atau pejabat yang ditunjuk.

.]D)'Tcna‘g'a medis yang diangkat dan ditempatkan melatui cara lain dan kemudian berhenli sebelum
* jangke wakiu 3-(tiga) tabun, masa tugas terschbut tetap diperhitungkan untuk ditambahkan pada
pengangkatan dan penerypatan melalui cara Jain berikuinin.

DA VI

PENUNDAAN MASA DAKT!

Pasal 35

, {1} Tenaga medis ya.'ng berkcinginan melanjutkan pendidikan spesialis dapat menunda masa bakti.
) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mclapor kepada Dinas lfcschatan
Propinsi Lulusan untuk diterbitkan surat persetujuan penundaan  masa  bakit  dengan
. melampirkan bukti dilerima sebagai peserta didik spesialis dar Fakuitas Kedokteran/Fakultas
- Kedokteran Gigi.
" () Dalam rangka penundaan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tenaga medis diberi
kesempatan untuk mengikuti seleksi pendidikan spesialis uniuk pating jama (satu) tahun.

! n

- () Tenaga medis sebagaimana dimakstd pada avat (2) apabila telah selesai pendiditan spesialis
“medis diwajibkan meagikuti masa bakti sebagai pepawial tidak tetap pusatatay dacrah sclama 2
(dun) tahun di dacrah terpencil/sangat terpzngil atan schame § (ga) teun i dacrah biasa diluar
Tbukota Negara dan ibukota Tiopinsi. )
{) Tenega medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4). .n‘mm;:::o}:':z hak dan  kewajiban
sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28 Keputusanini.
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I'asal A6

?‘Uﬁﬂa medis yang menunda masa bakti uniuk mengikuti pendidikan Magisier difuar pendidik

. AT f y ” i
;_’PCSI&IIS medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayvat (1) scielah selesai pendidikan dapat
_Fltlaksanakan masa bakti dan cara lain di instansifinstitusi/lembaga vang membutaikan,

BAD Vi

1ZIN PRAKTIK
I'asgal 37

{) Tenaga medis yang telah memperoleh Surat Penugasan dapat mengajokan pensohonin untuk
; mendapatkan. Surat lzin Prakiik (SII') sementara yang berlaku 6 (enmm) Bulun don dapat
- diperpanjang 2 (dua) kali. )

ﬂ_)Sl!fﬂt Tzin  Prsktik sementara  sebagimana  dimaksud pada ayat- (1) ditabikan oleh
: %upatifWa_likota up. Kepala Dinas Keschatan Kabupaten/Kota.

() Surat Izin Praktik sementara sebagaimana dimaksud, pada, ayal (2) secara otomatis lidak berlaku
. §pabila tenaga medis yang bersangkutan telah mclaksanakan masa bakti atau cara lain.

{f) Tenaga medis yang sedang menjalankan masa bakti atau cara kain dapat diberikan Suea Izin

Praktik (SIB).

.,{5) T_cﬁizéa medis yanp telah menyclesaikan masa bakti dan cara lain yang beeminat untuk
melaksanakan tugas profesinya di sarana pelayanan keschatan atau praktik mandiri 7 keluarga
wajib memiliki Surat Izin Praktek. :

16) Tata cara dan persyaratan memperoleh Surat Izin Praktik dilaksanakan sesuai dengan keteatuan
- peraturan perudang-undangan yang berlaku.

'asal 38

1) Berdasarkan keputusan ini Surat Izin Praktik milik wenaga medis yang berhemi 7 diberhentikan
.- pada’saat menjalankan masa bakli dan cara lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

(1) Surat izin praktik scbagaimana dimaksud pada  ayat (1) dapa dipcrhnlmrui L‘g"ml\;ﬂi apabiila
tenaga medis yang bersangkutan mcnjalankan masa bkl dan cara lainnya kembair,
BADB Vil

PENGEMBANGAN KARIR TENAGA MEDIS
PASCA DMASA BAKTE

Pasal 39

i .Tenag-a_ medis yang telah menvelesaitan masa bakii s':'v:agai |‘.c;_::.‘ .;',';‘_ e whap daea
mengernbangkan karit scsuai dengan pilihan dan peraluran peavneangan yang Sein
+étlam kedudukan sebagai :-
1 Calon Pegawai Negeri Sipil.
% Prajurit TNI dan Anggota POLR ol
' 3. Karyawan pada sarana pclayanan keschatan BUMN dan BN
i. Karyaswan pada sarana pelayanan kcsch:‘u:fn‘ sw:\:"\ e
B, bl Mancli 5(09 Ho\l-.l—é&/dow g kel Grograms STt/ Asosans s acate
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8. Mengikuti pendidikan :
8. Jalur profesi yaitu spesialis/sub spesialis
b, Jalur akademik yaitu Paca Sarjana (Magister atau Dokier)

Pasal 40

(I).‘U.muk mengikuti pendidikan spesialis, tenaga medis meneajukan peomahonan kepada Kepala
.;Blroo K'cpcgawaaan Sckretarial Jenderal Departemen Keschatan degan menscbutbom bidang
_E_Spcsmhs dan fekulies kedokteran atau fakultas kedokleran gigi vane ditnginkan, i

;(Z}K-_cpa]a Biro Keppgawninn Sckretariat Jenderal Depadiemen Kesehatan mencrbitkan aurat
rekomendasi persciujuan.

BAB IN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

Gubernur/bupati/watikota atau pejabal vang ditunjuk mclakukan pembinaan dan peogasisn
'-Ilcrhadap tenaga medis yang scdang menjalankan masa bakt atau pratuh mandirckeluargan dengan
mengikutsertakan organisasi profesi.

Pasal 42

(1):Gubernurfbupati/walikota atau pejabal yang ditunjuk dalam rangha pembisaan dan pengiisan
dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada tenaga medis yang melanggar sesuat perjungion
kerja danfatau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2} Hukuman sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) dilaksanakan sesuai denpan Ketentuin
Petaturan Pemerintah Nomor 30 tabun 1980 fentang Peraturan Disiplin Peganar Negen Nipdd
dun/atau Keppres Nomor 37 tahun 1991 temtang Peoganghatan Dokter sebayin Peganan tidah
Aetap selama Masa Bakli.

{3) Hukuman disiplin sebagaimana dunaksud pada ayat (2) meliput
2. Pemberhentian gaji

b. Pengembalian semua penghasilan yang pernaly diterimanya sebesar 6 (enam) kali lipat dan
biaya-biaya lainnya. ' -
¢. Pencabutan Surat Izin Praktik.

BAB X
KETENTUAN PRRALIITAN

I'asalb g3

Dengan diberlakukannya keputusan int mnka POFALIZAN PTUBURNEAR VARG MINEAIE WElang masa
t bakii dokter/dokter gigt dinyaakan tetap berlaku sciame tidab bongnianan <o aan Kopnisan ing

aeal 4t

. 1 L S S T BRI T | e .
(1) Tenaga medis yang sudah melaparkan din 625 N T T TR EaTEA R dan punempatal
. b ' ! \ I [ TP . '
scbagai pegawal idak  tctap  pusat,. dapat dndaripunasan oleh vemerinoh Daveah .
- . P ’ R sle Mool Aty SLat et
?DPIMSVE&IWLCO?O*";EQ ohee megawnt {dak etap Daetady Trepins: Rabupialen/Rota atau <
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?) 'T‘cngga medis sebagaimana dimaksud pada _ayat (1) gang berminat tetap diangkin dan
_,;__‘dllcmpatknn sebagai pegawai tidak tetap pusat’dapat mengajikan permohanan hepada Mewteri
. Keschatan up. Kepala Biro Kepepawaian. s

Pl Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang bermsina sckiksanatios eyt
~Mmelalui cara lain dapat scpera mengajukan Kepada pinipics n insiansiZinsinosi fersbora Lonns
“¥ang membutuhkan. '

"iesnl A5

fg}‘hadap permohonan fenaga mcdis vang herminat tetap diangkat dan diteaprathan soisoon oo o
ﬁak tetap pusat sebagaimana dimiaksuc dalany Pasal 440 avan {2} difismnkont selch o o 2o

: 8t kebutuhan yang tersedia dan bagi tenaga medis vang tidak diterima sebagai perastas uldal,

#p pusat dapat mengajukan famarannya schagaimana dimaksud dalany Pasal §4 avm« 2

[ BAB X
' KETENTUAN PENUTUP
I‘:lsﬂl-‘fﬁ

ngan  berlakunya Perawrar  ini maka  Peraturan Menteri Keschatn : Noer
170.A/Menkes/Pec/X/1999 tentang Masa Bakii Tenaga iedis dinvatakan tidak berkeku Ligr.

I"aeal 47
ih.tnjuk Pelaksanaan keputusan tii abin ditetapkan lebih Lenjut dalam Reputesn ot
[Fasal 10

Léi)ﬁlusan ini mulai berlaku sceara cfckiil 0 Januari 2003,

i i fntahk 2 an banutusan Monivn i dengan
Igar setiap oreng mengetahuinya, memarintahkan pangundangan Kaputusan

nempatannya dalam Berita Negera Republik Indonesia.

Ditctapkan di. = JAKARTA

mmmeada tangeal o 12 Desenslor 2002
4 gt

N _ >
Rl U/l{_i)s?,il;\ AN U
' /f///{{/c____,_.
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FET V.
L e - o

DAFTAR NAMA TENAGA MEDIS FAKULTAS KEDOKTERANIKEDOKTERAN .GIGI

EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI...

Universitas
Pericde
No. & ; .
¥ Jenis . i : . Tanggal No. Tip/
o Nama Tempathgliahir Keldin Janis Keahhan la.nggal SUmpan Alamal e Ket
fliazab
|
'._
|
_ll I
|
i
]
i
Cekan FKIFLG i
( )
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Lampiran 2

PERSYARATAN ADMINISTIAST :

Persyaratan yang harus discrahkan olch tenaga medis baru kepada Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi :

l} Surat permohonan untuk registrasi, denpan melampiria
2) Foto copy ijazah yanp telah dilepalisic gleh Dokan,
b) Foto copy surat bukii sumipah dokter/dokier pini.
) Surat Keterangap berhadan sehist,

4) Pasfoto ukuran (4x 6) cm sebanyak 3 (Hgaj lemibas dan (2 x 3} o osebanyah 2 (dua)
lembar,

2)

Surar permohionan dengan menyelatkan 1 (sate) Bour yaong dinunat vaito
n) Penundaan masa baki

b} Melaksanakan masa baktl deneas piliban
(1) sebagai PTT Posa
{2} sebapai PTT Daceah Propinsi/Kahupaten/i{ota/

¢) Melaksanakan cara In1in dengan pilihan :
(1} sebagai Prajurit T '
{2) scbagai Anggota POLR]
{3) scbagai PNS
(4) sebapai Sial Penpajar i i
(5} sebagai Karyawan Sarana Pelayanan Keschaan milik BUNMPH BUMD
(6} sebapai Karyawan Sarapa Pelayanan Kesehatan Swas vang bersifat sosial
(7) scbiagai Rarvawan  Rotarn Pofnvanan Roschann e

Pecaatrendicnibaga
keapamnan inavs

Dengan melampirkan

1. Fota copy ijuzall vang ol drlogntevr el Livhas
2 Foto copy surat hukn snnspuh dobhier G gt
A, Surar Keterangsn bortadan sohuat

La

Pasfato ukvran 8 2 A com soluiny b R 1o T e R { i e L1 2 (IJU“)
fembine,
8. Surat mikah W !1__I Vi AT LSS T S b

o

CSurat ketarangan selecai dppuneiujun Nistonab age enaga redie dnusan luer popert.

N IR AR L
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Lampiran 3

SURA TRIGET = HANGE N SEEES AT NMSS AW A ICTT
NO.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Momor |

Tahun 1908 (Lembaran Nepera Republik
Indonesin Tahun 1988 Nomor |

. Tambahan Lambacan Mepara Repubhiy Indonesia Normor
1366} dan Peraturan menleri - Kesehaan

IMENKES/SK/ , boheen Kepoda

R [l Inconesia Nomor

‘Nama

Tempatftpi, Lahir

Lulusan

Tempat bertupas

Dinyatakan telali sclesai melaksanakan masa baka /7 cara dain vang dipersamakan denpan
melaksanakan masa baku

Dan kepada vang Lersanpkutan kami ucapkan terima Lasih seria penghargaan atas jasa-jasanya
sclania pelaksanann terselut,

DN AR AN
AA TANGG AL

aon, MMENTERIKESENATAN R
Gulwernns L

Un, Kepata Dinas Heschalan

ATh peawN LT |
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